BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 100.3.3.2/ 2024 /2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 060/294 /2022 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maka
Keputusan Bupati Nomor 060/294/2022 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Batang perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor
060/294/2022 tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
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10.

11.

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penpgpant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang };i;,n_;,
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran ‘Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat [I Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha di  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
gatu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tabun
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2017 Nomor 1956);

12. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 78);

13. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 81};

Keputusan Bupati Batang Nomor 060/294/2022 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 060/294/2022 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG.

Keputusan Bupati Nomor 060/294/2022 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang, substansi tetap, Lampiran diubah
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 Junj 2024

Pj. BUPATI BATANG,

/
A o T

LANI DW] REJEKI

Salinan disampaikan kepada yth :
. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;

1
2

w

. Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Batang; dan
Penghimnun Keoinihisan.
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LAMPIRARN

KILPUTUSAN BUPATT BATANG

NOMOI 100.3.3.2] “oa [2024

TIRNTANG

PlRUBAHAN ATAS KIPUTUSAR $3UPAT
MOMOR G600 294 [ 2022 TISNTANC STTANIAR
OPERASIONAL PROSEDUR PILAYAMNAN
PIRIZINAN PADA IINAS PRENANAMAN
MODAL DAN PIELAYANAN TERPAIL BATL
PINTU KABUPATEN BATANC

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYTANAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTL
KABUPATEN BATANG

®
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PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 001

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ¢ 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
gpala Dinas Penanaman Modal

Nama SOP : Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
4 Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

Program Penataan Ruang

- SOP Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi (Pertimbangan Teknis Pertanahan)

- SOP Pelayanan Izin Usaha

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi komitmen Izin Lokasi, Izin Usaha tidak bisa berlaku efektf

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet/ Wifi
2. Perangkat komputer 4. Buku Register Monitoring

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU

NO AKTIVITAS KET
Pemohon 0ss Persyaratan Waktu Output

Pemprosesan Permohonan PKKPR
| | harus dilengkapi :

a. koordinat lokasi;

b.kebutuhan luas lahan kegiatan
Pemanfaatan Ruang;

Mengajukan Permohonan Izin melalui G- 1T prEuaes Bt ah; 30 it
1 0ss d. informasi jenis usaha; Ll
e. rencana jumlah lantai bangunan;
f. rencana luas lantai luas bangunan.
g. rencana teknis bangunan
Mengisi dan me | n L S -
2 'e gisi nguploap data yang E 1 Y
diperlukan —

Jika Kegiatan Usaha tidak sesuai

5 [Sistem RDTR otomatis menilai kesesuaian| ("o | ____|______ < 30 menit RDTR maka otomatis ditolak oleh
pemanfaatan ruang

sistem

4 |Konfirmasi KKPR Terbit I[\’ 30 menit Konfirmasi KKPR

Keterangan :

D Start/Akhir Proses
[Jproses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
— Alur Proses Kegiatan
- —» Alur proses kembali
Ganti halaman



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP » 002

Tanggal Pembuatan  : 3 juni 2024

Tanggal Revisi - 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
Dan iten Batang
(e ¢ | /
D m-u__mvl,\,.i'..
diliigeigil T
\ ]
1Y 1 S0, $.S0s., M.M
A 37
w1 ThgmbinaMtama Mikla
SNIR=F701017 199003 1002
Nama SOP ¢ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

|

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi (Pertimbangan Teknis Pertanahan)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

Peraturan Menteri Agraria dan Tala Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuzian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi

Program Penataan Ruang

SOP Pelayanan Izin Usaha

Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi komitmen Izin Lokasi, [zin Usaha tidak bisa berlaku efektif

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui 0SS

3. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan kompulter

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet/ Wifi

2. Perangkat komputer 4. Buku Register Monitoring

Disimpan sebagai data elekironik




Pelaksana

MUTU BAKU
GISTARU
NO AKTIVITAS FORUM
Pemohon ass PENATAAN it
RUANG DPMPTSP DPU PR BPN BATANG Persyaratan Waktu Outp
1 |Mengajukan Permohanar |zin melalul 0S5 Pemprosesan Permchonan PKKPR harus 30 menit
dilengkapi : A0 mery
a, koordinat lokasi; = =
2 [Mengisi dan menguploap data yang K b.kebutuhan luas lahan kegiatan 30 meni
diperlukan ': L Pamanfaatan Ruang;
FAN c. informasi penguasaan tanah; ” : P k hasil
g 50 menit kelengkapan dokumen
3 |Melakukan verifikasi kelengkapan : \ d. informasi jenis usaha; i verifikasi
dokumen terhadap parmohonan KKPR ! / e. rencana jumlah lantai bangunan;
melalui sistem OSS dan GistarukkPR | | t---efooeoo ] . f. rencana luas lantai luas bangunan.

g. rencana teknis bangunan

{ - E t Perintah Setor PNBP
4 [Menerbitkan Surat Parintah Setor PNBP | el S

5 i PNBP
5 [Melakukan pembayaran dan Upload 4 B0 mentt PR

Bukti Bayar melalui 0S5 —;—{ 'l_

i timbangan Teknis

6 |Melakukan tinjauan lokasi untuk W Maksimal JH8 ;:rnan;:h::a

mengeluarkan pertimbangan teknis —‘

pertanahan SO

i nilaian Forum

7 |Melakukan Penilaian terhadap Dokumen iakelri 9 ::2::::: Ruang

Permohonan KKPR Berusaha ‘ e

S

8 [Menerima Hasil Kajian KKPR Berusaha dan 0 tenis

Pertimbangan Teknis, untuk di verifikasi }i'__ _]

dan validasi b
9 [Validasi dan notifikas| KKPR Berusaha = Ll

[k
i KKPR

10 [PKKPR Terbit - TeranIYen

Keterangan ;
( start/Akhir Proses
[ Jprroses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

— Alur Proses Kegiatan

- - Alur proses kembali
|\/ Ganti halaman



Nomor SOP t 03
Tangpal Pembuatan  © 3 Juni 2024
Tanggal Revisi 4 Juni 2024
Tanggal Elektif p
Disahkan oleh ” \TAH K.
_,’{/\ ila Eehyaman Modal
% aten Batang
nq ayanan Terpadugagy Rjtu Kabupaten Balang
a pr
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG A =5 |- =
‘.
\ WaARYU K50, $.50s.JMM
e, T @rﬁ'l’hy ama Muda
NIP=19701017 199005 1 002
Nama SOP Persetujuan Lingkungan

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yeng baik

4 . lavan:
Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peretapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 2
Kerja menjadi Undang-Undang 3
4 Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui (@]

2 Undang-undang, Nomor 32 Tahun 2009 tentang, Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup 5 Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Talhun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlind ungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.26/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan

Penilaian Serta Pemeriksaan Dokuimen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras) Secara Elektronik

6. Peraturan Menteri Lmgkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang,
Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan pemnatauan
Lingkungan Hidup

7. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Nen Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Salu Pintu

keterkaitan SOP

i is ki : ister Moniloring,
SOP Pelayaran Perizinan Berusaha 1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring
5. Kendaraan

SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat 2 Perangkat komputer
-SOP Pengawasan Perizinar Berusaha 3. Jaringan Internet/ Wili

Disimpan sebagai data elektronik

Persetujuan Lingkungan merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah




Pelaksana | MUTU BAKU
KETERANGAN
NO AKTIVITAS
Pemohon FO Pensla DLH DPMPTSP Persyaratan Waktu Output
Perizinan
L]
1. NIB
\—J 2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKPR) / Persetujuan Awal
3. Persetujuan Teknis
Pelaku Usaha mengisi formulir 4. Akta Pe}nd.iriar\ Perusahaan o
1 UKL-UPL 5. BA. Sosialisasi Warga
6. Dokumen Pendukung (sertifikat,
Mol, covernote, uji lab, dll)
2 Pengajuan permohonan 15 menit
pemeriksaan formulir UKL-UPL
3 |Pemeriksaan Administrasi O 1 HK
T!_‘r,‘_.r'!v %
L. JENGKaE. ___. 1
4 |Pemeriksaan substansi '_ 5HK
TIDAK
LENGEAP
5 Penerbitan Rekomendasi 1 HK
Persetujuan Lingkungan
6 Menerbitkan Persetujuan 60 menit PKPLH
Lingkungan :
Keterangan :

Start/Akhir Proses

: Proses

O Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

--> Alur proses kembali
U Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 04

Tanggal Pembuatan 3 Juni 2024

Tanggal Revisi

4 Tuni 2024
Tanggal Efektif '

Disahkan oleh

myn Modal dan Pelayanan
! abu ratey Batang

| 5
X/
[SARTOSO, $.50s., M.M
Jr, | ¥ Utama Myda

TSNP 19701017 1990031 002

Nama SOP : PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Undang-Undang Republik Indoresia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi

- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyvarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

iy

. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet

2. Perangkat komputer

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik




PELAKSANA
NO KEGIATAN Keteran,
Pemohon SIMBG DPUPR TPT/TPA DPMPTSP Persyaratan Waktu Output i
1 Mengajukan permohonan Persetujuan | | Dokumen persayaratan sesuai PP 60 Menit Permohonan Perstujuan Bangunarn
Bangunan Gedung J 16 Tahun 2021 - Gedung
| A, Data Umum
5 Memproses permohonan Persetujuan 1. Informasi KTP/KITAS* 60 Menit Nomor Registrasi Persetujuan
Bangunan Gedung 2. Informasi KRK* Bangunan Gadung
3. Surat Perjanjian pemanfaatan
\ tanah antara pemilik tanah dan
// \ o Pemilik Bangunan Gedung
3 |Pemeriksaan kelengkapan dokumen TidakLengkap 4, Data Penyedia Jasa Perencana |1 hari Kerja |Verifikasi Kelengkapan Dokumen
\/ Konstruksi atau Arsitek berlisensi
B. Data Teknis Tanah
) 1. Gambar Batas tanah vang
. ‘ Tidak Memefiuhi / dikuasai termasuk gambar 25 Hari
4 |Pemeriksaan kesesuaian gambar teknis \ > asg kit e.ksisting s e Berita Acara Konsultasi
/ area/ persil yang akan dibangun
. 2, Gambar dan Informasi tentang
Menpendhi hasil penyelidikan Tanah
Perhit tribusi sty 3 rhi ibusi obuj
5 Gt;rd " ;mgm'a Retribusi Persetujuan Bangunan _ C. Data Teknis Arsitektur 60 Menit g::nr;r;iagwketuz usi Persetujuan
b 1. Gambar Rencana tapak dan & &
Rancangan Bangunan
2. Spesifikasi teknis Retribusi -
6 Penetapan Retribusi Persetujuan Bangunan D. Data Teknis Struktur 60 Menit Ged bud di:::;?;g::ﬁiuhr
Gedung dan Surat Pemenuhan Standar Teknis 1. Perhitungan Teknis sederhana : Ste;nt:IZfT S >
dan Gambar Rencara Struktur elms
2, Gambar Detail Struktur
Penagihan Retribusi Persetujuan Bangunan S 3. Spesifikasi teknis foi
7 Gy 6 E. Data Teknis Mekanikal 1 hari Kerja [SKRD
Elektrikal Plumbing,
’ ) \ 1. Perhitungan dan Gambar
g Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan jaringan listrik 1 hari Kerja: [Bukti Bayar
Gedung 2. Perhitungan Gambar Rencana
Sistem Sanitasi
) 3. Spesifikasi Teknis Validasi Bukti Bayar dan Penetapan
9 |Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung F. Rekomendasi Gambar Teknis |1 hari Kerja Pessstajus Bang-unan Godvrg P
10 |Penyerahan SK Persetujuan Bangunan Gedung | I( 60 Menit SK Persetujuan Bangunan Gedung
Keterangan
Start/Akhir Proses
Proses
Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
--3 Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOFP : 05

Tanggal Pernbuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi * 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

/‘Kapg]a Dinas Penanaman Modal
Da g&zvandn 13rpadu'8q}ru Pintu Kabupaten Batang

’I‘l/

0S80, SSo0s.. MM
‘:':?;.;.;‘_l-“.emtiilm Utama Mug
NIP. 19701017 199003 1 002
Nama SOP : NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(3%

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Ristko
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

I

2021 Tentang, Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Fasilitas Penanaman Modal

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat
= SOP Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi (Pertimbangan Teknis Pertanahan)

SOP Pelayanan lzin Usaha

Jika Pelaku Usaha tidak memeniuhi komitmen Izin Lokasi, Izin Usaha tidak bisa berlaku efektif

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki pemahaman lentang mekanisme perizinan melalui 0SS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan kompuler

1. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet/ Wifi

2. Perangkat komputer 4. Buku Register Monitoring

Disimpan sebagai data elektronik




PELAKSANA MUTU BAKL
No. KEGIATAN Keterangan
Pemohan 0ss Persyaratan Waktu Output

1. Fotocopy KTP

1 |Membuat akun 05§ ; 2. Fotocopy NPWP perorangan 5 menit
(opsional)

: 3, Email aktif / No. WA

4. Akte perusahaan (bagi badan

2 Menginput data perorangan/badan usaha dan data usaha) 30 mentt

M 5. SK pengesahan Kemenkumbram
6. NPWP perusahaan (bagi badan
usaha)
4 7. Sertifikat Nomor Induk Koperasi
3 [Verifikasi KKPR dan Persetujuan Lingkungan l bagi badan usaha koperasi 30 menit
— |8. Dokumen persayaratan sesuai

dengan NSFK Kementerian/
Lembaga

4 |NIB Terbit | [" NIB

Keterangan
E Start/Akhir Proses
Proses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
-=2  Alur proses kembali

.

Gantl halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP 1 06

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi * 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

D
A NS
NIF. 19701017 199003 1 002

A
ina Utama Much‘

Nama SOP : SERTIFIKAT STANDAR

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengpanti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tenlang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

(%

2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Fasilitas Penanaman Modal

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- SOP Pemenuhan Komitmen lzin Lokasi (Pertimbangan Teknis Pertanahan)

- SOP Pelayanan Izin Usaha

Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi komitmen [zin Lokasi, [zin Usaha tidak bisa berlaku efektif

Kualifikasi Pelaksana

5

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor

2. Perangkat komputer

Disimpan sebagai data elektronik

1. Memiliki kemampuan berkemunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

3. Jaringan Internet;/ Wifi

4. Buku Register Monitoring




PELAKSANA MUTU BAKL
Na. KEGIATAN Keterangan
Pemohon 0ss DPMPTSP Dinas Teknis Persyaratan Waktu Output
1. NIB
1 |Masuk akun OS5 2. Dokumen persayaratan sesuai S menit
" dengan NSPK K ian/
t . Lembaga
Sk N
L
2 |Mengajukan Permohonan Sertifikat Standar i | | 30 menit
i i -
|
¥
3 |Pemenuhan Persyaratan ‘o 30 menit
1
iy
i h \
R | .
4 |Verifikasi Persyaratan QRS ASSEE . | RCRN [  Te Sesuai dengan NSPK
! Kementerian/Lermbaga
1
] v
)
5 |Rekomendasi dinas teknis . 2 Hari Kerja
L}
]
\
'
| ditolak ”
6 |Verifikasi dan Validasi Persyaratan S B s S T / < 1 Hari
7 |Sertifikat Standar terbit | le Sertifikat Standar
Keterangan
Start/Akhir Proses
Proses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

-->

{J

Alur Proses Kegiatan
Alur proses kembali
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Nomor SOF 07

Tanggal Pembuatan 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ‘4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

v J‘Pﬁxﬂm}a Utama Muda
2 Ndpa@01017 199003 1 002

Nama SOP : Izin

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja Menjadi

-

Memahami peraturan perundang-undangan tenlang perizinan berusaha

Undang-Undang
. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang, Penyelenggaraan Perizinan

=]

Berusaha Berbasis Risiko (beserta turunannya)
. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

=

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keterkaitan SOP
- SOP NIB
- SOP Sertifikat Standar
- SOP KKPR

- SOP Persetujuan Lingkungan

atan

Pering

Jika Pengajuan Pernenuhan Persyaratan Komitmen lzin Ditolak, dan Pelaku Usaha tidak melengkapi maka OSS akan
membatalkan NIB yang telah terbit

. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS RBA

=

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor

%]

Perangkat komputer

3. Jaringan Internet/ Wifi

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Keterangam
Pemohon 0ss DPMPTSP Dinas Teknis Persyaratan Waktu Output
1. NIB
2. Dokumen persayaratan sesual
1 | Masuk akun 0SS dengan NSPK Kementerian/ 5 menit
- Lembaga
2 Mengajukan Permohonan lzin : . 30 menit
gl \
3 | Pemenuhan Persyaratan ! b 30 menit
B
R |
[ ditolak Sesuai dengan NSPK
4 ifikasi P R e e BT
Verifikas| Persyaratan ' Kementerian/Lermbaga
\ v
5 | Rekomendas| dinas teknis ! 2 Hari Kerja
: i ditolak
6 | Verifikasl dan Validasi Persyaratan . Eaats min a2 < 1 Harl
7 | lzin terbit I[\’ Izin
Keterangan

Start/Akhir Proses
Proses

<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

—=> Alur Proses Kegiatan

==>  Alur proses kembali

L) Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 008

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelgy du Satu Pintu Kabupaten Batang
/PL\ RAT, :__ ~
75 N
£ Ui\
i a
I e e
':. > :-._‘_'___-
L \NE o ] —
\WaAHYU BUBESANTOSO, S.Sof., MM
ANy my'Utama Muda
“SEEREPET0701017 199003 1 002
Nama SOP : Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis
Risiko;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha

dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

- SOP NIB
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Pemenuhan persyaratan SLHS satu (satu) tahun sejak NIB diterbitkan OSS

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

ha

. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

o

. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

Peralatan/ Perlenghapan
1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring
2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
IATAN
Mo KEG Pemohon 0ss DPMPTSP Dinas Kesehatan Persyaratan Waktu Output Kesarangen
1. NiB
2. Persyaratan Administrasl meliputi:
n 0SS . Nama pengusaha 5 menit
1 Masuk aku Q b. Jenis Tempat Pengolzhan Pangan (piilh yang
_E E sesual: jasa boga A/B/C, restoran, TPP Tertentu,
Pengajuan permohonan PB-UMKU dengan ¥ s/ lsines, SOOI
4 toa ¢, Nama Tempat Pengolahan Pangan
2 memilih Sertifikat Laik Higiene P d. Alsmat Tampat Pengolahan Pangan 30 menit
b e. Jumiah penjamah pangan atau (khusus depot
- air minum) Jumiah oparator depot alr minum
‘o f. Jumish penjamah pangan memiiiki sartifikat
” ‘: E pelatthan keamanan pangan slap safl atau 30 menit
3 |Pemenuhan Persyaratan " {khusus depot air minum) sertifikat pelatihan
) @ higiene sanitasi depot alr minum.
bk 3. Persyaratan Teknis mellput!:
- a. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap sajl
I perbaikan/ditolak bagi pengelols/pemiiik/penanggung jawab TPP .
p i e A A b. sertifikat pelatihan keamanan pangan sispsaji |  S€suai dengan NSPK
4 |Verifikasi Persyaratan ! bagi penjamah pangan atau pelatihan higiene Kementerian/Lembaga
H . sanitasi Depot Alr Minum bagl penjamah
]I disetujui pangan/oparator DAM
. 4. Bulkti | rium Standar Baku Mutu yang
' dikejuarkan oleh laboratorium yang terakreditas!
' LKAN atau laboratorium yang ditunjuk cleh
) ' pemerintah daerah paling lama 1 bulan sebelum
5 |Rekomendasi dinas teknis S 2 Hari Kerja
5. Formullr Inspeks! Kesehatan Lingkungan (plilh
salah satu):
&. lasa Boga/Katering
. . b, Restoran
pgrbaikan/ditolak S —— +
................................ ; -
& [Verifikasl dan Validasi Persyaratan ; D:':::N'e:‘:um an Pangan (Tpp) Tartentu 1 Harl
disetujui
7 |Sertifikat Laik Higiene Terbit | I-[< Sertifikat Laik Higiene
Keterangan
Start/Akhir Proses
Proses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
===> Alur proses kembali

O

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 009
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi * 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
i

17 A’amMTtama Mu‘ja
\NIF 19701017 199003 1 002

: Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan
Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Nama SOP

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis
Risiko;

3 Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk

pada Penyelanggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan

Keterkaitan SOP

-SOP NIB
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Peringatan

Kualifikasi Pelaksana

bk

. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

)]

. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

fa

. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

[

Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

o

. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor

4. Buku Register Monitoring
2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU
KTIVIT, KETERANGAN
NO i i Pemohon 0ss BPOM Persyaratan Waktu Output
1 |Mengajukan Parmohonan Izin Usaha melalui Portal 1. NIB 1 Hari Kerja
0SS 2. Persyaratan Umum terdiri dari:
a. Pemohon meliputi:
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU dengan memilih ey 1) Pelaku usaha perseorangan
Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan 2) Pelaku usaha non perseorangan (badan usaha yang didirikan oleh Yayasan,
Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) L ‘ Koperasi, Persekutuan Komanditer (commanditaire vennotschap) dan
[ persekutuan firma (vennotschap onder firma)
3 |Pemenuhan Persyaraten metelul apiikas) BPOM 3) Jika perseorangan atau badan usa{ha memiliki |I?blh dar! satu Iok_am usaha,
maka harus mengurus SPP-IRT sesuai dengan masing-masing lokasi usaha.
b. Data Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang didaftarkan
c. Pernyataan mandiri (self declaration of comfirmity) terkait pemenuhan
komitmen:
N\ 1) Mengikuti penyuluhan keamanan pangan;
I: 2) Memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk Industri
[ Rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi
3) Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan
3. Persyaratan Khusus terdiri dari:
Rancangan label Pangan mengacu pada peraturan BPOM mengenai
keamanan mutu manfaat, dan gizi pangan olahan Industri Rumah Tangga
4 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan Jj:l
5 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem 0SS P
L
6 |Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Sertifikasi Pemenuhan
Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Terbit | I\_ Komitmen Produksi Pangan
Olahan Industri Rumah
Tangga (SPP-IRT)
Keterangan :
[:] Start/Akhir Proses

[ Iproses
<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
---3 Alur proses kembali

Ganti halaman




Nomor SOP : 010
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG S
/ \rf-} F

{ o
Hm

{
X i i |}
\\_ﬁYU BUDLSANTOSO, S.5¢s., MM
\\. & >~ Pembina Utama MudaJ
S NIP. 19701017 199003 1002
Nama SOP . Sertifikat Penyelenggara Unit Transfusi Darah

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang;

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
Risiko; 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan
1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

-SOP NIB
2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat
3. Jaringan Internet/ Wifi

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha
Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik




Ganti halaman

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Keterangan
Pemohon 0ss DPMPTSP Dinas Teknis Persyaratan Waktu Output
1. NIB
1 |Masuk akun OS5 :} 5 menit
o \ 1. Profil UTD
) b 5 2. Denah bangunan UTD )
2 |Mengajukan Permohonan Izin | 3. Self assessment UTD 30 menit
' 4, Daftar nama SDM UTD
E A 5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga
' kesehatan yang bekerja di UTD
3 |Pemenuhan Persyaratan ' 6. Perjanjian kerja sama pembuangan 30 menit
) limbah bahan berbahaya dan beracun {B3)
: 7. Dokumen kajian mengenal pertimbangan
! ) _ X persetujuan pendirian UTD yang
s i - | SE——————| perbaikan/ditolak| dikeluarkan oleh dinas kesehatan provinsi Sesuai dengan NSPK
4 |Verifikasi Persyaratan . (UTD kelas Utama) atau dinas kesehatan Kementerian/Lembaga
! disetu jui kabupaten/kota (UTD kelas Pratama atau
- Madya) (opsional bagi UTD dengan
H perizinan baru)
5 |Rekomendasi dinas teknis : 8. Perizinan berusaha UTD yang masih 2 Hari Kerja
: berlaku (opsional bagi UTD dengan
a perpanjangan atau perubahan perizinan)
" 9. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi
5 I_ B |- _p_e_r!]_ajlsa_r_!{(ﬁ_i}?!_a_k_ = P UTD dengan perubahan perizinan terkait i
6 [Verifikasi dan Validasi Persyaratan /\ R L 1 Hari
CE— disetujui
7 |lzin terbit | [( Izin
Keterangan
| Start/Akhir Proses
Proses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
===>  Alur proses kembali




Nomor SOP : 011
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi ¢ 4 Juni 2024
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan 1:"‘ela}’lanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
’ F "

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

A BUDELSANTOSO, s.sLs., M.M
~Pefmbina Utama Muda'
NIP. 19701017 199003 1 002
Nama SOP : PELAYANAN JASA LABORATORIUM VETERINER
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang; 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
Risiko; 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 44/ Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman 5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Berlaboratorium Veteriner yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice);
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar

Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Pertanian

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

- SOP NIB
2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

3. Jaringan Internet/ Wifi

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Dl e, KETERANGAN
Pemohon 0SS DPMPTSP Perikanan, dan Persyaratan Waktu Output
Peternakan
1 |Mengajukan Permohonan lzin Usaha 1. NIB
melalui Portal 058 l } 2. Surat permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan
T dokumen dan data bermeterai;
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU dengan ! 3. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaann
memilih Pelayanan Jasa Laboratorium i Ej dan pengujian penyakit hewan dan harus memenuhi persyaratan
Veteriner laboratorium dan cara berlaboratorium yang baik (Permentan No. 44 tahun
; 2007); -
3 [Pemenuhan Persyaratan ' 4. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya; 1 Hari Kerja
" 5, Tersedianya pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya;
) 6. Memiliki penanggung jawab teknis sekurang - kurangnya seorang dokter
E ) hewan;
E 7. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang — kurangnya satu orang
L L| analis laboratorium, satu orang paramedic veteriner dan satu orang tenaga
: administrasi;
‘ 8. Dokter hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan;
i 9, Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi ,
! virology, dan biomolecular;
' 10. Formulir data teknis pelayanan jasa laboratorium veteriner.
4 |Verifikasi Persyaratan perbaikan/ditoflak <> 5 hari kerja
5 disptujui
5 |Rekomendasi Dinas Teknis ' 'j 1 Hari Kerja
6 |Verifikasi dan Validasi Persyaratan ! ohebaikan/ditolek <\,
__________________ 2l /'\.
7  |Sertifikat Pelayanan Jasa Laboratorium disetujui Sertifikat Pelayanan
Veteriner Terbit | }’ Jasa Laboratorium
Veteriner
Keterangan :
D Start/Akhir Proses

E::] Proses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
> Alur proses kembali

\/

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 012
Tanggal Pembuatan @ 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

"

. Praktik Dokter Hewan Dan:P¢layanan Paramedik Veteriner
(Pelayanan Paramedik Veteriner)

Nama SOP

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang
2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko
3 |Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Fasilitas Penanaman Modal

4|Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan

Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian

- -SOPNIB
- -SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- -SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi komitmen Izin Lokasi, Izin Usaha tidak bisa berlaku efektif

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2, Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4, Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3, Jaringan Internet/ Wifi

2. Perangkat komputer 4. Buku Register Monitoring

Disimpan sebagai data elektronik




Ganti halaman

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Keterangan
Pemohon 0ss DPMPTSP Dinas Teknis Persyaratan Waktu Qutput
1. NIB
2. Surat Permohonan
1 |Masik alun 0S5 [: 3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat Smentt
g r kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar
Pengajuan permohonan PB-UMKU dengan " . 4, Fotokopl ljazah sarjana kedokteran hewan
5 |memilih Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan atau [jazah diploma Kesehatan hewan atau 30 menit
Paramedik Veteriner ; ljazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan
! i Hewan
i 5. Memillki sertifikat kompetensi yang
3 |Pemenuhan Persyaratan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 30 menit
. 6. Memiliki sertifikat pelatihan yang
— dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian
‘ ’ . Pertanian. Ketentuan mengenai pelatihan
4 |Verifikasi Persyaratan ' (S IESOEE S S +4-- p_qrb_a_ll_tqq/_t:lljgi_a_l_ - bagi paramedik veteriner diatur melalui Sesual dengan NSPK
Peratiian NMsntar Kementerian/Lembaga
- setarl 7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi
paramedik veteriner
5 |Rekomendasi dinas teknis 8. Surat keterangan pemenuhan persyaratan 2 Hari Kerja
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner
9, Surat rekomendasi sebagalmana
perbalikan/ditolal <\( dimaksud pada angka 5 dikecualikan jika di )
6 |Verifikasi dan Validasl Persyaratan | | o / wilayah kabupaten/kota belum terdapat 1 Hari
organisasi profesi paramedik veteriner
Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Hisetujui Praktik Dokter Hmn‘
7 dan Pelayanan Paramedik
Paramedik Veteriner Terbit Vetatingr
Keterangan
| Start/Akhir Proses
Proses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
~~=>  Alur proses kembali




Nomor SOP : 013
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif -

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
C N\

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

- " PenbinaUtama Mudal
NIP." 19701017 199003 1 002
Nama SOP : SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA TERNAK YANG BAIK

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

> Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian

4, Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan SOP

- 1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring
- S0
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat 2. Perangkat kompuler 5. Kendaraan

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Keterangan
Pemohon 0ss DPMPTSP Dinas Teknis Fersyaratan Waktu Output
1. NIB
1 |Masuk akun 0SS | 5 menit
; 1. Surat P ditujukan kepada:
Mengajukan Permohaonan PB-UMKU dengan )
2 |memilih Sertifikat Cara Budidaya Ternak Kesehatan Hewan dalam hal keglatan 30 menit
yang Baik usaha berada di lintas provinsi dan/atau
untuk perluasan pasar dalam negeri atau
luar neger|
3 |Pemenuhan Persyaratan il. Kepala Dinas yang membidangi fungsi 30 menit
peternakan dan kesehatan hewan di
Provinsi dalam hal keglatan usaha berada
di lintas daerah kabupaten/ kota dalam
i i Sesuai dengan NSPK
4 |Verifikasi Persyaratan perbaikan/ditolak_ satu pravinsi uai deng;
jii. Kepala Dinas yang membidangi fungsi Kementerian/Lembaga
Hisetujul | peternakan dan kesehatan hewan di
W kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha
. berada di daerah kabupaten/ kota
5 |Rekomendasi dinas teknis 2. Foto udsra lokasi/ denah lokasi lengkap 2 Hari Kerja
dengan batas- batasannya
3. Alur proses produksi dan denah tata
perbiakan/ditolak letak alat produksi )
6 |Verifikasi dan Validasi Persyaratan ' —— 4, Dokumen jaminan mutu / SOP 1 Hari
5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan
budidaya ternak yang baik
7 Sertifikat Cara Budidaya Ternak yang Baik flisetujui Sertifikat Cara Budidaya
terbit Ternak yang Baik
Keterangan
Start/Akhir Proses
| Proses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—= Alur Proses Kegiatan
> Alur proses kembali
J

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 014
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif )

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

wz\mfu BUDI SANTOSO, . . M.M
=- A Pembma Utama Muda
SSREP-19701017 199003 1 002
Nama SOP . Sertifikasi Pembibitan Ternak Yang Baik

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

2. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian

-SOP NIB

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

S R AR S R S

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring
2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Keterangan
Pemohon 0ss DPMPTSP Dinas Teknis Persyaratan Waktu Output
1. NIB
1 |Masuk akun 0S5 A 5 menit
g 1. Surat Permohonan ditujukan kep
Mengajukan Permohonan PB-UMKU dengan Dbt Senndorad Paarristhey din _
2 |memilih Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Kesehatan Hewan dalam hal keglatan 30 menit
yang Baik usaha berada di lintas provinsi dan/atau
untuk perluasan pasar dalam negeri atau
luar negeri
3 |Pemenuhan Persyaratan _—t — b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi 30 menit
peternakan dan kesehatan hewan di
Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada
_ ; di lintas daerah kabupaten/ kota dalam
4 |Verifikasi Persyaratan perbaikan,/ditol gk satu provinsi Sesuai dengan NSPK
c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi | Kementerian/Lembaga
disetujui | P kan dan kesehatan hewan di
ay kabug [Kota dalam hal kegiatan usaha
5 |Rekomendasi dinas teknis :’;:: fd:: ':;m”n:"i::fum‘p 2 Hari Kerja
dengan batas- batasannya
3. Alur proses produksi dan denah tata
perbaikan/ditolak <>( “ |ietak alat produksi
6 |Verifikasi dan Validasi Persyaratan it | 4. Dokumen jaminan muty / SOP 1 Hari
5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan
budidaya ternak yang baik
7 Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Balk l I c disetujul Sertifikat Cara Pembibitan
terbit Ternak yang Baik
Keterangan

Start/Akhir Proses
Proses

Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

Alur prases kembali
Ganti halaman




Nomor SOP : 015
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
\ -~ Tanggal Efektif :
Disahkan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan-derpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
Nama SOP . Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Ll_ndang Undang (UU) Nomor 6 Tahunﬁ:.’.O..B tentang Pgnetdpdn Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

F

2. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 2. Memahami tu;uyégzanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asall 3. Memahami pesdfuran perundang-undangan tentang perizinan berusaha
7

Tumbuhan (PSAT) ,
4. Memiliki pémahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. MemiliKi kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

4, Buku Register Monitoring

1. Alat tulis kantor

-SOP NIB
2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha 3. Jaringan Internet/ Wifi
Peringatan

Disimpan sebagai data elektronik




MUTU BAKU

Pelaksana
Dinas Kelautan, KETERANGAN
NO AKTIVITAS
Pemohon 0ss DPMPTSP Perikanan, dan Persyaratan Waktu Output
Peternakan

1 |Mengajukan Permohonan Izin Usaha melalui 1. NIB

Portal 0SS I 2. Surat permohonan Registrasi PSAT PDUK 5 menit

3, Mengisi Keterangan Informasi Produk
! 4, Surat pernyataan tentang komitmen
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU dengan )
5. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan

memilih Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri ) t‘“ F:a‘ I peIang g

Usaha Kecil (PSAT-PDUK) sane e 30 menit
3 |Pemenuhan Persyaratan / 1 Hari Kerja
4 5 harl kerja

perbaikan/ditdlak <
Verifikasi Persyaratan e
setujui

5 1 Hari Kerja

Rekomendasi dinas teknis I:y:l
6 |

perbaikan/ditolald AN

Verifikasi dan Validasi Persyaratan

7 |Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil

(PSAT-PDUK) Terbit

disetujui

X

Registrasi PSAT Produksi
Dalam Negeri Usaha Kecil

(PSAT-PDUK)

Keterangan :

:] Start/Akhir Proses

[ Proses

<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

—= Alur Proses Kegiatan
Alur proses kembali
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 016

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ¢ 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

.2 4 7 Fembina Utama Mudd
TSNP, 19701017 199003 1 002

Nama SOP . Tanda Daftar Gudang

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang:

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis
Risiko;

3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdangangan

4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 Tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Perdagangan No. 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Teritegrasi Secara Elektronik diBidang Perdangangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan No 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
No 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekironik di
Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdangangan No. 22 Tahun 2020 tentang Integrasi
Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Bidang Perdangan

Keterkaitan SOP

- SOP NIB

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perizinan masayarakat terhambat

Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana

3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perijinan

Peralatan/ Perlengkapan

. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi
Pencatatan & Pendataan

Dicatat sebagai data manual




MUTU BAKU

4 |Verifikasi Persyaratan

Pelaksana
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemohon 0ss DPMPTSP Disperindag Persyaratan Waktu Output
1 |Mengajukan Permohonan lzin Usaha 1. NIB
melalui Portal 0SS | [t 2. Bukti Bayar PNBP
¥ 3. Alamat Gudang dan titik koordinatnya;
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU it — 4, Dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping
dengan memilih Tanda Daftar ] : kiri, belakang, dan dalam Gudang.
Gudang i [_ 5. Formulir data teknis Tanda Daftar Gudang
3 |Pemenuhan Persyaratan ! 1 Hari Kerja
P \ 5 hari kerja

5 |Rekomendasi dinas teknis

1 Hari Kerja

6 |Verifikasi dan Validasi
Persyaratan

7 |Tanda Daftar Gudang Terbit

Tanda Daftar Gudang

Keterangan :

:] Start/Akhir Proses
[ Proses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
— Alur Proses Kegiatan
-~-> Alur proses kembali
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP :+ N7

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi 4 Juni 2024
Tanggal Efektif 3

Disahkan oleh

W= 1 4
AT -
~NIP-19Z8017 199003 1 002
Nama SOP : Tanda Daftar Waralaba

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis

Risiko;

3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdangangan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 Tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Perdagangan No. 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Teritegrasi Secara Elekironik diBidang Perdangangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan No 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
No 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di
Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdangangan No. 22 Tahun 2020 tentang Integrasi
Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Bidang Perdagangan

3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan Waralaba

Keterkaitan SOP

- SOP NIB
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Peringatan

Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana
3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perijinan

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor
2, Perangkat komputer
3. Jaringan Internet/ Wifi

4. Buku Register Monitoring
5. Kendaraan

Pencatatan & Pendataan

Dicatat sebagai data manual

%




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Keterangan
Pemohon 0ss DPMPTSP Disperindagkop Persyaratan Waktu Output
1. NIB
2. Prospektus penawaran waralaba yang memuat
1 |Masuk akun 0SS paling sedikit mater! atau Klausula: 5 menit
W) a. Data identitas Pamber| Waralaba;
— b. Legalitas usaha Pember! Waralaba;
E ¥ . Sejarah keglatan usahanya;
2 Pengajuan permohonan PE-UMKL dengan i d. Struktur organisas! Pember| Waralaba; 10 it
memilih Tanda Daftar Waralaba P4 e. Laporan keuangan 2 (dua) tzhun terakhir; e
¥ ) f. lumiah tempat usaha;
- & Daftar PenarimaWaralaba;
g ] b, Hak dan kewaliban Pember| Waralaba dan
i) PenerimaWaralaba;
3 |Pemenuhan Persyaratan i | S, Vi ke ol g G i 30 menit
3 Bahasa Indanesla
E ' perbaikan/ditol§k
— A | | US| S | Sesuai dengan NSPK
4 |Verifikasi Persyaratan : < Kementerian/Lembaga
H disetujui
5  |Rekomendasi dinas teknis : 2 Harl Kerja
E perbaikan/ditolak 3
6 |Verifikasi dan Validasi Persyaratan = e SR — : 1 Harl
7 |Tanda Daftar Waralaba Terbit | = disetjui Tanda Daftar Waralaba
Keterangan
| Start/Akhir Proses
| Proses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
=== Alur proses kembali

O

Ganti halaman




Nomor SOP : 018

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi i 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

e
SEEA9701017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
Kerja menjadi Undang-Undang 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS
Berusaha Berbasis Resiko 5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penataan Perizinan Penataan Dan Persetujuan Bidang
Sumber Daya Air

Keterkaitan SOP

-SOP NIB 1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat 2. Perangkat komputer 5. Kendaraan
- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha 3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemohon 0ss DPMPTSP Dinas Teknis Persyaratan Waktu Output
1 |Mengajukan Permohonan 1zin Usaha 1. NIB
melalui Portal 0SS | } 2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai
A dengan kegiatan usaha
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU 1 - 3. Formulir data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
dengan memilih Izin Pengusahaan ! (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah
Sumber Daya Alr ; Kabupaten/Kota)
i 4, Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode
3 |Pemenuhan Persyaratan b pelaksanaan 1 Hari Kerja
o S, Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
6. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil
i |konsultasi publik)
! 7. lenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang
i L_] telah disetujul BBWS/BWS
(8 8. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan
yang akan digunakan
e 9. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat
i persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang
b 10.
i Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui
! oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang
4 |Verifikasi Persyaratan ; Y 5 hari kerja
1 SO (S perbaifan/ditolak _____ == <
digetujui
5 |Rekomendasi dinas teknis \ j 1 Hari Kerja
6 |Verifikasi dan Validasi perbaikan/ditolak <\,
Persyaratan e e B e e - /\—
7 Izin Pengusahaan Sumber Daya Air . o |zin Pengusahaan
Terbit | ll( disetujui Sumber Daya Air
Keterangan :
:] Start/Akhir Proses
l___] Proses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
-~ Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP

: 019

Tanggal Pembuatan

: 3 Juni 2024

Tanggal Revisi

4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal

—

Dan Pela;-dmnfTﬂnpf Qatu Pintu Kabupaten Batang
&,

NIP. l970101z 199003 1 002

Nama SOP

: Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang, Penetapan

ra

[

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Kerja menjadi Undang-Undang

Berusaha Berbasis Resiko

Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

tentang Cipta

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/ 2010 Tentang

. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- SOP NIB
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Peringatan

Peralatan/

1. Alat tulis kantor

Perlengkapan

2. Perangkat komputer

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4, Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS RBA

5

. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

4. Buku Register Monitoring

5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU
- e Pemohon 0ss DPMPTSP Dinas Teknis Persyaratan Waktu Output RETREONEAN
1 |Mengajukan Permohonan Izin Usaha 1. NIB
melalul Portal 0SS 2. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa
g P, km panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain-lain;
7 |Pengajuan permohonan PB-UMKU ! : Iz:n lingku:gat: idalr:npir:etuju;n anilI::Is m:ng:nai dampak N
dengan memilih Izin Pemanfaatan dan 1 [j I.:g - :;u PRITOMPEMINEE Coe n" r::n e ::wa PRGN
Penggunuen Baglan-Bagian Jalan ' | ingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat
o pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
3 |Pemenuhan Persyaratan = hidup dari instansi yang berwenang; 1 Hari Kerja
| 4. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materal);
' 5. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan
i sewa BMN);
L 6. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid,
\,r__l 7. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan
r 1 | dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan
seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi
- 1:1000, dan lain-lain;
i 8. Analisis rislko;
| 9. Studi lingkungan; dan/atau
10. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.
11. Formulir data teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-
Bagian Jalan Kabupaten/Kota
4 |Verifikasi Persyaratan perbalkan/ditolak < 5 hari kerja
disetujui
5 |Rekomendasi dinas teknis " 1 Hari Kerja
6 |Verifikasl dan Validasi Persyaratan berbaikan/ditolal <\ -
7 |lzin Pemanfaatan dan Penggunaan disetujui Izin Pemanfaatan dan
Bagian-Bagian Jalan Terbit | }( Penggunaan Bagian-Bagian
Jalan
Keterangan :
:] Start/Akhir Proses
[ proses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

---» Alur proses kembali
U Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 020
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

Nama SOP

Dasar Hukum

Risiko;

dan Angkutan Jalan

Dampak Lalu Lintas

Keterkaitan SOP
-SOP NIB

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang;

2 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis

3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas

4 Peraturan Menteri Perhubungan PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Anaalisis

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring
2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU
NGAN
NO AKTIVITAS Sk KETERA
0ss DPMPTSP Persyaratan Waktu utp
1 |Mengajukan Permoheonan Izin Usaha ~\IB
melalui Portal 0ss <b. omor Indul Berusaha (NIB)
“Permohonan Persetujuan ANDALALIN
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU A d. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
dengan memilih Persetujuan Hasil e. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau |zin Pemanfaatan
ANDALALIN Ruang
f. Gambar Tata Letak Bangunan (site plan) dan DED Bangunan
3 |Pemenuhan Persyaratan yang diusulkan; 1 Hari Kerja
g. Foto Kondisi Lokasi Pembangunan Baru atau Pengembangan;
h. Dokumen Hasil ANDALALIN Pengembangan / Pembangunan
yang dikerjakan oleh Konsultan PT/CV
4 ifikasi : 5 hari kerja
Verifikasi Persyaratan _ B pE_rlTika_lm’dltoiah_
5 |Rekomendasi dinas teknis 1 Hari Kerja
& |Verifikasi dan Validasi
Persyaratan perbaikan/ditolak <\
- T — . S— /(
7 |Persetujuan Hasil ANDALALIN Terbit #u . Persetujuan Hasil
dsepiol ANDALALIN
Keterangan :
([ start/Akhir Proses

l::! Proses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

T

Alur proses kembali
Ganti halaman




Nomor SOP : 021
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nama SOP : IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
UMUM
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana
Kerja menjadi Undang-Undang 3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perijinan

Perkeretaapian

3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perizinan

Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan

- i 4. Buku Register Monitorin,
- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha 1. Alat tulis kantor uku Regi g

. Kendaraan
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat 2. Perangkat komputer 8

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha 3. Jaringan Internet/ Wifi

Peringatan Pencatatan & Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perizinan masayarakat terhambat Dicatat sebagai data manual

. N O |




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemohon Qss DPMPTSP Gubernur Dirjen Persyaratan Waktu Output
1 |Mengajukan Permohonan Izin Usaha Dokumen Persyaratan sesual Peraturan Pemerintah Nomor
melalui Portal 0SS @ 5 Tahun 2021 NIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU ——— Sertifikat Standar
dengan memilih Izin Pembangunan belum terverifikasi
Prasarana Perkeretaaplan Umum [
3  |Pemenuhan Persyaratan —] 1. Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan 1 Harl Kerja
2. Gambar teknis
_________ TSRS = > 3. Data lapangan
! : 4, Jadwal pelaksanaan
i | S. Spesifikasi teknis
s b 6. Analisis mengenal dampak lingkungan hidup atau UKL-
L2 g | UPL
- . 7. Metode pelaksanaan
% > 8. Telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima) dari
= g total tanah yang dibutuhkan
K] ) = i
& ! 9. Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan darl instansi
i : yang berwenang
4  [Penilaian Kesesuaian Persyaratan /}\ 30 hari kerja |Rekomendasi Teknis
5 |Penilaian Kesesuaian Persyaratan \/> i 44 hari kerja |Rekomendasi Teknis
6 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan 14 hari kerja
[P
[_f‘
7 |Menyampalakan notifikasl ke sistem (j‘
8 |lzin Pembangunan Prasarana Sertifikat Standar
Perkeretaapian Umum f_ sudah terverifikasi
Keterangan :
C: Start/Akhir Proses

[ Proses

L

r—

--->

Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

Alur Proses Kegiatan
Alur proses kembali
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 022

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Wrgbh}i Utama z\-1ud§0
49701017 199003 1 002

Nama SOP : IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang

2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perkeretaapian

3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perizinan
Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sektor Transportasi

Keterkaitan SOP

- SOP NIB
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perizinan masayarakat terhambat

w

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana

3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perijinan

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi

Pencatatan & Pendataan

Dicatat sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemohon 0ss DPMPTSP | Gubernur Dirjen Persyaratan Waktu Output
1 |Mengajukan Permohonan lzin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
melalul Portal 0SS 5 Tahun 2021 NIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU —— Sertifikat Standar
dengan memilih 1zin Operasi belum terverifikasi
Prasarana Perkeretaaplan Umum
3 |Pemenuhan Persyaratan 1. Kelaikan prasarana perkeretaapian yang telah lulus uji 1 Hari Kerja
v pertama dan dibuktikan dengan sertifikat uji pertama

LENGKAP BENAR

TIDAK LENGKAP

ENGKAP

LT

TAK

2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian,
pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian

3. Menyediakan petugas atau tenaga perawatan,
pemeriksaan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian
yang memiliki sertifikat kecakapan

4. Menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana
perkeretaapian

5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen
keselamatan

4  |Penilaian Kesesuaian Persyaratan

>

14 hari kerja

Rekomendasi Teknis

5 |Penilaian Kesesualan Persyaratan

14 hari kerja

Rekomendasi Teknis

6 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan

14 hari kerja

7 |Menyampaiakan notifikasi ke sistemn

055
8 |zin Operasi Prasarana Izin Operasl
Perkeretaapian Umum k Prasarana
Perkeretaapian
Umum

Keterangan :
:] Start/Akhir Proses
[ Proses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—= Alur Proses Kegiatan
> Alur proses kembali




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP 023

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi * 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

/ s Penanaman Modal
Dan Pgfayafan Terpadedoatonbs -abupgten Batang

Nama SOP : IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang
2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2021tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Sarana Perkeretaapian Umum
4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Transportasi
Keterkaitan SOP
- SOP Nomor Induk Berusaha
- SOP Izin

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perizinan masayarakat terhambat

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana

3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perijinan

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ Wifi
Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
DPMPTSP Persyaratan Waktu Output
1 |Mengajukan Permohaonan lzin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
melalui Portal 0SS 5 Tahun 2021 60 menit
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU Sertifikat Standar
dengan memilih Izin Operasi Sarana belum terverifikasi
Perkeretaapian Umum B0 menit
3 |Pemenuhan Persyaratan 1. Memiliki study kelayakan 1 Hari Kerja
2. Memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sesuai
_________ - R dengan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian
8 3. Sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus
! uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji
I - 4. Tersedianya awak sarana perkeretaaplan yang memiliki
o 1 :,. sertifikat kecakapan, tenaga perawatan dan tenaga
= | 2 pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian
' -: 5. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian,
i [i pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian
2 " 6. Menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian
= 7. Lintas pelayanan telah ditetapkan oleh menteri, gubernur
dan bupati sesual dengan kewenangannya
8. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen
keselamatan
5 |Penilaian Kesesuaian Persyaratan Max 30 hari |Rekomendasi Teknis
= kerja
6 |Persety i kerj
juan Pemenuhan Persyaratan . ] 1 hari kerja
L
7 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem |
0ss < 60 menit

Umum

8  |lzin Operasi Sarana Perkeretaapian

Sertifikat Standar
sudah terverifikasi

Keterangan :

:} Start/Akhir Proses

[ Proses

<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

- - = Alur proses kembali
Ganti halaman




Nomor SOP : 024

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ' 4 Juni 2024

Tanggal Efektif i

Disahkan oleh : T

7 s RAg, “:’
epa Penanaman Modal

[ 0\
. &ﬁ’anan Te . i abupaten Batang
s 71

A
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG “P . *
HYU —4-So%= M.M
\:'?A T éﬁ}_ a Utama Mujla
S 9701017 199003 1 002
Nama SOP " 1ZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
KHUSUS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana

Kerja menjadi Undang-Undang 3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perijinan

Perkeretaapian

3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sektor Transportasi

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan

- SOP Nomor Induk Berusaha 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring
- SOP lzin 2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ Wifi

Peringatan Pencatatan & Pendataan
D

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perizinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemohon 0S5 DPMPTSP | Gubernur Dirjen Persyaratan Waktu Output
1 |Mengajukan Permohonan Izin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
melalul Portal 0SS [;] 5 Tahun 2021 60 menit  |NIB
2 |Pengajuan permahonan PB-UMKU e Sertifikat Standar
dengan memilih Izin Pembangunan belum terverifikasi
Prasarana Perkeretaapian Khusus 60 menit
3 |Pemenuhan Persyaratan 1. Kelaikan prasarana perkeretaapian yang telah lulus uji 1 Hari Kerja
pertama dan dibuktikan dengan sertifikat uji pertama
Ij }(. ________ ik e R A 2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian,
' ; pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian
| : 3. Menyediakan petugas atau tenaga perawatan,
: -~ - - pemeriksaan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian
13 8.t yang memiliki sertifikat kecakapan
& Z . 4, Menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana
: % %! perkeretaapian
: £ 5 Ir 5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen
| o keselamatan
E | :
] L]
.' |
] I
4 P 2 : s :
enilaian Kesesuaian Persyaratan = /\\ ! . Rekomendasi Teknis
o \/ ' 60 menit
I
5 |Penilaian Kesesuaian Persyaratan <> ! 40 hari kerja |Rekomendasi Teknis
6 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan r‘ 90 hari kerja
7 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem
0ss _J]< 60 menit
8 |lzin Pembangunan Prasarana Sertifikat Standar
Perkeretaapian Khusus sudah terverifikasi
Keterangan :
(] start/Akhir Proses
[ proses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
-~ Alur proses kembali

\,

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP 1 025

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ! 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh : i

- _gﬁﬁ@\ﬁin\a&-]?enana man M
Sen R s Pin

o HREL-Bd D

Nama SOP : IZIN OPERASI PERKERETAAPIAN KHUSUS

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang

2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perkeretaapian

3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan

Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Transportasi

Keterkaitan SOP
- SOP Nomor Induk Berusaha
- SOP Izin

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelay

anan perizinan masayarakat terhambat

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana
3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perijinan

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ Wifi

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik

N PSSP A §



Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemohon 055 DPMPTSP | Gubernur Dirjen Persyaratan Waktu Output
1 |Mengajukan Permohonan Izin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
melalui Portal 0S5 @ 5 Tahun 2021 60 menit  |NIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU  S— Sertifikat Standar
dengan memilih Izin Operasi belum terverifikasi
Perkeretaapian Khusus 60 menit
3 |Pemenuhan Persyaratan 1. Kelaikan prasarana perkeretaapian yang telah lulus uji 1 Hari Kerja
pertama dan dibuktikan dengan sertifikat uji pertama
Blicaasanpt snanamalacarueall s e oz 2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian,
: : pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian
) . 3. Menyediakan petugas atau tenaga perawatan,
la . . pemeriksaan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian
|8 = yang memiliki sertifikat kecakapan
'E ‘3 } 4. Menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana
@ ! § = ' perkeretaapian
g 1 8 5 I 5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen
| Ty keselamatan
3 L ]
| )
i ]
] 1
I ]
4  |Penilaian Kesesualan Persyaratan : 14 hari kerja |Rekomendasi Teknis
|

5 [Penilaian Kesesuajan Persyaratan <> I 14 hari kerja |Rekomendasi Teknis
L}
6  |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan 14 hari kerja
I: :_I“
7 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem
0ss | Ii 60 menit
8  |lzin Operasi Perkeretaapian Khusus Sertifikat Standar
D( 60 menit sudah terverifikasi

Keterangan :
D Start/Akhir Proses

|:] Proses

<> Pengambilan Keputusan

—
-->

Dokumentasi

Alur Proses Kegiatan
Alur proses kembali
Ganti halaman



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP ;026

Tanggal Pembuatan : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ! 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh : 50,

1y ‘féﬁlh&nﬂﬂtama Mudl
“NIR- 19701017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Pengalihan Operasi Perkeretaapian Khusus

Dasar Hukum
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

ra

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (beserta turunannya)

3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian

4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Perkeretaapian Khusus

5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha

dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi

Keterkaitan SOP

|

- SOP Nomor Induk Berusaha
- SOP Izin

Jika Pengajuan Pemenuhan Persyaratan Komitmen Izin Ditolak, dan Pelaku Usaha tidak melengkapi
maka OSS akan membatalkan NIB yang telah terbit

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




. Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS o KETERANGAN
Pemohon 0ss DPMPTSP Dirjen Persyaratan Waktu Output
1 [Mengajukan Permohonan lzin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
melalui Portal 0SS 5 Tahun 2021 60 menit |NIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU | Sertifikat Standar
dengan memilih Izin Pengalihan 60 menit belum terverifikasi
Operasi Perkeretaapian Khusus
3 |Pemenuhan Persyaratan 1. Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana 1 Hari Kerja
\ yang akan dioperasikan
| A R e S e e ST L TR g 2. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan
: perawatan prasarana
N : 3. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan
i perawatan sarana
e H
% - § ‘% : 4. Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak
ﬁ f = : sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi
3 ! sertifikat kecakapan
T 5. Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa
i prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi
: sertifikat keahlian
4  |Penilaian Kesesuaian Persyaratan - ;‘ ; 5 hari kerja |Rekomendasi Teknis
-
5 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan 1 Hari Kerja
E_J‘
6 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem
0SS < 60 menit
7  |lzin Pengalihan Operasi Sertifikat Standar
Perkeretaapian Khusus | < sudah terverifikasi
Keterangan :
G Start/Akhir Proses

l___l Proses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
- -3 Alur proses kembali

Ganti halaman




Nomor SOP T 027

Tanggal Pembuatan i 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif =
Disahkan oleh : TP
.::\3%@';;}11} Dinas Penanaman Modal
Dan ‘ﬁyﬁh;:ge i ; aten Batang
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG R &

\ WAHYU BUDI $#&NTOSO, b.Sos.. M.M

. r A Pefabjna Utama MMda
TSNS 19701017 199003 1 002

Nama SOP ¢ Izin Peningkatan Perkeretaapian Khusus
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 3, Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (beserta turunannya) 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS
3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian 5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Perkeretaapian Khusus

5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha

dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

- SOP Nomor Induk Berusaha 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring
- SOP Izin 2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ Wifi

Pencatatan & Pendataan

Peringatan

Jika Pengajuan Pemenuhan Persyaratan Komitmen Izin Ditolak, dan Pelaku Usaha tidak melengkapi
maka OSS akan membatalkan NIB yang telah terbit

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS ) KETERANGAN
Pemohon 0SS DPMPTSP Dirjen Persyaratan Waktu Output
1 |Mengajukan Permohonan lzin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
melalui Portal 0SS [? 5 Tahun 2021 60 menit INIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU Sertifikat Standar
dengan memilih Izin Peningkatan . belum terverifikasi
: 60 menit
Perkeretaapian Khusus —
3 |Pemenuhan Persyaratan 1. Formulir data teknis Izin Peningkatan perkeretaapian 1 Hari Kerja
khusus
o ST SR i 2. Surat Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian
: Khusus
; 3. Rancang Bangun
= E : 4. Gambar Teknis
g < 2 | 5. Data Lapangan
Zls < 6. Jadwal Pelaksanaan
B g 7. Spesifikasi Teknis
- 2 8. Metode Pelaksanaan
: 9. Bukti telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari
: total tanah yang dibutuhkan
- 10. Amdal atau UKL - UPL
4  |Penilaian Kesesuaian Persyaratan \/> S hari kerja |Rekomendasi Teknis
5 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan 1 Hari Kerja
"
E_f‘
6 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem
0ss | _;( 60 menit
7 |lzin Peningkatan Perkeretaapian Sertifikat Standar
Khusus | I{ sudah terverifikasi
Keterangan :
:] Start/Akhir Proses
[ proses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
-~ Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP 1 028

Tanggal Pembuatan ¢ 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ¢ 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP : Izin Pembukaan Kantor Cabang SIUPAL

Dasar Hukum
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang
o Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang
Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha sektor perhubungan di bidang laut
3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 tahun 2021 tentang
Standar kegiatan Usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis
resiko sektor transportasi

4 Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PR.101/146/13/DA-2016 tanggal

12 Oktober 2016 tentang Pemberlakukan Quick Response Code (QR Code) Pada Hasil Layanan Publik
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Melalui Aplikasi SIMLALA

Keterkaitan SOP

- SOP Nomor Induk Berusaha
-SOP 1zin
Peringatan

Jika Pengajuan Pemenuhan Persyaratan Komitmen Izin Ditolak, dan Pelaku Usaha tidak melengkapi
maka OSS akan membatalkan NIB yang telah terbit

Kualifikasi Pelaksana

(==

. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

w

. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor

3. Jaringan Internet/ Wifi

2. Perangkat komputer 4. Aplikasi SIMLALA

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana

Usaha Angkutan Laut secara
otomatis akan terkirim online
ke sistem OSS untuk
diaktifkan Perizinan Berusaha

LENGKAP BENAR

| MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Aplikasi
Pemohon Sl:dl LALA Verifikator PT:&“:;;":::‘L Pembayaran Pajak 0s5 Persyaratan Waiktu Output
1 |Pemohon mengajukan Persyaratan administratif|
| permohonan Sertifikat Standar yang disesuaikan dengan
yang belum terverifikasi G ketentuan Lembaga 0SS
kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Y
Laut i
2 Memiliki tenaga WNI ANT (1|
:‘ v atau ATT Il Bidang Pelayaran
atau 51 Teknik Perkapalan
Berkas persyaratan diupload | } atau Diploma Il di bidang
melalui aplikasi SIMLALA ; ketatalaksanaan atau
pelayaran, yang dibuktikan
dengan ijazah
2 |Berkas persyaratan yang telah | i Surat klarifikasi pembukaan
disampaikan ke E kantor cabang dari
aplikasi SIMLALA diverifikasi i | i Penyelenggara Pelabuhan .
oleh verifikator § T
’ penerbitan Sertifikat Standar Sw— % i:;:l purgsepran “kepsh
spesifikasi Kapal oleh Direktur e ] § ¢
Jenderal Perhubungan Laut O
4 | melakukan pembayaran v
penerimaan negara '
bukan pajak melalui SIMPONI ‘
berdasarkan
kode billing
5
Sertifikat Standar Pembukaan
Kantor Cabang

Keterangan :

Start/Akhir Proses
Proses

[] Pengambilan Keputusan

<> Dokumentasi

Alur Proses Kegiatan

—> Alur proses kembali

-->
<

Ganti halaman




Nomor SOP : 029

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi ¢ 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nama SOP : Sertifikat Standar perubahan data Siupal/Siopsus
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana
= i Uidasigy Undang 3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
erja menjadi Undang-v y o : : ‘
2 Pperaturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang 4. Memilikt pemahasan tentang mekanisme perfinan

Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha sektor perhubungan di bidang laut
3 peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 tahun 2021 tentang
Standar kegiatan Usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis

resiko sektor transportasi

4 gyrat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PR.101 /146/13/DA-2016 tanggal
12 Oktober 2016 tentang Pemberlakukan Quick Response Code (QR Code) Pada Hasil Layanan

Publik Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Melalui Aplikasi SIMLALA

SOF Peralatan/ Perlengkapan
Keterkaitan SOP gka

- SOP Nomor Induk Berusaha 1. Alat tulis kantor

3. Buku Register Monitoring
2P kat k te 4. Tari i
- SOP Izin erangkat komputer Jaringan Internet/ Wifi

. Pencatatan & Pendataan
Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perizinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana

MUTU BAKU

e ARV Pemohon ST:'::.T::\ Verifikator g:::;":;:::i:lt Pembayaran Pajak 0ss Persyaratan Waktu Output
1 |Pemohon mengajukan Persyaratan administratif

permohonan Sertifikat Standar yang disesuaikan dengan

yang belum terverifikasi ketentuan Lembaga 0SS

kepada G

Direktur Jenderal Perhubungan

Laut "\

2 :‘ Memiliki tenaga WNI ANT Il
v atau ATT Ill Bidang Pelayaran
| atau S1 Teknik Perkapalan

Berkas persyaratan diupload | i atau Diploma Il di bidang
melalul aplikasi SIMLALA ketatalaksanaan atau
! pelayaran, yang dibuktikan
i dengan ijazah
2 |Berkas persyaratan yang telah ¥ Surat klarifikasi pembukaan
disampaikan ke kantor cabang dari
aplikasi SIMLALA diverifikasi | } Penyelenggara Pelabuhan 7 hari
oleh verifikator
3 ) | v Surat pengangkatan kepala
penerbitan Sertifikat Standar i g cabang
spesifikasi Kapal oleh Direktur s Tlmklwur ______________
Jenderal Perhubungan Laut

4 | melakukan pembayaran v
penerimaan negara
bukan pajak melalui SIMPONI
berdasarkan
kode billing

5
Sertifikat Standar Pembukaan N
Kantor Cabang s C]
Usaha Angkutan Laut secara LENGKAP BENAR
otomatis akan terkirim online
ke sistem OSS untuk
diaktifkan Perizinan Berusaha

Keterangan :

-
<>
—

-->
O

Start/Akhir Proses
Proses

Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

Alur Proses Kegiatan
Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP 1 030

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi ¢ 4 Juni 2024
l'anggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP . Sertifikat Standar pemutakhiran Siupal/Siopsus

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang

(3%

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko (beserta turunannya)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

4 gyrat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PR.101/146/13/DA-2016 tanggal

12 Oktober 2016 tentang Pemberlakukan Quick Response Code (QR Code) Pada Hasil Layanan
Publik Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Melalui Aplikasi SIMLALA

Keterkaitan SOP
- SOP Nomor Induk Berusaha
- SOP lzin

Peringatan

Jika Pengajuan Pemenuhan Persyaratan Komitmen Izin Ditolak, dan Pelaku Usaha tidak melengkapi
maka OSS akan membatalkan NIB yang telah terbit

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

[

. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana

. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

= 2

. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perijinan

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 4, Jaringan Internet/ Wifi

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pemb Keterangan
Pemochon 0SS Aplikasi SIMLALA | Verifikasi Pelaksana |  Verifikasi Kasubdit | Mendapatkan lnvoice |~ 0 00 Persyaratan Waktu Output
1. WNI dengan syarat paling
| I rendah Diploma (11 di bidang
ketatalaksanaan, nautis,
A atau teknis pelayaran niaga, yang
dibuktikan dengan ijazah
1 |Pengajuan Permohonan ' 2. Gross akta sebagai bukti 60 menit
i kepemilikan kapal
| 3. Spesifikasi kapal
| 4. Laporan tahunan
! 5. Rekening koran 3 (tiga) bulan
terakhir
| A
2 |Terbitnya Sertifikat Standar dari lembaga 055 : | 60 menit
! |
v
Mengupload semua persyaratan melalui aplikasi :
3 SIMLALA , 60 menit
Direktur Jenderal Perhubungan Laut | v
4 membentuk dan/atau menunjuk tim TIOAK LENGRA? SETRIY 4HK
verifikator untuk melakukan pemeriksaan - e revisi —>
pemenuhan standar usaha i | I
v
5 |User mendapatkan involce ——\ 1 HK
6 |Melakukan Pembayaran PNFB 1 HK
7 |User mendownload dan mencetak dokumen 60 menit
Keterangan
E Start/Akhir Proses
Proses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—>  Alur Proses Kegiatan
-6 Alur proses kembali
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP 1 031

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh : /""\:‘A._, o
.’o" L‘.‘..\ 'S ¢

2 epa A ’enanaman Mgfdal
Da ; en Batang
\VIdEPTSpE
WAHY r M
\Q‘q : o bi 4ma Muda
NG AY 1017 199003 1902
Nama SOP : SERTIFIKAT S DAR PEMBUKAAN KANTOR
CABANG PERUSAHAAN PERAWATAN DAN
PERBAIKAN KAPAL

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang

2 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

3 PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas;

4 Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

Keterkaitan SOP
- SOP Nomor Induk Berusaha
- SOP lzin

Peringatan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana
3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perijinan

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring
2. Perangkat komputer 4, Jaringan Internet/ Wifi

Pencatatan & Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perizinan masayarakat terhambat

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemaohon 0ss DPMPTSP Dirjen Persyaratan Waktu Qutput
1 [Mengajukan Permohonan izin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
melalui Portal 0S5 5 Tahun 2021 60 menit  |NIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU e 60 menit  |Sertifikat Standar
dengan memilih SERTIFIKAT belum terverifikasi
STANDAR PEMBUKAAN KANTOR
CABANG PERUSAHAAN PERAWATAN
DAN PERBAIKAN KAPAL
3 |Pemenuhan Persyaratan a. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa paling 1 Hari Kerja
\ singkat 2 (dua) tahun,
E’j‘é S " b. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau
i perlengkapan perbaikan dan perawatan kapal sesuai
. dengan kebutuhan kegiatannya sesai dengan standar dan
a | ketentuan yang berlaku
E % ! c. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau
o &g ! perlengkapan keselamatan kerja sesual dengan standar,;
g -~ d. surat pengangkatan kepala cabang
g = ! &, Memiliki Peralatan perawatan dan perbaikan kapal
= I sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 (tiga) paling
: sedikit berupa: 1. Kompresor; 2. Genset; 3. Peralatan
: pengecekan permesinan; 4. Mesin Bor; 5. Gerinda Tangan;
' &, Mesin Las; 7. Peralatan Pengecatan; 8. Peralatan
¥ pengecekan alat komunikasi; dan 9. Peralatan pengecekan
! alat navigasi,
! f. Memiliki surat hasil evaluasi dari penyelenggara
! pelabuhan setempat yang ada pada satu domisili
1 kabupaten/kota kantor pusatnya terhadap jumiah
y perusahaan perawatan dan perbaikan kapal dan jumlah
! kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat
'
i
4 |Penilaian Kesesuaian Persyaratan /\_ 5 hari kerja |Rekomendasi Teknis
Pt
5 Persetujuan Pemenuhan Persyaratan B 1 Hari Kerja
| IR
& |Menyampalakan notifikasi ke sistem  — 30 menit
ass L_ <
7 SERTIFIKAT STANDAR PEMBUKAAN Sertifikat Standar
KANTOR CABANG PERUSAHAAN < sudah terverifikasi
PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL
Keterangan :
[: Start/Akhir Proses
[proses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—

_.}

Alur Proses Kegiatan
Alur proses kembali
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 032
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
_~~Keépala-Bipas Penanaman Modal
Dan Pole}yér}an B R

ppten Batang

+ BATA BN S AN 1050, 3. M
p. Pembiga Utama Md
A NI 9708017 1990031 002

Nama SOP . Sertifikat Stamdar-Pemafakhiran 2 Tahunan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pelayaran

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi

5. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterkaitan SOP
- SOP Nomor Induk Berusaha
- SOP Izin

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS
5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan scbagai data elektronik




Pelaksana | MUTU BAKU
KETERANGAN
NO AKTIVITAS Batniikion 05 DPMPTSP Dirjen Persyaratan Waktu Output
1 [Mengajukan Permohonan Izin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
melalui Portal OS5 Q 5 Tahun 2021 60menit INIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU — Sertifikat Standar
dengan memilih Sertifikat Standar P bukisii Soroarifkasi
Pemutakhiran 2 Tahunan
3 |pemenuhan Persyaratan — a. Usaha Bongkar Muat sesual dengan sertifikat standar; 1 Hari Kerja
b. Usaha Jasa Pengurusan Tranportasi sesual dengan
bsasssaalcademca i sertifikat standar
: ¢. Usaha Depo Peti Kemas sesuai dengan sertifikat standar
b d. Usaha Tally Mandiri sesuai dengan sertifikat standar;
. e. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sesuai dengan
: sertifikat standar
: f. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau
B Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut sertifikat
< : standar;
& 0 g. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan
% i sertifikat standar;
2 i h. Usaha Pengelolaan Kapal sesuai dengan sertifikat
| standar
: i. Usaha Keagenan Kapal sesuai dengan sertifikat standar
lj |
]
)
4 |Penilaian Kesesuaian Persyaratan L /> 5 hari kerja |Rekomendasi Teknis
- \\
5 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan 1 Hari Kerja
[ =
6 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem . 30 menit
0ss -
7  |sertifikat Standar Pemutakhiran 2 Sertifikat Standar
Tahunan }( sudah terverifikasi
Keterangan :
(] start/Akhir Proses
[ proses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
- -3 Alur proses kembali
U Ganti halaman



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP 1 033

Tanggal Pembuatan @ 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh : s

f" j&iﬁqug_t?i:ﬁfigfenanaman Modal

Nama SOP " Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek
Tetap dan Teratur (liner)

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pelayaran

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi

5. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterkaitan SOP
- SOP Nomor Induk Berusaha
-SOP Izin

. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

[T S T =

. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS RBA
. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

[

Peralatan/ Perlengkapan
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer

3. Buku Register Monitoring

4. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS
pemohan 0ss DPMPTSP Dirjen Persyaratan Waktu Output KETERANGAN
1 |Mengajukan Permohonan lzin Usaha Dokumen Persyaratan sesual Peraturan Pemerintah Nomor
melalui Portal 0SS ;] 5 Tahun 2021 60 menit  [NIB
2 [Pengajuan permohonan PE-UMKU — |sertifikat Standar
dengan memilih Sertifikat Standar belum terverifikasi
Rencana Pengoprasian Kapal Trayek 60 menit
Tetap dan Teratur (Linier)
3 |Pemenuhan Persyaratan a. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran | 1 Harl Kerja
paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);
________________ S b. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal
] motor berbendera indonesia yang lalk laut paling sedikit 1
: (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu
| gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal
i berkewarganegaraan indonesia;
! ¢. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut
3 1 paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak
1 paling kedil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk)
& | dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran
- B paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);
= ! d. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut
' paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt
i 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage); atau
I €. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang
! laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling
: kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage)
: f. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut
. harus dapat dibuktikan melalul: Grosse akta kapal; Surat
: ukur kapal yang masih berlaku; Sertifikat keselamatan kapal
s yang masih berlaku; dan Crew list
L}
]
4 |Penilaian Kesesualan Persyaratan = /\ 5 hari kerja |Rekomendasi Teknis
5 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan )J 1 Harl Kerja
[ I¢
6 |Menyampalakan notifikasi ke sistem f. 30 menit
0ss I~
7 |Sertifikat Standar Rencana Sertifikat Standar
Pengoprasian Kapal Trayek Tetap dan :](J— sudah terverifikasi
Teratur (Linier)
Keterangan :
() Start/Akhir Proses
— Proses

<> pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
- -3 Alur proses kembali

Ganti halaman



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 034

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ¢ 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
# _ Kepala Dinas'Penanaman Modal
:i.?’jn lerpadu Sats
=
\ U BUDIS 3R :
\6);-\ ~—Pembina¥tama Muda

e

S NIR, 19701017 199003 1 002

Dan Pe intu Kabuppten Batang

Nama SOP : Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang

(3]

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pelayaran

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi

5. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterkaitan SOP
- SOP Nomor Induk Berusaha
-SOP Izin

I’eringal.m

- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

[3¥]

. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS RBA
5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan
. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
-~ Alur proses kembali

Ganti halaman

Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemohon 0SS DPMPTSP Dirjen Waktu Output
1 |Mengajukan Permohonan lzin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
melalui Portal 0SS [——r—] 5 Tahun 2021 60 menit  [NIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU | Sertifikat Standar
dengan memilih Sertifikat Standar 60 menit belum terverifikasi
Rencana Pengoprasian Kapal Omisi
3 |Pemenuhan Persyaratan melalui a. Rekomendasi dari KSOP/KUPP setempat; 1 Hari Kerja
Aplikasi SIMLALA b. Rekomendasi dari Asosiasi
B e ey 1 c. Berita acara koordinasi dari instansi/ lembaga terkait;
Z % : d. Wajib menyinggahi pelabuhan — pelabuhan sesuai
z & ! dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal
- =
-9 4 1
3 g
= |
3 I
]
4 |Penilaian Kesesuaian Persyaratan " ; : 5 hari kerja |Rekomendasi Teknis
-~
5 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan : 1 Hari Kerja
<
6 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem 30 menit
.
0ss
7  |Sertifikat Standar Rencana Sertifikat Standar
Pengoprasian Kapal Omisi | L[{ sudah terverifikasi
Keterangan :
G Start/Akhir Proses
L___l Proses




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP 1 035

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi i 4 Juni 2024
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP
Deviasi

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang

‘P-J

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pelayaran

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi

1

. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterkaitan SOP

- SOP Nomor Induk Berusaha

- SOP Izin

Peringatan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS RBA

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana | MUTU BAKU
NO AKTIVITAS
Pemohon 0SS DPMPTSP Dishub Persyaratan Waktu Output KETERANGAN
1 Mengajukan Permohonan Izin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
melalui Portal 0SS 5 Tahun 2021 60 menit |NIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU | Sertifikat Standar
dengan memilih Sertifikat Standar . |belum terverifikasi
Rencana Pengoprasian Kapal Liner 60 menit
Deviasi
3 |Pemenuhan Persyaratan melalui a. Rekomendasi dari KSOP/KUPP setempat; 1 Hari Kerja
Aplikasi SIMLALA \ b. Rekomendasi dari Asosiasi
! % s, C. Berita acara koardinasi dari instansi/ lembaga terkait;
- d. Wajib menyinggahi pelabuhan - pelabuhan sesuai
P S ! dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal
: 2 |
o W
. ]
3 £
& .
z o
i I
]
l
4  |Penilaian Kesesuaian Persyaratan 9 5 hari kerja |Rekomendasi Teknis
”
5 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan 1 Hari Kerja
17
6 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem 30 menit
0SS
7  |Sertifikat Standar Rencana Sertifikat Standar
Pengoprasian Kapal Liner Deviasi | [-l{ sudah terverifikasi
Keterangan :
() start/Akhir Proses
[ proses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
-~ Alur proses kembali

Ganti halaman



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 036
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi 4 Juni 2024
Tanggal Efektif : ——
Disahkan oleh : s NTAH

s nanaman Madal
Rinturteabupafen Batang

RTIP. 19701017 199003 1 002

Nama SOP : Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner
Substitusi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pelayaran

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi

5. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterkaitan SOP
- SOP Nomor Induk Berusaha
- SOP Izin

Peringatan

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS RBA

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ Wifi

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana | MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemohon 0SS DPMPTSP Dishub Persyaratan Waktu Output
1 |Mengajukan Permohonan Izin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
melalui Portal 0SS | I 5 Tahun 2021 60 menit  |NIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU Sertifikat Standar
dengan memilih Sertifikat Standar \ 4 belum terverifikasi
Rencana Pengoprasian Kapal Liner 60 menit
Substitusi
3 Pemenuhan Persyaratan a. Rekomendasi dari KSOP/KUPP setempat; 1 Hari Kerja
b. Rekomendasi dari Asosiasi
I<.. ________________ Ty c. Berita acara koordinasi dari instansi/ lembaga terkait;
: d. Wajib menyinggahi pelabuhan - pelabuhan sesuai
; % : dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal
2 2
S %
" 4 ]
<L
: 2 i
s =
]
4  |Penilaian Kesesuaian Persyaratan iy ; :: 5 hari kerja |Rekomendasi Teknis
5 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan 1 Hari Kerja
[ Kk
6 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem 30 menit
05ss <
7 |Sertifikat Standar Rencana Sertifikat Standar
Pengoprasian Kapal Liner Substitusi | }( sudah terverifikasi
Keterangan:
() start/Akhir Proses

[_Iproses
<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

--> Alur proses kembali
U Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 037
Tanggal Pembuatan ¢ 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
Dan ¢ TN P aten Batang
&7 ....l‘?.j“b

y Serhﬁkat Stm-rdu*e’r'ﬁ:ana Pengoperasian Kapal
Tramper/Tramper Khusus

Nama SOP

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi

. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS RBA

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan SOP

- SOP Nomor Induk Berusaha
- SOP lIzin

Peringatan

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 4, Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemohon 0ss OPMPTSP Dirjen Persyaratan Waktu Output
1 |Mengajukan Permohonan lzin Usaha Dokumen Persyaratan sesual Peraturan Pemerintah Nomar
melalui Portal 0SS Q 5 Tahun 2021 60 menit  [NIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU —— Sertifikat Standar
dengan memilih Sertifikat Standar belum terverifikasi
Rencana Pengoprasian Kapal 60 menit
Tramper, Tramper Khusus
3 |Pemenuhan Persyaratan 8. Kapal berbendera indonesia yang lalk laut dengan ukuran | 1 Harl Kerja
y paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);
SPRRR ) LTS i b. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal
: motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1
5 : (satu) unit dengan ukuran paling kecll gt 5.000 (lima ribu
S B gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal
-i - berkewarganegaraan indonesia;
- 3 . Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut
g paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak
: paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk)
' dengan paling sedikit 1 {satu) unit tongkang berukuran
! paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);
! d. Memillki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut
> paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt
e 175 {seratus tujuh puluh lima gross tonnage); atau
: €. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang
: laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling
| kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage)
H f. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut
' harus dapat dibuktikan melalul: Grosse akta kapal; Surat
: ukur kapal yang masih berlaku; Sertifikat keselamatan kapal
- yang masih berlaku; dan Crew list
i

4 |Penilalan Kesesuaian Persyaratan /"': 5 hari kerja |Rekomendasi Teknis

5 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan _J 1 Hari Kerja

6 |Menyampaiakan notifikasi ke sisterm 30 menit
0ss JI“\

7 |Sertifikat Standar Rencana Sertifikat Standar
Pengoprasian Kapal Tramper, sudah terverifikasi
Tramper Khusus

Keterangan :

[: Start/Akhir Proses

T proses

<> Pengambilan Keputusan
Dokumentas/

— Alur Proses Kegiatan

- -2 Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 038

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP : lzin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
3. PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas;
4. Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Peringalan

1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Ganti halaman

Pelaksana MUTU BAKU
- ARTHS 0ss DPMPTSP Dirjen Persyaratan Waktu Output RERA—.
1 |Mengajukan Permohonan lzin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai
melalui Portal OS5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 [niB
Tahun 2021
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKL Sertifikat Standar
dengan memilih 1zin belum terverifikasi
pembangunan/peng gan
buhan umum
3 |Pemenuhan Persyaratan === a. Dokumen perjanjian konsesi 1 Hari Kerja perbaikan
pengusaha pelabuhan atau bentuk pemenuhan
_ YIDAK LENGKAP . kerjasama lainnya sesuai dengan persyaratan 30
: ketentuan peraturan perundang- hari kerja
- undangan;
: b. Dokumen rencana induk
. pelabuhan; dan
- c. Rencana teknis bangunan
! pelabuhan, paling sedikit memuat:
' 1) Gambar yang memuat situasi
' atau rencana tapak, denah, tampak
: dan potongan;
" 2) Gambar rencana pondasi
H termasuk detailnya;
i 3) Gambar rencana kolom, balok,
! plat dan detailnya;
! 4) Kondisi tanah (boring/stratigrafi);
' 5) Rencana penempatan fasilitas
! sarana bantu navigasi pelayaran
' 6) Koordinat geografis paling sedikit
; 4 titik yaitu 2 titik di sisi
. dermaga/perairan dan 2 titik di
: darat.
4 |Penilaian Kesesualan Persyaratan - _)<> 5 hari kerja
5 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan 1 hari kerja
I: =]
6 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem [__|
Oss
7 |lzin pembangunan/ pengembangan Sertifikat Standar
|pelabuhan umum berlaku efektif |sudah terverifikasi
Keterangan :
[ start/Akhir Proses
[_IProses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—= Alur Proses Kegiatan
-5 Alur proses kembali



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP - 039

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh
Ras Penanaman Mgqdal
RSatrPintu Kdbupaten Batang

1 017 199003 1 002

Nama SOP : lzin Pengoprasian Pelabuhan Umum

1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

2. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

3. PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas;

4. Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

_

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pel MUTU BAKU
AKTIVITAS KETERANGAN
058 DPMPTSP Dirjen Persyaratan Waktu Output
Mengajukan Permahonan Izin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai
melalui Portal 0SS Peraturan Pemerintah Nomor 5 NIB
Tahun 2021
Pengajuan permohonan PB-UMKU tzin belum
dengan memilih Lzin pengoprasian terverifikasi
pelabuhan umum
| Pemenuhan Persyaratan ] 3. Pembangunan pelabuhan atau perbaikan
terminal telah selesai dilaksanakan pemenuhan
e cmae o JOAKLENGEAP) sesual dengan izin yang telah persyaratan 30
. diberikan; hari kerja
i b. Tersedia fasilitas untuk menjamin
1 kelancaran arus barang dan atau
H naik turun penumpang;
' c. Kecepatan sandar dan kandisi
1 dermaga saat disandari kapal
! (defleksi dermaga, bollard, dan
: fender)
! d. Daftar SDM dibidang teknis
' pengoprasian pelabuhan yang
i memiliki kualifikasi dan kompetensi
yang dibuktikan dengan sertifikat;
' e. Sistem dan prosedur pelayanan
{ kapal, barang dan/atau naik turun
' penumpang;
) f. Dok pan stand:
! kinerja operasional pelabuhan yang
! telah ditetapkan oleh
' Penyelenggara Pelabuhan sesuai
! kewenangannya; dan
| 8. Surat pernyataan berisi
i kebenaran dan keabsahan dokumen
' persyaratan menjadi tanggung
| jawab pemohon.
' h. Rekomendasi teknis dari Dirjen
- : —Perhubungan Laut
Penilaian Kesesuaian Persyaratan - 7 hari kerja
Persetujuan Pemenuhan
ratan
Persyal ]
Menyampaiakan notifikasi ke sistem
0ss ] __JL‘
lzin Pengoprasian Pelabuhan Umum lzin telah
terverifikasi
Keterangan :
(Istart/akhic Proses
[Jproses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
-~ > Alur proses kembali

Ganti halaman



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 040

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

Tanggal Efektif : S
Disahkan oleh :

_Pg#fibina Utama Mdda
NIP. 19701017 199003 1 002
Nama SOP - PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGOPERASIAN
FASILITAS PELABUHAN DARI FASILITAS UNTUK
MELAYANI BARANG UMUM (GENERAI..CARGO/
MULTIPURPOSE) MENJADI UNTUK MELAYANI
ANGKUTAN PETI KEMAS

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang

2. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

[TY]

PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas;
4. Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang, perizinan berusaha
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OS5

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3, Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana | MUTU BAKU
Direktorat
o . Pemohon oss DPMPTSP | Kepelabuhan | Persyaratan Waktu Output RN
an
1 +Mengamn Permohonan lzin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan
melalui Portal Q Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 NIB
2 |Pengajuan permohonan PE-UMKU - Sertifikat Standar
dengan memilih Peningkatan belum terverifikasi
Ke p Pengop Faslilitas
Pelabuhan dari Fasifitas untuk
Melayani Barang Umum (general
cargo/ multipurpose) Menjadi Untuk
Melayani Angkutan Peti Kemas
3 |Pemenuhan Persyaratan a. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan; 1 Hari Kerja perbaikan
4 b. Memiliki sumber daya manusia dengan pemenuhan
I:j 1 - __YODAKLENGKAP jumiah dan kualitas yang memadai; persyaratan 30
H c K fasilitas tambat per untuk hari kerja
¢ kapal paling rendah generasi pertama;
' d. Tersedianya peralatan penganan bongkar
; muat petl kemas yang terpasang dan yang
' bergerak (container craine);
' e, Lapangan penumpukan {container yard)
H paling sedikit seluas 2 Ha dan gudang
. kontainer freight station sesuai kebutuhan;
: f. Keandalan sistem operasi menggunakan
! jaringan informasi online baik internal maupun
: eksternal; dan
' g Volume peti kemas paling sedikit 50.000
: TEW's per tahun.
l h. Rekomendasi Teknis dari Dirjen Hubla
4 |Penilaian Kesesuaian Persyaratan \evosAP benan ’<> 5 Harl Kerja
5 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan T 1 Hari Kerja
6 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem
0ss [l
7 |Sertifikat Standar Peningkatan Sertifikat Standar
Kemamp Pengop Fasilitas | }: sudah terverifikasi
Pelabuhan dari Fasilitas untuk
Melayani Barang Umum (general
cargo/ multipurpose) Menjadi Untuk
Melayani Angkutan Peti Kemas

Keterangan :
(__Jstart/Akhir Proses
[__Proses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
- _5 Alur proses kembali
Ganti halaman



Nomor SOP : 041
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi ¢ 4 Juni 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

N 7 APenfigh U da
== NEP-9701017 199003 1 002
Nama SOP : PENETAPAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGOPERASIAN
FASILITAS PELABUHAN DARI FASILITAS UNTUK MELAY ANI
BARANG UMUM (GENERAL CARGO/ MULTIPURPOSEL)
MENJADI UNTUK MELAYANI ANGKUTAN CURAH CAIR,
CURAH KERING, KENDARAAN, DAN RORO;

Kualifikasi Pelaksana

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
Kerja menjadi Undang-Undang 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
2. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS
3. PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas 5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

dan Pelabuhan Bebas;
4. Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha 1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat 2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha 3. Jaringan Internet/ Wifi
Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana ] WV S

NO e - Direktorat KETERANGAN
Pemohon 0ss DPMPTSP  |Kepelabuhan Persyaratan Waktu Output
an
1 [Mengajukan Permohonan lzin Usaha Dokumen Persyaratan sesual Peraturan
melalui Portal 0SS | Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 60 menit  [NIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU Sertifikat Standar
dengan memilih Penetapan belum terverifikasi
peningkatan kemampuan ,—J’
pengoperasian fasilitas pelabuhan ’:J
dari fasilitas untuk melayani barang == 60 menit
umum (general cargo/
multipurposel) menjadi untuk
melayani angkutan curah cair, curah
kering, kendaraan, dan roro;
3 |Pemenuhan Persyaratan a. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan; 1 Hari Kerja pariniian
\ b. Memiliki sumber daya manusia dengan P,
Lj o —— . TRACENERAP | jumlah dan kualitas yang memadai; PEah 08
c. Kesiapan fasilitas tambat permanen untuk hari kerja

kapal paling rendah generasi pertama;

d. Tersedianya peralatan penganan bongkar
muat pet kemas yang terpasang dan yang
bergerak (container craine);

e. Lapangan penumpukan {container yard)
paling sedlkit seluas 2 Ha dan gudang
kontainer freight station sesuai kebutuhan;
f. Keandalan sistem operasi menggunakan
jaringan informasi online baik internal
maupun eksternal; dan

g Volume peti kernas paling sedikit 50.000
TEU's per tahun.

h. Rekomendasi Teknis dari Dirjen Hubla

4 [Penilaian Kesesuaian Persyaratan LENGKAP BENAR 9<> 5 Hari Kerja

5 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan KN

wa
[ Ik
6 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem

s B B0 menit

7 |Sertifikat Standar Peningkatan D
Kemampuan Pengoperasian Fasllitas (E——
Pelabuhan dari Fasilitas untuk
Melayani Barang Umum (general
cargo/ multipurpose) Menjadi Untuk
Melayani Angkutan Peti Kemas

Keterangan :

D Start/Akhir Proses
Proses

<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

-=2 Alur proses kembali
Ganti halaman



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 042

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ¢ 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

Q\Bemb/in\e: Utama Mutl

P 19701017 199003 1 002

Nama SOP : lzin Kegiatan Kerja Keruk Dan Penyiapan Lahan (Reklamasi)

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 - Lampiran;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi;

3. Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor T ransportasi;

B

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring
2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Direktur jendral KETERANGAN
P hy Waktu CQutput
emohon 0ss DPMPTSP Perhubungsn taut Persyaratan a pu
1 |Mengajukan Permohonan Izin Usaha Dokumen Persyaratan sesual Peraturan Pemerintah
melalui Portal 0SS [? Nomeor 5 Tahun 2021 NIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU ’& Izin belum
dengan memilih lzin Kegiatan Kerja terverifikasi
Keruk Dan Penyapan Lahan
Reklamasi)
Pemenuhan Persyaratan —1 3. Bukti bayar PNBP; perbaikan
) K |8 b. Formulir data teknis lzin kegiatan kerja keruk dan pemenuhan
00 s S [ penyiapan lahan (reklamasi); |persyaratan 4
| — Tahun

¢. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge
sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan untuk
kegiatan kerja keruk;

d. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja
keruk;

e. Alinyemen Alur-Pelayaran;

f. Kemiringan (slope) Alur-Pelayaran;

|g. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk
untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;

h. Lokasi kegiatan reklamasi yang digambarkan (plotting)
|pada peta laut dengan dilengkapi koordinat geografis
dan peruntukan lahan reklamasi;

i. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge
sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan untuk
keglatan kerja reklamasi;

j. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

k. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan
Pelaksana Keglatan;

I. Surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja
Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh
Penyelenggara Pelabuhan setempat sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. Surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan
seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan

kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang




NO

AKTIVITAS

Pelaksana

MUTU BAKU

Pemohon

0ss

DPMPTSP

Direktur Jendral
Perhubungan Laut

Persyaratan

Waktu

Output

KETERANGAN

digunakan untuk kepentingan Pemerintah

n. Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh
pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
atau pengelola Terminal Khusus (TERSUS), melampirkan
surat pernyataan bahwa areal lahan hasil kegiatan kerja
Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok
dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain;

0. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan
keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama
dengan Distrik Navigasi setempat;

p. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan
setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk
Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di
dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
| Kepentingan pelabuhan;

q. Pertimbangan dari bupati/walikota setempat
terhadap kesesuaian dengan rencana umum tata ruang
wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi
kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan terminal
yang berada di (uar Daerah Lingkungan Kerja atau
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau
Terminal Khusus;

r. Peta laut yang menggambarkan lokasi keglatan kerja
keruk dan lokasi keglatan reklamasi yang telah
mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara
Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat
geografis;

Penilaian Ki lan Persyaratan

LEMGKAF BENAR

7 hari kerja

Persetujuan Pemenuhan Persyaratan

Menyampaiakan notifikasi ke sistem
0SS

Y

pembayaran PNEP (jika ada)

lzin pembangunan/ pengembangan

pelabuhan umum berlaku efektif

Kegiatan Kerja Keruk
Dan Penyapan Lahan
(Reklamasi)

Keterangan ;

(] start/Aknhir Proses
D Proses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
--> Alur proses kembali

Ganti halaman



Nomor SOP : 043
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh

““ Kepala Dinas Penanaman Modal

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

- =
HYU BUDI SANTOSO, S.$0s., M.M
\'ij A*?‘Il’?mbina Utama Mud®
“N1P. 19701017 199003 1 002

Nama SOP : lzin Kegiatan Kerja Keruk
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
o Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 - Lampiran; 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi; 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

3- Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

S : 5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring
2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana

MUTU BAKU

AKTIVITAS

Pemohon

DPMPTSP

Direktur Jendral
Perhubungan Laut

Persyaratan

Waktu

Output

KETERANGAN

Mengajukan Permohonan izin Usaha
melalui Portal 055

il

Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

NIB

Pengajuan permohonan PB-UMKU
dengan memilih lzin Kegiatan Kerja
Keruk

Izin belum
terverifikasi

Pemenuhan Persyaratan

TIDAK LE

3. Bukti bayar PNBP;

b. Formulir data teknis 1zin kegiatan kerja keruk;

¢. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan;

d. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk;

e. Alinyemen Alur-Pelayaran;

f. Kemiringan (slope) Alur-Pelayaran;

E. Hasll penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahul jenis dan struktur dari
tanah;

h. Hasil pengamatan arus untuk Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) di laut;
i. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;

|- Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

k. Persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang untuk kegiatan kerja keruk
|dalam rangka penambangan;

. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-
sama dengan Distrik Navigasl setempat:

m. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Material
Hasil Pengerukan (Dumping Area) yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara
Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis;

n. Proposal rencana keglatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling
sedikit memuat :

1. Rencana volume hasil keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan
pengerukan;

2. Rencana jadwal pekerjaan pengerukan;

3. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengerukan:
4. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan
kegiatan pekerjaan pengerukan;

0. Surat Keterangan Penanggung lawab Keglatan kerja keruk

perbaikan
pemenuhan
persyaratan 4
Tahun

Penilaian Kesesualan Persyaratan

ERGKAR BENAR

7 hari kerja

Persetujuan Pemenuhan Persyaratan

Menyampaiakan notifikasi ke sistem
0ss

pembayaran PNBP (jika ada)

Izin pembangunan/ pengembangan
labuhan umum berlaku efektif

P

lzin Kegiatan Kerja
Keruk

Keterangan :

("] start/Akhir Proses
[ proses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
- =% Alur proses kembali

Ganti halaman



Nomor SOP : 044
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

K'e'p-.:ija Dinas Penanaman Modal
anan adu-Satu Pint( [Kabupaten Batang

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

& Pembina Utama Muda
N 7 NIP. 19761017 199003 1 002
Nama SOP : lzin Kegiatan KerjaReklamasi

1. ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah p— o :
1 liki kem: an berk -
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; MEHIK! Yememput beckommifkast yang beik
2. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
dan Pelabuhan Bebas; 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS
4. Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada 9. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 5. Kendaraan
3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Direktur lendral KETERANGAN
P PMPTSP
emohon 055 DPMFETS Perhubungan Laut Persyaratan Waktu Dutput
1 |Mengajukan Permohaonan |zin Usaha Dokumen Persyaratan sesual Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
melalul Portal 0SS Q 2021 Nig
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU Izin belum
dengan memilih lzin Kegiatan Kerja | terverifikasi
Reklamasi |
3 Pemenuhan Persyaratan — a. Bukti bayar PNBP; perbalkan
o b. Farmulir data teknis lzin kegiatan kerja reklamasi; pemenuhan
Ll (oo N ¢. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) darl lokasl persyaratan 4
yang akan direklamasi; Tahun

d. TEKNIS :
1. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) darl
lokasi yang akan direklamasi;
2. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenarg sesuai dengan § peraturan per
dangan di bidang lingkungan hidup
€. Kontrak kerja antara Pemilik Kegl dengan Pelak T
{. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat n,r.ln;
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
dangan di bidang lingkungan hidup;
k;. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
hidup;
h. Surat pernyataan bahwa lahan hasi keglatan kerja Reklamasi akan
dimohonkan hak Lol oleh Penyelenggara Pelabuh
|setempat sesual denun ketentuan peraturan p«undmg-mdanyn'
I. Kontrak kerja antara Pemillk K dengan Pelal Ki H
J. Surat pernyataan bahwa lahan hasH kegiatan kerja Reldmid ak:n
dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuh
setempat sesual nlennn ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau pengelcia Terminal
Khusus (TERSUS), melampirkan surat perny bahwa areal lahan
hasil kegi kerja Rekl digunakan untuk r jang usaha
pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain
|. Surat Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan kerja reklamasi
m. . Pertimbangan mrhidap aspek keselamatan dan keamanan

pelayaran darl Syahband sama dengan Distrik Navigasi
setempat
n. Surat perny kesediaan untuk hkan seluas 5% (lima

persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada
Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan
Pemerintah;

o.f

e i

gan darl Penyelenggara Pelabuh pat terhadap
dengan Induk Pelabuhan bagi k kerja
Reklamas! yang hcrldl di dslam Daerah Unmn Klr}a dan
Daerah Lingkung labut
P P:mmbamn dari bupl‘l:llwnrlknu P rhadap b i
dengan rencana umum tata ruang wilayah k:hupalam‘huta yang
bersangh bagi b 1 kerja Rakl dl wilayah perairan
mm-nat yang hnrada di luar Daerah Ungkungan Kerja atau Daerah

£an p atau Terminal Khusus
q. Untm: kqiitan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola
Terminal Untuk Kepentingan Sendirl (TUKS) atau pengelola Terminal
Khusus [TERSUS), med irkan surat perny bahwa areal lahan
hasil kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha
pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain;
r. Pertimbangan fap aspek kesel dan k
pelayaran darl Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi
setempat;
. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuh pat terhadap
I ian dengan R Induk Pelabuhan bag k kerja
Reklamasi \rang berm di dnlm Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kep labuh
t. Pertimbangan dari bunlﬂf"wdlkau pat terhadap k i
dengan rencana umum tata ruang wilayah hhupannjhm: yang
bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan




Pelaksana MUTL BAKU
NO AKTIVITAS s Direktur lendral KETERANGAN
Pemah PMPTSP
emohon 058 DPMPTS Perhubungan Laut Persyaratan Waktu Output
terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah
Ling} P pelabuhan atau Terminal Khusus;
u. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja Reklamasi
yang telah E 1 persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan
yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis,
v. Proposal rencana kegi kerja rekl; | yang diketahul aleh
penanggungjiawab pekesjaan paling sedikit memuat :
1. Maksud dan tujuan, rencana peruntukan lahan yang direklamasi,
daftar peralatan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan
Reklamasl, dan sumber material;
2. Jadwal kegiatan kerja Reklamasi;
3, Aspek ekonami yang berlsi b puan untuk biayai
pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi; dan
4, Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan kerja
ki yang dibuktikan dengan lap k U
kepada masyarakat pat;
4 |Penilaian Kesesuaian Persyaratan LEYGKAP BENAR & <> 7 harl kerja
5 |Per juan Pemenuhan Persy |'—'—J
A
6 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem le 1 bayaran PNBP (jika ada)
Q55
7 |lzin pembangunan/ pengembangan | tzin pembangunan/
pelabuhan umum berlaku efektif :}6 pengembangan
nelabuhao umum
Keterangan :
E Start/Akhir Proses
[ proses
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Nomor SOP : 045
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

0S0, S.$0s., M.M
49\4\- -Pembina‘Utama Mudh
NIP. 19701017 199003 1 002

Nama SOP : Sertifikat Standa rﬁrpanjangan Kerja Keruk dan Penyiapan
Lahan (Reklamasi)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahl

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
dan Pelabuhan Bebas; 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

4. Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada 5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




NO

AKTIVITAS

Pelaksana

MUTU BAKU

Pemohon

DPMPTSP

Direktur lendral
Perhubungan Laut

Persyaratan

Waktu

KETERANGAN

Mengajukan Permohonan Izin Usaha
melalui Portal 0SS

Dokumen Persyaratan sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021

Pengajuan permohonan PB-UMKU
dengan memilih Sertifikat Standar
Perpanjangan Kerja Keruk dan

Penyiapan Lahan (Reklamasi

Sertifikat Standar
|belum terverifikasi

Pemenuhan Persyaratan

]

TDAK LE

NGRAP

a. Bukti bayar PNBP;

b. Formulir data teknis;

c. Persetujuan Kegiatan Kerja
Keruk/kerja reklamasi /kegiatan
kerja keruk dan reklamasi
sebelumnya;

d. Pengajuan Baru: a. Persetujuan
pendahuluan pengadaan kapal
sesual dengan daerah operasi bagi
Badan Usaha yang belum memiliki
kapal;

e. Dokumen lingkungan yang telah
disahkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan
hidup;

f. Laparan Progres terakhir kegiatan
Kerja Keruk/kerja reklamasi
/kegiatan kerja keruk dan reklamasi
yang diketahui oleh penyelenggara
setempat ;

|g. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal
yang akan dioperasikan

h. Kontrak kerja antara Pemilik

perbaikan
pemenuhan
persyaratan 4
Tahun

Penilaian Kesesuaian Persyaratan

7 hari kerja

Persetujuan Pemenuhan Persyaratan

Menyampaiakan notifikasi ke sistem
0ss

pembayaran PNBP (jika ada)

Izin pembangunan/ pengembangan
pelabuhan umum berlaku efektif

Sertifikat Standar
IPerpanjangan Kerja
Keruk dan Penyiapan
Lahan (Reklamasi)




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Direktur Jendral KETERANGAN
P
emohon 0SS DPMPTSP Pashilbingan Lagt Persyaratan Waktu Output
Keterangan :
mstariﬂ\khir Proses
[JProses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

- Alur proses kembali
O Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 046
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
D Satu Pintu Kabupaten Batang
M
H719701017 199003 1 002
Nama SOP : Sertifikat Standar Pembangunan Terminal Khusus/ TUKS

Dasar Hukum

|

1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

2. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

3. PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas;

4. Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

5. Permenhub No. PM 52 Tahun 2021 Tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan
Sendiri.

- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer

3. Jaringan Internet/ Wifi

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

4. Buku Register Monitoring

5. Kendaraan

Disimpan sebagai data elektronik




—> Alur Proses Kegiatan
- - » Alur proses kembali

Ganti halaman

Pelaksana MUTU BAKU
Direktorat
e Pemohon 0ss DPMPTSP | Kepelabuha | Persyaratan Waktu Output RETTR—
nan
Mengajukan Permohonan lzin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5
medalui Portal 0SS Q Tahun 2021 NIB
Pengajuan permohonan PB-UMKU L Sertifikat Standar
dengan memilih Sertifikat Standar belum terverifikasi
| Pembangunan Terminal Khusus /
TUKS
Pemenuhan Persyaratan —J 2. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda 1 hari kerja perbaikan
perjanjian pemanfaatan tanah; pemenuhan
. RO,  ixcedpmrgugted [ b. Dokumen teknis paling sedikit memuat: persyaratan 30
: 1} Rencana volume bongkar muat, dan frel kunjung hari kerja
A kapal serta rencana ukuran kapal terbesar yang akan
! sandar/tambat;
! 2) Gambar denah, tampak, potongan dan uk serta jenis
i material konstruksi yang disertai koordinat geografis paling
| sedikit 4 titik yaitu 2 titik di sisi dermaga/perairan dan 2 titik di
" darat;
: 3) Peta daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
A Kep gan untuk T I Khusus;
- 4) Peta situasi (mapping) Terminal Khusus/TUKS terhadap
! instalasi/bangunan lain di sekitarnya.
' c. Berita acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan/
! pengembangan Terminal Khusus/TUKS oleh Syahbandar
[ bersama Penyelenggara Pelabuh dekat beserta Distrik
i navigasi setempat, paling sedikit memuat:
‘ 1) Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani
A kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil
Y produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut;
! 2) Data fasilitas sandar/tambat;
: 3) Koordinat geografis paling sedikit 4 titik yaitu 2; titik di sisi
! dermaga/perairan dan 2 titik di darat;
| 4) Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus/ TUKS dan Sarana
] bantu Navigasi Pelayaran;
i 5) Dokumentasi peninjauan lapangan.
i d. Rekomendasi Teknis
1
Penilaian Kesesuaian Persyaratan ‘)<> 5 hari kerja | Rekomendasi Teknis
Persetujuan Pemenuhan 1 hari kerja
|Persyaratan | __ll-(
Menyampaiakan notifikasi ke sistem
oss [k
Sertifikat Standar Pembang Sertifikat Standar
Terminal Khusus bertaku efektif | 9 sudah terverifikasi
Keterangan :
[ Istart/Akhir Proses
[—Iproses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 047
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh
//‘;ﬁ inas Penanaman Modal
/) yapa i bupaten Batang
/ 3, ~
(PN
* pysXNT0S0,J5 505, MM
P na Utama Mbida
3T ANEEA9701017 199003 1 002
Nama SOP : Sertifikat Standar Pengoprasian Terminal Khusus/ TUKS

. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

. PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas;

. Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

. Permenhub No. PM 52 Tahun 2021 Tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan

Sendiri.

- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 5. Kendaraan
3. Jaringan Internet/ Wifi
Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik




NO AKTIVITAS

Pelaksana

MUTU BAKU

Direktorat
Kepelabuha
nan

Persyaratan

Waktu

KETERANGAN
Output

1 |Mengajukan Permohonan lzin Usaha
melalui Portal OSS

Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021

NIB

2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU
dengan memilih Sertifikat Standar
Pengoprasian Terminal Khusus /
TUKS

Sertifikat Standar
belum terverifikasi

3 |Pemenuhan Persyaratan

NDAK LENGKAP

a. Sertifikat standar pembangunan/ pengembangan Terminal
Khusus/ Terminal untuk Kepentingan Sendiri

b. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda
perjanjian pemanfaatan tanah

¢. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/ lepas dan oleh
gerak kapal oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat, paling
sedikit memuat:

1) Pembangunan terminal khusus/ terminal untuk kepentingan
sendirl telzh selesai dilaksanakan sesuai dengan Sertifikat
standar pembangunan/ pengembangan Terminal khusus/ TUKS
dan siap untuk dioprasikan

2) Hasil pembangunan/ pengembangan Terminal khusus/ TUKS
telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan
pelayaran serta kelestarian lingkungan

1) Dokumentasi peninjauan lapangan.

d. Dalam hal Terminal khusus/ TUKS yang dioprasikan untuk
menunjang usaha anak perusahaan, perusahaan induk, atau
perusahaan seinduk harus menunjukkan akta pendirian yang
menyatakan hubungan perusahaan

e. Rekomendasi Teknis

1 hari kerja

perbaikan
pemenuhan
persyaratan 30
hari kerja

4  |Penilaian Kesesuaian Persyaratan

5 hari kerja

Rekomendasi Teknis

5 |Persetujuan Pemenuhan
Persyaratan

1 hari kerja

6 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem
0ss

7 |Sertifikat Standar Pengoprasian
Terminal Khusus

Sertifikat Standar
Berlaku Efektif

Keterangan :
(I start/Akhir Proses
[—_Jproses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
- -3 Alur proses kembali
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 048
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Nama SOP : Sertifikat Standar Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS

Dasar Hukum

1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

2. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

3. PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas;

4. Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

5. Permenhub No. PM 52 Tahun 2021 Tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan
Sendiri.

Keterkaitan SOP

- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Peringatan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




MUTU BAKU

AKTIVIT, Direktorat
" - Pemohon 0ss DPMPTSP | Kepelabuha |Persyaratan Waktu Output R
nan

1 |Mengajukan Permohonan lzin Usaha Dol P sesuai Perat Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
| metalui Portal 0S5 @ -

2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU E Sertifikat Standar
dengan memilih Sertifikat Standar belum terverifikasi
| Pengembangan Terminal Khusus /

TUKS
3 |Pemenuhan Persyaratan o a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda perjanjian pemanfaatan tanah 1 hari kerja perbaikan
b. Penentuan kebutuhan dan persyaratan satuan ruang parkir pemenuhan
IR, 5ol N c. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki persyaratan 30

’ d. Dokumen teknis paling sedikit memuat: hari kerja

| 1) Rencana vol bongkar muat, dan frek i kunjungan kapal serta rencana ukuran kapal terbesar yang akan sandar/tambat

[ 2) Gambar denah, ta gan dan ukuran serta jenis material konstruksi yang disertai koordinat geografis paling sedikit 4 titik yaitu 2

! titik di sisi dermaga/perairan dan 2 titik di darat

i 3) Peta daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk T | Khusus

' 4) Peta situasi (mapping) Terminal Khusus/TUKS terhadap instalasi/bangunan lain di sekitarny

: 5) Memiliki gambar rencana fasilitas parkir

) e. Alat penerangan yang cukup

! f. Berita acara peninjauan dan eval b W b Terminal Khusus/TUKS oleh Syahbandar bersama

' Wmmmmmkw:thseﬂdtm

' 1) Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiat gkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan
penunjang produksi tersebut
2) Data fasilitas sandar/tambat
3) Koordinat geografis paling sedikit 4 titik yaitu 2 titik di sisi dermaga/perairan dan 2 titik di darat

X 4) Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus/ TUKS dan Sarana bantu Navigasi Pelayaran

' ) Dokumentasi peninjauan lapangan.

' |g. Sirkulasi pergerakan arah kendaraan

- h. Penyediaan fasilitas p kebakaran

: i. Penyediaan fasilitas pengaman

: |- Penyediaan fasilitas keselamatan

' k. P dan p P rambu, marka dan media informasi

' L Mal:han.llun analisis dampak lalu lintas bagi pemohan perizinan berupa parkir baru mu pengembangan lahan parkir

' m. struktur bang harus sesuai dengan k peraturan perundang. gan bagi gedung parkir

| n. Pengaturan sirkulasi udara yang baik bagl gedung parkir

" 0. Pengaturan radius putar bagi gedung parkir

. pmnm,wmmmmpam

! dasi Tokois

4 | Penilaian Kesesuaian Persyaratan 5 hari kerja | Rekomendasi Teknis
e :\ i

5 |Persetujuan Pemenuhan 1 hari kerja
Persyaratan | .

6 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem
0ss I ‘_jI\

7 |Sertifikat Standar Pengembangan Sertifikat Standar
Terminal Khusus Berlaku Efektif

Keterangan :

(_)start/Akhir Proses

[ Proses

<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
Alur prases kembali
Ganti halaman




Nomor SOP : 048
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh : e~
., \K ’ha D,
’,. ; Epala D s Penanaman Modal

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

319701017 199003 1 002
Nama SOP : Sertifikat Standar Perpanjangan Pengembangan Terminal
Khusus

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
Kerja menjadi Undang-Undang, 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
2. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS
3. PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas 5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

dan Pelabuhan Bebas;

4. Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

5. Permenhub No. PM 52 Tahun 2021 Tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan

Sendiri.
- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha 1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat 2. Perangkat komputer 5. Kendaraan
- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha 3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU

NO AKTIVITAS Oirskearet KETERANGAN
Pemohon 0ss Kepelabuha |Persyaratan Waktu Output
nan
1 |Mengajukan Permohonan Izin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5
melalui Portal 0SS Q Tahun 2021 NIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU  EA— Sertifikat Standar
dengan memilih Sertifikat Standar belum terverifikasi
Perpanjangan Pengembangan
Terminal Khusus
3 |Pemenuhan Persyaratan — 1. Bukti bayar PNBP 1 hari kerja perbaikan
2. Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal pemenuhan
e TTORARNGIAD | Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; persyaratan 30
3. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda hari kerja

bukti perjanjian pemanfaatan tanah;

4. Izin usaha pokok yang masih berlaku

5. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan
masa berlaku pembangunan/ pengembangan Terminal
Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar
bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik
Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: 1. Kemajuan fisik
pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk
Kepentingan Sendiri; 2. Justifikasi/kendala keterlambatan
penyelesaian pelaksanaan pembangunan/pengembangan
Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dari
pelaku usaha; 3. Dokumentasi peninjauan lapangan.

6. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan/
pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan
Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai timeline kurva *S”
rencana penyelesaian.

7. Rekomendasi Teknis

4 [Penilaian Kesesuaian Persyaratan 5 hari kerja |Rekomendasi Teknis

LENGKAP BENAR

Persetujuan Pemenuhan 1 hari kerja

Persyaratan I _[\I’

6 lMenyampalakan notifikasi ke sistem
0ss

il

7 |Sertifikat Standar Perpanjangan Sertifikat Standar
}Pengen'lbansan Terminal Khusus Berlaku Efektif

Keterangan :
(—_Istart/Akhir Proses
[Jproses

<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi



NO

AKTIVITAS

Pelaksana

MUTU BAKU

Pemohon

Direktorat
Kepelabuha
nan

Persyaratan

Waktu

Output

KETERANGAN

—> Alur Proses Kegiatan
- -5 Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 049
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh -
;7 arKepals % Penanaman Modal
l?.‘;n}’e ayanan Texfady Satu Pintu Kabyfpaten Batang
Elpcronam
(s
W WAL ' . M.M
N :
‘NIP. 19701017 199003 1 002
Nama SOP : Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal
Khusus

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang,

2. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

3. PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas;

4. Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

5. Permenhub No. PM 52 Tahun 2021 Tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan
Sendiri.

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha

1. Alat tulis kantor

2. Perangkat komputer

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

4. Buku Register Monitoring

5. Kendaraan




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Bifeciton KETERANGAN
Pemohon 0ss DPMPTSP |Kepelabuhan |Persyaratan Waktu Output
an
1 |Mengajukan Permohonan kzin Usaha |Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5
melalui Portal 0SS [ I Tahun 2021 NiB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU Sertifikat Standar
dengan memilih Sertifikat Standar \ |belum terverifikasi
Perpanjangan Pengoperasian
Terminal Khusus E
3 |Pemenuhan Persyaratan 1. Sertifikat standar pengoperasian atau izin 1 hari kerja |perbaikan
L _ komersial/operasional Terminal Khusus/Terminal untuk pemenuhan
Ij | 0 IS . oo R . Kepentingan Sendiri yang telah berlaku efektif dari Lembaga OSS; persyaratan 30
! 2. Izin usaha pokok yang masih berlaku; hari kerja
i 3. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti
| perjanjian pemanfaatan tanah; dan
: 4. Berita Acara peninjauan dan evaluasi oleh Syahbandar pada
: pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat: 1. Fasilitas
: Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri tidak
] mengalami perubahan dari sertifikat standar pengoperasian
: sebelumnya dan masih layak untuk dioperasikan; dan 2.
: Dokumentasi peninjauan lapangan.
: 5. Rekomendasi Teknis
4 |Penilaian Kesesuaian Persyaratan LENGKAP BENAR _)<> 5 hari kerja |Rekomendasi Teknis
5 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan 1 hari kerja
[k
6 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem
0ss €
7 |Sertifikat Standar Perpanjangan Sertifikat Standar
Pengoperasian Terminal Khusus Berlaku Efektif
Keterangan :
(—_Jstart/Akhir Proses
[—Iproses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan

Alur proses kembali
Ganti halaman




Nomor SOP : 050

Tangpal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh
ZRERE inas Penanaman Modal
D,. L’g;-l&yn u Satu Pintu Kabypaten Batang

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

&f

U BUDI Ir'OS0, S.50s., M.M

g a Utama Mud
N 5701017 199003 1 002
Nama SOP : Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus

. |[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

Kerja menjadi Undang-Undang 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
2. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

3. PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas 5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

dan Pelabuhan Bebas;

4. Permenhub No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

5. Permenhub No. PM 52 Tahun 2021 Tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan

Sendiri.
- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha 1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat 2. Perangkat komputer 5. Kendaraan
- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha 3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana

MUTU BAKU

DPMPTSP

Direktorat
Kepelabuhan
an

Persyaratan

Waktu

Output

KETERANGAN

Mengajukan Permohonan lzin Usaha
melalui Portal OSS

Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021

|Pengajuan permohonan PB-UMKU
dengan memilih Sertifikat Standar
Penyesuaian Terminal Khusus

Sertifikat Standar
belum terverifikasi

|Pemenuhan Persyaratan

WDAK LENGKAF

1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti
perjanjian pemanfaatan tanah dan/atau akta pengalihan status
dan aset kepemilikan;

2. izin pengoperasian terminal khusus/Terminal untuk
Kepentingan Sendiri, atau surat pernyataan bahwa Terminal
Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri telah beroperasi
sebelum berlakunya PM 20 Tahun 2017 yang telah diketahui oleh
Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya;

3. Izin usaha pokok yang masih berlaku; dan

4. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana Penyesuaian
Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh

|Syahbandar, penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik

Navigasi setempat yang paling sedikit memuat : 1. Bahwa
pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan
bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan

| peralatan penunjang produksi tersebut; 2. Data fasilitas
|sandar/tambat; 3. Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat)

titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di
darat; 4. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus/Terminal
untuk Kepentingan Sendiri dan Sarana Bantu Navigasi —
Pelayaran; 5. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah

{Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus; dan 6.

Dokumentasi peninjauan lapangan
5. Rekomendasi Teknis

1 hari kerja

perbaikan
pemenuhan
persyaratan 30
hari kerja

Penilaian Kesesuaian Persyaratan

5 hari kerja

Rekomendasi Teknis

|Persetujuan Pemenuhan Persyaratan

M

1 harf kerja

Menyampaiakan notifikasi ke sistem
0ss

Sertifikat Sertifikat Standar
renml.naian Terminal Khusus

Sertifikat Standar
Berlaku Efektif

Keterangan :
(start/Akhir Proses
[_IProses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
- -5 Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 051

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh : /,///—’-:

1 P

\ A ¥ IS,
\'C'., A\‘ e ﬁemé(ma Utama Ml]da
~I j:.tIP’W?OIO]? 199003 1 002

Nama SOP : Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi Untuk

Pemanfaatan Langsung

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang

2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 5 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana 'I MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemohon 0ss DPMPTSP | DINAS TEKNIS Persyaratan Waktu Output
1 |Mengajukan Permohonan Izin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
melalui Portal 0SS [—__r;[ 5 Tahun 2021 NIB
2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU == Sertifikat Standar
dengan memilih Perizinan Berusaha belum terverifikasi
Pengusahaan Panas Bumi Untuk
Pemanfaatan Langsung
3 |Pemenuhan Persyaratan 1. Telah mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan 1 Hari Kerja
) sektornya (misalnya pelaku usaha yang telah mendapatkan
Ej C SORRR. 1 ,”f“f I_l [49&_!\[’ — perizinan berusaha untuk pemandian alam dan akan
mengusahakan panas bumi untuk pemanfaatan langsung

i

E dalam pemandian alam maka pelaku usaha hanya

! memenuhi STANDAR pengusahaan panas bumi untuk
pemanfaatan langsung)

2. Standar pengambilan fluida panas bumi untuk
pemanfaatan langsung.

4 |Penilaian Kesesuaian Persyaratan 5 hari kerja |Rekomendasi Teknis

LENGKAP BENAR

5 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan 1 Hari Kerja

6 |Menyampaiakan notifikasi ke sistem

0ss [ e

7  |Perizinan Berusaha Pengusahaan Sertifikat Standar
Panas Bumi Untuk Pemanfaatan [:]1——— sudah terverifikasi

Keterangan :
(—__)start/Akhir Proses
[Jeroses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
- _ = Alur proses kembali
Ganti halaman



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 052
: 3 Juni 2024
: 4 Juni 2024

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

8

Nama SOP

: Sertifikat Budldaya Tanaman Pakan Ternak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang
9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar

Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Pertanian

- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 5. Kendaraan

3. Jaringan Internet/ Wifi

Disimpan sebagai data elektronik




—> Alur Proses Kegiatan
- -5 Alur proses kembali

Ganti halaman

Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemohon FO BO Kasi/ Kabid | OPD Teknis Persyaratan Waktu Output
1 |Mengajukan Permohonan Izin
-
2 |Berkas persyaratan diterima oleh 3 . é 1. Persyaratan Umum
Front Office - § 3 a. Memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya
o i ] hijauan pakan ternak
E | \Kﬂ 2. Persyaratan Khusus
ot | i </ a. Melakukan usaha budi daya sesuai pedoman budi daya
tanaman pakan ternak yang baik. Durasi paling lambat 1 tahun
b. Paling lambat 1 tahun telah memenuhi self declare terhadap
standar kegiatan usaha pertanian tanaman pakan ternak
3  |Verifikasi Kasi/ kabid LI Pengajuan
Permohonan
L Rekomendasi Teknis
4 |Penilaian Kesesuaian Persyaratan |Rekomendasi Teknis
oleh Dinas Teknis
5 |ilehomendasl Teknis diterima oleh
- [l
7 hari kerja
6 |validasi
< - :|
7 |Sertifikat Budidaya Tanaman Pakan
roma 4
Keterangan :
(" )start/Akhir Proses
[—JProses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi




. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang

N

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

3. Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar

Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Pertanian

- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Nomor SOP t 053

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh ——

//f:\;w ala as Penanaman Modal
Déﬁqtfh yanan i aten Batang
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DPNi
! 0s.,, M.M
Pen l;?Utama Muga
- T N, 19701017 199003 T 002
Nama SOP : Sertifikat Pemtberttian Tanaman Pakan Ternak
Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 4. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 5. Kendaraan
3. Jaringan Internet/ Wifi

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana MUTU BAKU

NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemohon ass DPMPTSP Dislutkanak Persyaratan Waktu Output
1 |Mengajukan Permohonan lzin Usaha Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5
melalul Portal 0SS Tahun 2021 NIB
| S————

2 |Pengajuan permohonan PB-UMKU Sertifikat Standar
dengan memilih Sertifikat belum terverifikasi
Pembenihan Tanaman Pakan Ternak b

3 |Pemenuhan Persyaratan — 1. Persyaratan Umum 1 Hari Kerja
L a. Memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha
I(. _________________ ch perbenihan pakan ternak

2. Persyaratan Khusus
a. Melakukan usaha perbenihan tanaman pakan ternak
yang baik. Durasi paling lambat 1 tahun

1
1
)
&P ]
I
% ] b. Paling lambat 1 tahun telah memenuhi self declare
= terhadap standar kegiatan usaha perbenihan tanaman
% pakan ternak
< L]
(]
= = 2
= i
1
:
4  |Penilaian Kesesuaian Persyaratan /\\ 5 hari kerja |Rekomendasi Teknis
7, !
N
5 |Persetujuan Pemenuhan Persyaratan L 1 Hari Kerja
L fe
6 |Menya i i i i
yampaiakan notifikasi ke sistem A
0ss | <
7 |5ertifikat Pembenihan Tanaman Sertifikat Standar

Pakan Ternak | }{ sudah terverifikasi

Keterangan :
D Start/Akhir Proses
Ij Proses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
— 5 Alur proses kembali
_/ Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 054

‘[‘anm@l Pembuatan ' 3 Jul"l 2024

Tanggal Revisi ¢ 4 Juni 2024

Tanggal Efektil

Disahkan oleh

o a Dinas Penanaman Modal
,\gn\ﬁ‘ yal 2adu Satu Pintu Kabupatgn Batang
/ »1
I e
“( pPMRE
’ WAH 1 SANJOS0, 5.50

\5’ A T A © Pgrhbina Utama Muda
o= NIP. 19701017 199003 1 002

: Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Nama SOP

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenlang Fenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 lenlang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

4 Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Daerah

u

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13
Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi

Program Penataan Ruang

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pemenuhan Komitmen [zin Lokasi (Pertimbangan Teknis Pertanahan)

- SOP Pelayanan lzin Usaha

Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi komitmen Izin Lokasi, Izin Usaha tidak bisa berlaku efektif

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

o

- Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet/ Wifi

2. Perangkat komputer 4. Buku Register Monitoring,

Disimpan sebagai data elektronik




Pelaksana | MUTU BAKU
Penata | BO (Penata Penata Penata Penata Penata FORUM
NO AKTIVITAS Pemahon Fi?eiizénan PeE}zlnan Perizinan | Perizinan | Perizinan Perizinan Sekretaris Kepi PENATAAN| DPU PR ol Persyaratan Waktu Output W
Pertama) | Pertama) | Muda Muda Muda | Madya Onas Oinas 1 RuANG SAANg
1 [Mengajukan Permohonan Pemprosesan Permohonan
KKPR Non Berusaha PKKPR harus dilengkapi :
f a. koordinat lokasi;
' b.kebutuhan  luas  fahan
: kagiatan Pemanfaatan Ruang;
! ¢ informasi penguasaan tanah;
1 d. informasi jenis usaha;
i e rencana jumlah |antal
i bangunan;
E f. rencana luas lantaj luas)
! bangunan.
: E. rencana teknis bangunan
]
i
2 |Menerima Berkas dan ! r!__I 15 menit (Kelengkapan
memeriksa Kelengkapan low g Berkas
Permohonan Permohonan
3 [Memverifikasi dan L 15 menit |Hasil verifikasi
memvalidasi Kelengkapan TS A el < / Kelengkapan
permohonan Perrmohaonan
4 |Melakukan verifikasi 4 kelengkapan
kelengkapan dokumen <\/»——— dokumen hasil
terhadap permohonan verifikasi
5 [Mengajukan y 30 menit |Permohonan
Pertimbangan Teknis Pertimbangan
Pertanahan, dilengkapi Teknis
Pembayaran PNPB Pertanahan
6 |Melakukan tinjauan lokasi /\k Maksimal 9 Pertimbangan
untuk mengeluarkan N HK Teknis
pertimbangan teknis \[/ Pertanahan
perianahan
7 |Melakukan Penilaian Maksimal 9| Hasil Kajian
terhadap Dokumen HK KKPR Non
Permohonan PKKPR Non Berusaha
Berusaha




Pelaksana MUTU BAKU
FO (Penata | BO (Penata Penata Penata Penata Penata FORUM
" e Pemohon | Perizinan | Perizinan | Perizinan | Perizinan | Perizinan | Perizinan S’E;:::”s KDE:I:‘:LE’ PENATAAN| DPU PR B.::::I . Persyaratan Waktu Output ol
Pertama) Pertama) Muda Muda Muda Madya RUANG
8 [Menerima dan \ 15 menit |Hasil Kajian
Memverifikas/ Hasil Kajian KKPR Non
KKPR Non Berusaha serta <S Berusaha dan
Pertimbangan Teknisi Pertimbangan
Pertanahan Teknsi
Pertanahan
9 |Membuat Konsep PKKPR j{ 30 Menit |Konsep PKKPR
Non Berusaha < )( Non Berusaha
)

10 [Mengoreksi Konsep PKKPR - b 4 15 Menit |Konsep PKKPR
Non Berusaha e i i e I Rl e i .(Q Non Berusaha

11 [Memverifikas! dan ! ‘(\ 15 menit [Konsep PKKPR
Mengoreksi Konsep PKKPR b < P Non Berusaha
Non Berusaha )‘

12 |Memaraf koordinasi ! 15 menit |PKKPR Non
Konsep PKKPR Non e Berusaha
Beruszha

13 |Menandatangani PKKPR i v 15 menit |PKKPR Non
Non Berusaha 'r_ I <2 Berusaha

14 |Menginformasikan ke 1= ——p] e = S5menit |Informasi
pelaku usaha bahwa
PKKPR Non Berusaha

Keterangan :
Start/Akhir Proses
Proses
Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

= => Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 055
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi 4 Juni 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
5 inas Penanaman Modal
Ds S T dep) Satu Pintu Kabupaten Batang

3]

(AP 7 /

i) /-
J

®
N ARITOSO, 5o, MM
-;--_._iil k ina Utama Muda

NIP. 19701017 199003 1 002

Nama SOP

. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

2

Berbasis Risiko

s

. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13

o

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi

Program Penataan Ruang

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi (Pertimbangan Teknis Pertanahan)

- SOP Pelayanan Izin Usaha

Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi komitmen lzin Lokasi, Izin Usaha tidak bisa berlaku efektif

1. Alat tulis kantor

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Perangkat komputer

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

3. Jaringan Internet/ Wifi

4. Buku Register Monitoring

Pencalatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik




MUTU BAKU

Pelaksana
NO AKTIVITAS FO (Penata | BO (Penata | Penata Penata Penata Penata FORUM KET
Pemohon | Perizinan Perizinan Perizinan | Perizinan | Perizinan | Perizinan SEkatam Ke_paia PENATAAN| DPUPR i Persyaratan Waktu Output
Pertama) | Pertama) | Muda | Muda | Muda | Madya | O3 Dinas | cUANG sl
i :11";8:‘}::3; rp:sr;::honan Pemprosesan  Permohonan
PKKPR harus dilengkapi

) a. koordinat lokasi;
i b.kebutuhan  luas  lahan
| kegiatan Pemanfaatan Ruang;
i ¢. informasi penguasaan tanah;
' d. infarmasi jenis usaha;
' e. rencana jumlah lantai
i bangunan;
: f. rencana luas lantai luas
:' bangunan,
! g. rencana teknis bangunan
i

2 |Menerima Berkas dan J i
memeriksa Kelengkapan O 2 - 15 menit |kelengkapan
Permohonan - _’ :erkashanan

f Eermol

3 |Memverifikasi dan i i i
memvalidasi Kelengkapan i = [ ) _<\> o ::Islnw:nr:w
permohonan PEr:'I:h:EIa:

4 |Melakukan verifikasi
kelengkapan dokumen :e{:nskanp::sil
terhadap permohonan v:riri::es{

5 |Mengajukan A 30 menit |Permohonan
Pertimbangan Teknis Pertimbangan
Pertanahan, dilengkapi Teknis
Pembayaran PNPB Pertanahan

€ |Melakukan tinjauan lokasi Maksimal 9|Pertimbangan
untuk mengeluarkan HK Teknis
pertimbangan teknis Pertanahan
pertanahan

7 |Melakukan Penilaian Maksirmal 9|Hasil Kajian
terhadap Dokumen HK KKPR Non
Fermohonan PKKPR Non Berusaha
Berusaha

O




Pelaksana Y
BAKU
FO (Penata | BO (Penata Penata Penata Penat |
NO AKTIVITAS enata Penata FORUM
Pemohon | Perizinan Perizinan Perizinan | Perizinan Perizinan | Perizinan Sekretaris Kepala PENATAAN| DPU PR BPN KET
Pertama) Pertama) Muda Muda Muda Madya Dinas Dinas RUANG BATANG Persyaratan Waktu Output
—
8 |Menerima dan
Memverifikasi Hasil Kajian } 15menit |Hasil Kajian
KKPR Non Berusaha serta < > KKPR Non
Pertimbangan Teknisi Berusaha dan
Pertanahan Pertimbangan
Teknsi
9 |Membuat Konsep PKKPR }V\ Pertanahan
Non Berusaha (Y , 30 Menit |Konsep PKKPR
Non Berusaha
10 |Mengoreksi Konsep PKKPR H
Non Berusaha T DRSS e 15 Menit |Konsep PKKPR

Non Berusaha

11 Memverifikas! dan
Mengoreksi Konsep PKKPR
Non Berusaha

15 menit |Konsep PKKPR
Non Berusaha

12 |Memaraf koordinasi
Konsep PKKPR Non
Berusaha

.
X

15 menit |PKKPR Non
Berusaha

13 |Menandatangani PKKPR
Non Berusaha

15 men't |PKKPR Non
Berusaha

14 IMenginformasikan ke
pelaku usaha bahwa
PKKPR Non Berusaha

S5menit |(Informasi

Keterangan :
Start/Akhir Proses
Proses
Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
= => Alur proses kembali
U Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP - 056
Tanggal Pembuatan  : 3 Junij 2024
Tanggal Revisi 4 Juni 2024
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP, 19701017 199003 1 002
Nama SOP . Persetujuan Lingkungan

Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat

atau Pemerintah Daerah sebagai dasar Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi
Pemerintah)

= SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelavanan perijinan masayarakat terhambat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Mernahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Mermahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Merniliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Penanta KETERANGAN
Pemohon |FO 5 DLH DPMPTSP Persyaratan Waktu Output
Perizinan
4 Pelaku Usaha mengisi formulir 1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
UKL-UPL Ruang (KKPR) / Persetujuan Awal |30 menit
2. Persetujuan Teknis
3. Akta Pendirian Perusahaan
2 Pengajuan parmohonan 4. BA. Soslalisasi Warga 15 menit
pemeriksaan formulir UKL-UPL 5. Dokumen Pendukung (sertifikat, me
MoU, covernote, uji lab, dll)
<>
3 |Pemeriksaan Administrasi Ny 1 HK
d
— e
LENGKAP
4 |Pemeriksaan substansi | i | | ‘ 5 HK
TIDAK S
LENGKAP ™
Penerbitan Fekomendasi
5 | 1 HK
Persetujuan Lingkungan L
PKPLH
6 Menerbitkan Persetujuan &0 menit
Pemerintah
Keterangan :
Start/Akhir Proses
[ Proses
O Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
--> Alur proses kembali
. Ganti halaman



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 057

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi * 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
i
1\ W WAHYU BUDTSANR . MM
b ~ I .ﬂﬁt
N 8:?{ Penbina
\ﬁq':.'.':_-..:,W.' 19701017 1990031 002
Nama SOP : PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
|Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nontor 26 )

Retribusi

- SOP Pelayanan Perizinan Berusaha
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- SOP Pengawasan Perizinan Berusaha

Peringatan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan melalui OSS

5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet

2. Perangkat komputer

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik




NO

KEGIATAN

PELAKSANA

Pemohon SIMBG

PD TEKNIS | TPT/TPA

DPMPTSP

Persyaratan

Waktu

Output

Keterangan

Mengajukan permohonan Persetujuan
Bangunan Gedung

(]

il

Dokumen persyaratan sesuai PP 16
Tahun 2021

Memproses permohonan Persetujuan
Bangunan Gedung,

]

Pemeriksaan kelengkapan dokumen

Tidal Lengkap

\
//\ Lehgkap

Pemeriksaan kesesuaian gambar teknis

Tidak Meme

huhi

>

<

Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung

Memenuhi

Penetapan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung dan Surat Pemenuhan Standar Teknis

=

~3

Penagihan Retribusi Perselujuan Bangunan
Gedung

Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung

b

A, Data Umum

1. Informasi KTP/ KITAS*

2. Informasi KRK*

3. Surat Perjanjian pemanfaatan
tanah antara pemilik tanah dan
Pemilik Bangunan Gedung

4. Dala Penyedia Jasa Perercana
Konstrulsi atau Arsitek berlisensi
B. Data Teknis Tanah

1. Gambar Batas tanah yang,
dikuasai termasuk gambar
bangunan gedung eksisting pada
area/ persil yang akan dibangun
2. Gambar dan Informasi tentang
hasil penyelidikan Tanah

C. Data Teknis Arsitektur

1. Gambar Rencana tapak dan
Rancangan Bangunan

2. Spesifikasi teknis

D. Data Teknis Struktur

1. Perhitungan Teknis sederhara
dan Gambar Rencana Struktur

Purmohonan Perstujuan Bangunan
Gedung

Nomor Registras| Persetujuan
Bangunan Cedung

27 Hari

Verifikasi Kelengkapan Dokumen

Kerja

Berita Acara Konsultasi

Perhitungan Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung

Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung dan Surat Pemenuhan
Standar Teknis

2. Gambar Detail Struktur

3. Spesifikasi teknis

E. Data Teknis Mekanikal Elekirikal
Plumbing

1. Perhitungan dan Gambar
jaringan listrik

2. Perhitungan Gambar Rencana

Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung

1n

Penyerahan SK Persetujuan Bangunan Gedung

N

JID;\’- 1148 siﬂ‘l.i |E.S.i
3. Spesifikasi Teknis
F. Rekomendasi Gambar Teknis

1 hari Kerja

SKRI}

Bukti Bayar

Validasi Bukti Bayar dan Penetapan
Persetujuan Bangunar Gedung

SK Persetujuan Bangunan Gedung

Keterangan

<>

—>

Start/Akhir Proses
Proses

Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

Alur Proses Keglatan
Alur proses kembali
Ganti halaman




Nomor SOP : 058
Tanggal Pembuatan 3 Juni 2024
Tanggal Revisi 4 Juni 2024
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabugfaten Batang

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nama SOP Persetujuan Persesintah

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Mermahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat

atau Pemerintah Daerah sebagai dasar Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi

Pemerintah)

Peralatan/ Perlengkapan

Keterkaitan SOP
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis 1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer

3. Buku Register Monitoring

Disimpan sebagai data manual

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KETERANGAN
|Pemohon FO p“,"'m DLH Persyaratan Waktu Output
Perizinan
3 Pelaku Usaha mengisi formulir 1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan "
UKL-UPL f Ruang (KKPR) / Persetujuan Awal e ment
L 2. Persetujuan Teknis
3. Akta Pendirian Perusahaan
2 Pengajuan parmohonan [ 4. BA. Saslaiisasi:\farga 15 menit
pemeriksaan formulir UKL-UPL | S Dolusrien Ranchikuung (sertifiial,
: MoU, cavernate, uji lab, dll)
/'/\
. ; SR 2 4 >
3 |Pemeriksaan Administrasi \.\// 1 HK
e J
LENGrAP
X
4  |Pemeriksaan substansi TR rme—— .(/ 5 HK
TIDAK S
LENGKAP b
5 Penerbitan Rekomendasi 1 HK
Persetujuan Lingkungan
6 Menerbitkan Persetujuan pr— PKPLH
Pemerintah
Keterangan :
Start/Akhir Proses
[ Proses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
--3 Alur proses kemball
| Ganti halaman




Nomor SOP : 059
Tanggal Pembuatan : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi * 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

G
'A‘|
-
-~
Ty
i
y

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nama SOP : Izin Reklame (Perpanjangan)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Daerah 2. Memiliki kemampuan pengolah data sederhana

2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelavanan dan prinsip pelayanan
tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan 4. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perijinan

3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum,

Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

- SOP Pelayanan Perijinan 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register, Formulir Permohonan

2. Perangkat komputer 4. Kendaraan

Peringatan

Pencatalan & PPendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perizinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




Peliksana
1l
NO AKTIVITAS FO [Penata BO (Pensts Ponata Penata :glm:‘s KETERANGAN
Pamohon Per zinan Pertzinan Pertinan | 2erizinan AR, Sekretarls | Kepala Dinas| BPKPAD BBPIN Persyiratan ‘Walktu Output
P i d
ertama) Pertarma) NMuda Madya BATANG
1 |Pengajuan berkas perrohonan dan " houx LENGKAR 1. Foto Copy KTP Femalion
persyaratan perfzinan B e ——— 1 2. Bukt! pemilikan
1 /pelimpahan/persstujuan
| PENgRuUnaan tempat usaha yang sah
! {sertifikat tanah)
' 3.Gambar konstruksi redame
g 4. Gambar situasl dan gambar
h denah tempat usaha
A 5. Salinan NIB 30 menit
1 6. Surat pernyataan
H pertanggungjawaban atas
s kerusakan/kerugian rekiame
' 7. Surat keabsahan dokumen
. 8. 5K reklame asll (perpanjangan)
i -
! i
i
2 |Meneliti Kelangkapan berkas & 3 60 menit |Berkas Permohonan,
maregister cermohonan perizinun + KURANG BERKAS Register Monitaring
| ! ! Petlzinan
3 |Menyerahican tanda terima sebagal -_Em | - Q_| H 10 menit |tanda terima
bukti kele berl | - -
ngkapan berkas ._:k'_ L P :
|
4 [Memverifikssi dan memvalidas % ] 1 Harl Kerja |Paraf Lembar Monitoring
permohonan Perizinan -)< -| Perlznan
5 |Mengentry data serts mencetak 30 menit |konsep 5K
konsep jzin e S
[ KOEKSE [}
'
&  |Memverifikesi permohonan, ] 30 menit |- Paraf Lemnbar
mangoreksl konsep tzi1 Reklame KOREWSI monitoring - SK lzin yang
" - beium ditandarangani
1
i
1
7 |Memaraf  koordirasl  suraf] /\ 1 Hari Kerja |- Paraf Lembar
keputusan / lzin r/ manitoring
8 |Mamverifikesi dan '_"-'1 30 menit [SX vang telah
menandatangani surat keputusan / | ditandangani
lZn I e
3 |Menginf ke pemeaharn SK |—’ - 5 menit |Infarmasi
yang sudah Jadi ._[4
—
10 |Pemohon membayar pajak reklame| ,—7—](_ Lharl |Bulal Bayar
L.
11 |Menyerahkan surat keputusan / | S menit |-5K .
izin ‘ |I' Reglister lzin
Keterangan :
!s:m.mhrr Proses
L proses
Pengambilan Keputusan
Dokumentas!

= Alur Proses Keglatan

Alur proses kemball
Gantl halaman




Nomor 5OP : 060
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

i h‘ inas Penanaman Modal
D/;_\]i Ay %\u Satu Pintu Kabupaten Batang
! W A
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG /i = = :
fﬁ ol nDN L ;
W\ Y ==
N\ & VA -

’ 1 1 050, 5.9
\\1;;‘-_-;_{\_‘}-_,%[11& Utama Muda

“TNIP. 19701017 199003 1 002
Nama SOP : Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

0S.,

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Rebuplik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis

2. Perangkat komputer

Pencatatan & Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan persjinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Pamberi P KETERANGAN
Keri 5 Kemnaker Staf e.n‘ata Sekretaris |Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output dha
erja Perizinan
1 |Pengajuan berkas permohonan
melalui TKA online [ o i
[ K 1y 3
g2
I o
2 |Menerbitkan surat | Surat
pemberitahuan - Pemberitahuan
pembayaran DKPTKA kepada ’\\ DKPTKA
Pemberi Kerja TKA a
=5
3 |Menyampaikan DKPTKA ke g E 1. Bukti pembayaran retribusi
DPMPTSP | = 2. Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA
= yang diterbitkan oleh Direktur Kemnaker
4 |Membuat Surat Tanda Setoran W
5 |Membayar retribusi & upload
tanda bukti bayar di tka-online
6 |Validasi di tka-online ,C]
Keterangan :
:] Start/Akhir Proses

l::] Proses

<> Pengambilan Keputusan
D Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan

o

Alur proses kembali
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 061

Tanggal Pembuatan

- 3 Juni 2024

Tanggal Revisi

- 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

BUDI SANTOSO, S.$
-Péfi}bfn}a Utama MudH
NP, 19701017 199003 1 002

\. WAHYU B

Nama SOP . Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

)
L

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pel

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 teritang Sistem Pelatihan Tenaga Kerja
3,

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 17 Tahun 2016, tentang Tata Cara
Perizinan dan Pendaftaran Lem baga Pelatihan Kerja

Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan
di Kabupaten Batang

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis

ayanan perijinan masayarakat terhambat

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

3. Buku Register Monitoring

1. Alat tulis kantor

2. Perangkat komputer

Pencalatan & Pendataan

Disimpan sebagai data manual




Na, KEGIATAN

MUTU BAKU

DPMPTSF

Dinas Teknis

Persyaratan

Waktu

Output

Keterangan

1 |Masuk akun D55

"

Mengajukan Permohanan Sertiflkat Standar

Pemenuhan Persyaratan

L Melampirkan Identitas dan riwayat hidup penanggung Jaweb usaba peiatihan kerja berupa Dokumen
KTP/Paspor dan OV Penanggungjawab LPK

2. Melampirkan tanda bukti k atau sewa atas sarana dan prasatana usaha pelatihan kerja
berupa Dokumen Bukt! Kepemilikan atau Sewa bermeteral cukup

3. Melampirkan profil lembaga pelatithan kerja berupe Dokumen Profil Lermbaga yang ditandatangani
oleh penanggung lswab LPK memuat:

2. struktur organisasi dar uralén tugas

b. daftar & CV instruktur den tenage pelatihan, sertifikat kompetens! Instruktur

< program kerla dan RAB untuk 3 (tiga) tahun

d. program P&K

. kapasitas |atih per tahun

£ |verifikas! Persyaratan

ditolak

f. daftar & fotc sarana dan prasarana pelatthan per program pelatihan
4, Surat kerj dengan lembaga pel, kerja yang sudsh memperolen Akreditas darl lembags

|akreditasi lembags pelatihan kerja berups Dokumen Kerjasarma dengan LFK terakreditas) bermaterai

cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)

5. Apabila pelaku usaha menggunakan stander kompetens! khusus maka peiaky usaha wajlb

i bukel standar komp whusus darl kem ' yang 2kan dijadikan acuan

6 |hotifikas! dan Validasi

7 |Ssrtifikat Standar terbit

pelak | progr latthan berupa Dok Registrasi SKK darl Kemanteran Ketenogakerjnan
{Untuk Pelaku Ussha PMA)
6. Dalam hal usahz pelatihan kerfa pekerjakan tenags kerja asing (TKA) dilaksanakan sesusi dengan
ketentuan perundsng-undsngen berups dol THA yang disahikan aleb Menter| Ketenagakerjaan
atau pejabat yang ditunjuk terdirl darl: (Untuk Pelaky Usahe PMA)

. Dokurnen Hesil Benflalan Kelayakan

b. Dokumnen Pengesahan RPTXA

5 menit

30 menit

30 manit

3 Harl Kerfa

1 Harl Kerja

1 Harf Kerja

Sertifikat Standar

Keterangan

g Start/Akhir Proses
Proses

O Fengambllan Keputusan
Cokumnentasi

—3 Alur Proses Kegistan

“° > plur proses kemball

7 Canti halaman




Noemor SOP : 062

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ! 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

S ina Utama Muda

NIP. 19701017 199003 1 002
Nama SOP : Izin Mempergunakan Ketel Uap
Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang (Stoom Ordonnantie) Verordening Stoom Ordonnantie 1930 atau 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Undang - Undang Uang Tahun 1930 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun 4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Rekomendasi Teknis

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

Disimpan sebagai data manual




MUTU BAKU

Pelaksana KETERANGAN
NO AKTIVITAS Penata Sekretaris 2 Waktu Output
i Kepala Dinas Persyaratan
Pemohon Staf Disnaker Perizinan Dinas epa
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. Formulir Permohonan lzin
dan persyaratan perizinan | T 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
- i 3. Keterangan spesifikasi Teknis Ketel/Bejana
i Uap yang digunakan
: 4. Laporan/BA Pemeriksaan
i 5. Surat pernyataan Keabsahan Dokumen
A -
£
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & !
Mengirim Permohonan AN
Rekomendasi ke Disnakertrans [>< 4
% = 5 Hari Kerja |Rekomendasi
3 |Verifikasi Disnakertrans i E g Dinas Teknis
]
4 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat izin Kerja €
Ortotik Prostetik
5 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat Izin >
Kerja Ortotik Prostetik =
2 Hari Kerja
6 |Memverifikasi Permohonan J’j
=
7 |Menandatangani Surat S
Keputusan L
8 |Mencetak & Meregister Surat iz
Keputusan N 1 s
zZin
9 |lzin mempergunakan Ketel Uap [ mempergunakan
S Ketel Uap
Keterangan :
( | Start/Akhir Proses
Proses
<> Pengambilan Keputusan
[ ] Dokumentasi

i

Alur Proses Kagiatan
Alur proses kembali
Ganti halaman




Nomor SOP : 063
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif 1

Disahkan oleh

=R a Dinas Penanaman Modal
miﬁb _-'! 3 53 adu Satu Pintu Kabupaten Batang

/5 ;

". ../ (“
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG ﬁ - DPYPY ’fﬂ
Uit K

\\\» kﬂ —

4
N\ & WAHYU BUPBI SANTOSO, SBos., M.M
e ) A _;;.Péirnbina Utama Muda
~ NIP. 19701017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Mempergunakan Tangki Timbun

1. Undang - Undang (Stoom Ordonnantie) Verordening Stoom Ordonnantie 1930 atau 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

Undang - Undang Uang Tahun 1930
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan
4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Tinibun

3. Buku Register Monitoring,

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis 1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer

Pencatatan & Pendataan

ika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




Paigksana e KETERANGAN
i t
»e pRR Pemohon Staf Disnaker i SEkTEtam Kepala Dinas Persyaratan Waktu Outpu
Perizinan Dinas
1 [Pengajuan berkas permohonan 1. Formulir Permohonan lzin
dan persyaratan perizinan l ’(- it 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
! 3. Desain Tangki Timbun
] 4. Surat pernyataan Keabsahan Dokumen
]
:
I o
1% g
2 2
3
2 [Meneliti Kelengkapan berkas & i
Mengirim Permohonan /\\
.
Rekomendasi ke Dishaker /'
a
== 5 Hari Kerja |Rekomendasi
§ i Di 9 Z
3 |Verifikasi Disnaker é g \'i] Dinas Teknis
“les,
4 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep 5K Izin | I[<
Mempergunakan Tangki
Timbun
5 |Memverifikasi Permohonan & o
Mengoreksi Konsep SK Izin ;[
Mempergunakan Tangki
Timbuni 2 Hari Kerja
6 |Memverifikasi Permohonan __J_:l
<
7 |Menandatangani Surat N '
Keputusan g
8 [Mencetak & Meregister Surat ‘“
Keputusan i
™ - SK lzin
9 ;K I:m Mempergunakan Tangki D Mempergunakan
<
HRoHA Mi Timbun
Keterangan :
D Start/Akhir Proses

[ Proses

<> Pengambilan Keputusan

1

=

Dokumentasi

Alur Proses Kegiatan
Alur proses kembali
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 064

Tanggal Pembuatan

»

* 3 Juni 2024

Tanggeal Revisi

* 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal

‘ U | ) »( A= &
o ;,\\\ _Ewﬁﬁjn' -{jtama Muda’

S NN 9781017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Pajak Penghasilan
5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelengparaan Undian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
dengan sistem Online

6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14A /HUK /2006 Tahun 2017 tentang lzin Undian

7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan

Undian Gratis Berhadiah

- SOP Rekomendasi Teknis

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

1. Meiniliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2, Perangkat komputer

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana

MUTU BAKU
NC AKTIVITAS cemon - Penata | Penata
emohon Dinsos Perizinan Perizinan Sekretaris |Kepala Dinas KETERANGA
Muda Madya Persyaratan Waktu Output N
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. Formulir Permohonan
dan persyaratan perizinan 2, Fotocopy KTP
3. Rekomendasi Gubernur melalui Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah
4, Foto i "
copy Aktfa Pendirian Perusahaan atau 60 menit
Keputusan Pembentukan
5. Susunan Kepanitian
6. Rencana Keglatan yang terinci
7.5urat Pernyataan Keabsahan Dokumen
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & !
Mengirim Permohonan ’/\ 60 menit
Rekomendasi ke Disnaker ’\ /,>
3 =
3 |Verifikasi Disnaker gz
e N| I 5 Hari Kerja |Rekomendasi
Dinas Teknis
4 |Memverifikasi permohonan & 4
Mengkonsep SK <
Penyelenggaraan Undian Gratis " e,
Berhadiah £0 menit
5 |Memverifikasi Perimohonan &
Mengoreksi Konsep SK =y _:[
Penyelenggaraan Undian Gratis — 60 menit
Berhadiah
6 |Memverifikasi Permohonan e
60 menit
7 |Menandatangani Surat [
Keputusan 4 i :’ 30 menit
8 |Mencetak & Meregister Surat ’_——L
Keputusan b 30 menit
9 |SK Penyelenggaraan Undian =
Gratis Berhadiah I < 30 menit  |sK
Penyelenggaraan
Undian Gratis
Berhadiah
Keterangan :
() start/Akhir Proses
[__] Proses

<> Pengambilan Keputusan

C]

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

o

Alur proses kembali
Ganti halaman



Nomor SOP : 065

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Elﬁi :’f
49701017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Pengumpulan Uang dan Barang

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Uang atau Barang 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

mtal S Mema n perundang-undangan tentang perizinan berusaha
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan 3. Memahami peraturan pe 8 8 gp

3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/ HUK/ 1996 tentang Pelaksanaan 4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan kornputer
Pengumpulan Sumbangan Sosial Oleh Masyarakat
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

dengan sistem Online

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring,

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakal - SOP Rekomendasi Teknis

2. Perangkat komputer

Disimpan sebagai data manual

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat




6 |Memverifikasi Permohanan

7 |Menandatangan| Surat
Keputusan

8 |Mencetak & Meregister Surat
{eputusan

x

Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Pertata KETERANGAN
Permohon Staf Dinsos i Sekretaris | Kapala Dinas Persyaratan Waktu Output
Perizinan
1 |Pengajuan berkas permchonan 1. Surat permahanan izin yang berisi:
dan persyaratan perizinan [ }( i a. Maksud dan tujuan pengumpulan uang atau
T 1 barang;
b. Cara menyelenggarakan;
| . Siapa yang menyelenggarakan;
: 5 d. Batas waktu penyelenggaraan;
. e. Luasnya penyelenggaraan (wilayah,
) E golongan);
| ﬁ f. Cara penyalurannya.
E g 2. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
1
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & |
Mengirim Permohonan - /) \._>
-
Rekomendasi ka Dinsos L
g =
3 |Verifikasi Dinsas 2 % o 5 Hari Kerja |Rekomendasi
= ;Lj Dinas Teknis
4 |Memverifikasi permohonan &
Mengkensep SK lzin L e
FPengumpulan Llang dan Barang -
5 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep SK Izin ;J
Bengumpulan Llang dan Barang L
2 Hari Kerja

9 |5K lzin Fengumpulan Uang dan

SK lzin
Pengumpulan

Barang =
Uang dan Barang
Keterargan :
{ Start/Akhir Proses
[ Proses

<> Pengambllan Keputusan
D Dokumentas!

—> Alur Proses Kegiatan
Kj Alur preses kemball

3antl halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 066

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ¢ 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
Dinas Penanaman Modal

DaprPetad Forpadu Satu Pintu Ka bupaten Batang
y ’I\’a ST

.fl', y

i I8 ,.
(D 7
\S\KAH’Y SANTOSO, S.pos.. M.M
'i ‘ﬁ%ﬁnna Utama Mud';l
NIP. 19701017 199003 1 002

""-\

Nama SOP : Izin Mengadopsi Anak

1.

=]

o

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 / Huk /2009 Tentang

Persyaratan Pengangkatan Anak

Keterkaitan SOP

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

D M

. Memahami peraturan perundang-urnidangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

3. Buku Register Monitoring

1. Alat tulis kantor

2. Perangkat komputer

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana

MUTU BAKL
e wELATAS Pembhaon Saf Dinsos P:f;:::n s;;::g Kepala Dlnas Persyaratan Wakiu Ouitput RGN
1 |Pengajuzn berkas parmohanen 1. Mengisl Formulir Permahonan
dan pernvaratan perizinan |< - 2. Fotekopi KTP
e i 3. urat keterangan sehat [lwa diri doiter spesialls flwa, ruman sakit semerintah
4. Surat keterangan fungs! organ reproduksl dari dokter speslalis obstetr] dan ginekologi
rurnash sakit pemerintah
1 5. Fotokopl akte kaluhiran
- 8. Surat keterangan catatan kepalisian setempat
e 7. fotokop! surat nlkah/akte perkawinan dan Kartu keluarga dilegalisir
¥ : 8. Fotokopi kelahiran calon anak angkat
i E 9. Leterangan penghasilan dart mmrnpat beker]s
| 10. Suret pernystaan persetujuan darl calon anak angkat di ates kert3s bermaterai 6000,
bagl anak yang telah mampu metyatakan pendapatrys
11. Surst pernyataan motivas! d atas mreas bermateral 5000, yang menyatakan
Pengangkatan anak demi kepent ngar terbaik bagl anak dan patlindingan anak
11, Suret pernyataan akan memeerlskakan anak angkat dan snak ka dung tanps
diskriminasi sesual dengan hak-hak dan kebutuhan anak dl atas materai 6000
13. Suret peryataan akan memberitah kepada anak angkatnys mensenal asal-usul dan
E erangtuz kandungnya dengan mempe-hatiksn kesiapan anak
' 14. Surer pernyataan tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak #ngkat perempuan dan
i mirnbe 1 kuasa kepada wali hakim
4 15. Sure t pernyataan untuk mermberl Fbah sebagian harta kepeds anak angkatrya
' 16. Surat pernyatsan persetujuan adepsi dari plhak keluarga
' 17, Suret pernyataan Keaheahan Dokumen
2 [Meneliti kelengkapan berkas & !
Mengirirn Permohonan .’A\
Rekomendasi ke Dinsos b
2]
3 |Verlfikas! Dinsos % H| e 5 Harl Ketla | Rekomendesi
— Dinas Teknis
4 |Memver|iikasl permohonan & S
Mengkorsep 5K ik l I
Mengadapsi Anak =F=h
5 [Memverlikasi Permahanan &
Mengoreks Konsep SK lzin [~ ‘
Mengadopsi Anak Pees
, 2 Harl Kerja
&  |Memverilikasi Perrmohonan !_(*[- J
=
7 |Menandatangani Surat l ’] —|
|Keputisan e
8  |Mencetat & Meregister Surat - |
Keputusan S
9 |5Kiz2in Mengadops: Anak _J 3K Izin Mangadopsi
(M s

Keterangan ;
(7] start/akhir Proses
[ Proses
<> Pengambilan Keputasan
[ bokumentasi

=2 Alur Prases Kegiats

e Alur proses kembah

Gantl halarman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP 1 067

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ¢ 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
_Ke ala Dinas Penanaman Modal

Dapﬂqyan,@; oy mdu Satu Pintu Kabupaten Batang

\

: __.JG"I'F l‘)?’l)ll)hr 199003 1 002

Nama SOP : Izin Operasmnd] Panti

Diasar Hukum

. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

8]

B/ 9, " ’ ’
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

- SOP Rekomendasi Teknis

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

]. \\'
. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

1, Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

5]

. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

I

. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

s

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring,

2. Perangkat komputer

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana

MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Penata Sekretaris KETERANGAN
S . b
emohon Staf Dinsos Wi Dinas Kepala Dinas Persyaratan Walktu Dutput
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. Formulir Permohonan
dan persyaratan perizinan |<. - == 2. Fotokopi KTP Pernohon
i ' 3. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan
¢ hukum
! 4. Rencana Keglatan
L 5. Daftar Sarana dan Prasarana serta
% g tenaga/SDM
= 6. Surat pernyataan Keabsahan Dokumen
i
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & ' |
Mengirim Permohanan A . I
%
Rekomendasi ke Dinsos ’\ /’
%«
3 |Verifikasi Dinsos 2 b i 5 Hari Kerja |Rekomendasi
4 -..l_'_' "
I Dinas Teknis
4 |Memverifikasi permohenan & .
IMengkonsep SK Operasional | ll.f;
Panti s
5 |Memverifikasi Permohanan & ) )
Mengonzksi Konsep 5K N JI
Operasional Parti =
2 Harl Kerja
6 |Memverifikasi Permohonan
o
7 |Menandatangani Surat ]
Keputusan il S
1—
8 |Mencetak & Meregister Surat lj| |
Keputusan T |
9 |5K Operasional Panti 5K Operasional
“
., pare
Keterangan :
|| Start/Akhir Proses
L Proses

<> Pengambilan Keputusan
[] Dokumentasi

—= Alur Proses Kegiatan
- Alur proses kembali
r\/ Ganti halaman




Nomor SOP : 068
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Refayanatr adu Satu Pintu Kabupaten Batang

N2

V074 S -

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG [ =
"f “..' g ..'-__ »‘ Y
" WAHYU BUDVSAROSO, SSofsmM
; ~Pempina Utama Muda
NIP-19701017 199003 1 002
Nama SOP . Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang, baik

1. Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk ml'-n;;Opiﬂrasimmlkuln komputer

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring,

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis

2. Perangkat komputer

Disimpan sebagai data manual

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat




NO

Pelaksana

MUTU BAKU

AKTIVITAS

Pemaohon

FO/BO

Dinas
Kesehatan

Penata
Perizinan

Muda,

Penata
Perizinan

Sekretaris |Kepala Dinas

Persyaratan

Waktu

Output

KETERANGAN

Pengajuan berkas permohonan
dan persyaratan perizinan
Melalui SIPUAS

1. KTP Pemohon
2. STR (Surat Tanda Register) asli

4. SKP (jika perpanjangan)

3, Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan
||kesehai;an sebagai tempat praktik

60 menit

Meneliti Kelengkapan berkas &
Mengirim Permohonan
Rekomendasi ke Dinkes

60 menit

Verifikasi Dinas Kesehatan

LENGEKAP
BENAR

L

5 Hari Kerja

Rekomendasi
Dinas Teknis

|Penyehat Tradisional

Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat Terdaftar

A

60 menit

Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat izin
Terdaftar Penyehat Tradisional

[ A 4

60 menit

Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat Terdaftar
Penyehat Tradisional

60 menit

Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreks| surat Terdaftar
Penyehat Tradisional

60 menit

Menandatangani Surat Izin

B0 menit

10

Mencetak & Meregister Surat
Izin

60 menit

11

Surat  Terdaftar
Tradisional

Penyehat

Surat Terdaftar
Penyehat

Tradisional

Keterangan :

[:] Start/Akhir Proses

[ proses

<> pengambilan Keputusan
[] Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
-~ > Alur proses kembali

NS

Ganti halaman



Nomor SOP : 0/9
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektil

Disahkan oleh

»-"'_-

‘ _:1 Dll‘lcl‘- Pvnd naman Modal

y

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nama SOP - Tzin Praktek Dokter

emampuan berkomunikasi yang, baik

1. Memiliki k

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
7 Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/ Menkes/Pe or/ X/ 2011 Tentang,
[zin Praktik Dan Pelaksanaan Praklik Kedokteran

3. Memahami peraturan perundang- -undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

komendasi Teknis 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat SOP Re

2. Perangkat komputer

Disimpan sebagai data manuial

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masavyarakat terhambat




Pelal MUTU BAKU
Penata Penata
KETERANGAN
N wlidhic Pemohen FO/BO Ke:::.an Perizinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Qutput
Muds _|__Madva
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. KTP Pemohon
dan persyaratan perizinan q- - 2. STR (Surat Tanda Register) asli
Melalui SIPUAS 3, Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
| kesehatan sebagai tempat praktik
i 4, SKP (jika perpanjangan)
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & ! 60 menit
Mengirim Permchanan e / S
Rekomendasi ke Dinkes /
Sz
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan < } 5 Hari Kerja |Rekomendasi
| o] R "
= > Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan & —
Mengkonsep Surat lzin Praktik C_._J( 60 menit
Dokter
6 |Memverifikasi Permohonan & R
Mengoreksi Konsep Surat lzin J y
Praktik Dokter = 50 pesit
7 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin praktik ’|_‘J 60 menit
dokter
8 |Memverifikasi Persyaratan dan ~
|mengoreksi surat izin praktik \l_J 60 menit
|dokter
3 |Menandatangani Surat lzin | .
| 60 menit
t ]
10 M.em:etak & Meregister Sura s J 0 sl
lzin J
11 [Surat lzin Praktik Dokter Surat lzin Praktik
¢ poktr
Keterangan :
:] Start/Akhir Proses
I Proses

<> Pengambilan Keputusan
[ Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
- > Alur proses kembali

Ganti halaman




Nomor SOP : 070

Tanggal Pembuatan : 3 Jumi 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

T‘dn:'_p"d.l Efektif
Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan P Lerpadu Satu Pintu Kabupgaten Batang
«

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

» \CWAHYU BYD },}A [TOSO, S.So¢, M.M
\\ ____¥Pdnkiha Utama Muda
s I
Jav RIEA701017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Praktek Bidan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
- Joy : e , = . 3 a1 i = ) ; F
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang [zin dan 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

Penvelengge Peaktik : .
yelenggaraan Praktik Bidan 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




MUTU BAKU

Pelaksana
NO AKTIVITAS Dinas Penata Panate ) KETERANGAN
Pemaheon FO/BO hiabatirs Perizinan Parizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
Muda 1 Madva
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. KTP Pemohon
dan persyaratan perizinan 2. STR (Surat Tanda Register) asli
Melalui SIPUAS 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
kesehatan sebagai tempat praktik
' 4, SKP (jika perpanjangan)
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & 60 menit
Mengirim Permohonan .
Rekomendasi ke Dinkes 0% >
-8
-
4  |Verifikasi Dinas Kesehatan €6 5 Hari Kerja |Rekomendasi
g - Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan & —
Mengkonsep Surat lzin Praktik L__;’ 60 menit
Bidan
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat |zin 'JL_J 60 :
Praktik Bidan il
7 |Memverifikasi Persyaratan dan Ir-—
mengoreksi surat izin praktik = 60 menit
Bidan
8 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin praktik > | 60 menit
Bidan
9 |Menandatangani Surat lzin
d 60 menit
10 |Mencetak & Meregister Surat 1
tzi . b [_1_!< - 60 menit
in |
11 |Surat lzin Praktik Bidan 1 Surat lzin Praktik
[ I€ Bidan
Keterangan :
(] start/Akhir Proses
[ proses

<> Pengambilan Keputusan
G Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan

- -3 Alur proses kembali

U

Ganti halaman




Nomor SOP : 071

Tanggal Pembuatan @ 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektil
Disahkan oleh
_——FKepata Dinas Penanaman Modal
D/‘m'ge)a})lu“ : q’of xdu Satu Pintu Kabypaten Balang
! ‘.‘::/' ¢ ,’
- : . : | S
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG { ﬁ‘@‘g‘k c ‘\,
\ {1l
\\ . e -
N\ : . FSANTOSO, S.$os., M.M
.7 A T Ppeithina Utama Mudh
= NIP. 19701017 199003 1 002
Nama SOP : Izin Praktek Perawat

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2 Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4, Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat SOP Rekomendasi Teknis 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Pencatatan & Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Ferata Feiy KETERANGAN
FO/BO Perizinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. KTP Pemohon
dan persyaratan perizinan - 2. STR (Surat Tanda Register) asli
|Melalui SIPUAS : 3, Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
: atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
| - 3 lkesehatan sebagai tempat praktik
8 2 4. SKP (jika perpanjangan)
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & A 60 menit
Mengirim Permohonan
Rekomendasi ke Dinkes
S=
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan S5 5 Hari Kerja |Rekomendasi
&
b= Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat lzin Praktik [ _K 60 menit
Perawat
6 |Memverifikasi Permahonan &
Mengoreksi Konsep Surat lzin > ca i
Praktik Perawat ] mBnit
7 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin praktik i 60 menit
Perawat
8 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreks| surat izin praktik :] 60 menit
Perawat
9 |Menandatangani Surat lzin [
. __':I 60 menit
10 |Mencetak & Meregister Surat :', |
; € 60 menit
lzin
11 |Surat lzin Praktik Perawat | Surat Izin Praktik
Perawat
Keterangan :
(I start/Akhir Proses
[:] Proses
<> Pengambilan Keputusan
[] Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
-~ Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP

> 072

Tanggal Pembuatan

3 Juni 2024

Tany)p_al Revisi

1 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

/ PM»JE.
Ul g oS0, i@mm

; $ha Utama Muda
701017 199003 1 002

Nama SOP

. Izin Praktek Apoteker

]

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2016 tentang
Perubahan Menteri Kesehatan Nomor 889/ Menkes/Per/V /2011 tentang Registrasi, [zin Praktik

dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

1. Alat tulis kantor

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan p‘rund:-um—undunp‘an tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

2, Perangkat komputer

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data manual

3. Buku Register Monitoring




<> Pengambilan Keputusan
[] Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan

- - Alur proses kemball

Ganti halaman

Pelaksana MUTU BAKU
Penata Prraty KETERANGAN
an il Pemohon FO/BO Kem:ain Perizinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
canatan
_Muda _____Madya
1 |Pengajuan berkas permohonan 1, KTP Pemohon
dan persyaratan perizinan I - 2. STR (Surat Tanda Register) asli
Melalui SIPUAS i 3, Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
' atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
P kesehatan sebagai tempat praktik
| 853 4, SKP (jika perpanjangan)
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & ' 60 menit
Mengirim Permohonan
Rekomendasi ke Dinkes \
g %
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan = § . 5 Hari Kerja |Rekomendasi
e ‘J_r| Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan & e
Mengkonsep Surat lzin Praktik L_;{ 60 menit
Apoteker
6 |Memverifikasi Permohonan & R
Mengoreksi Konsep Surat lzin = J .
Praktik Apoteker L o0 menit
7 |Memverifikasi Persyaratan dan r
mengoreksi surat izin praktik g I 60 menit
Apoteker
8 |Memverifikasi Persyaratan dan !
mengoreksi surat izin praktik }JL__ I 60 menit
Apoteker
9 |Menandatangani Surat lzin [ |
PrE—— 60 menit
10 |Mencetak & Meregister Surat ;i _l .
. < 60 menit
Izin |
11 |Surat Izin Praktik Apoteker Surat lzin Praktik
) pootcker
Keterangan :
() start/Akhir Prases
[ proses




Nomor SOP : 073
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektil
Disahkan oleh

[

~ KAB

Dgi{'i?fvl)tym s wmdu Satu Pintu Kabupaten Batang
:! _‘lr'r",(/
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG ':/
2\

FBUBH SANTOSO, S.Sps., M.M
N PATH - i
> 2 ' _Pébina Utama Muda
IP. 19701017 199003 1 002

Nama SOP . Izin Praktek Tenega Teknis Kefarmasian

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2016 tentang 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
Perubahan Menteri Kesehatan Nomor 889/ Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, [zin Praktik 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring,

2. Perangkat komputer

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
Penata Penata
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemahaon FO/BD Ke:rll:ian Perizinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. KTP Pemahon
dan persyaratan perizinan < 1 2. STR (Surat Tanda Register) asli
Melalui SIPUAS i 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
' atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
Vg kesehatan sebagai tempat praktik
(52 4, SKP (jika perpanjangan)
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & 60 menit
Mengirim Permohonan ‘/\\
Rekomendasi ke Dinkes o
I
4  |Verifikasi Dinas Kesehatan g ; ) 2 Hari Kerja |Rekomendasi
= > Dinas Teknis
5 [Memverifikasi permohonan & —
5 2 [
Mengkonsep Surat lzin Ffraktlic L_-\ 60 menit
Tenaga Teknis Kefarmasian
6 |Memverifikasi Permohonan & e
Mengoreksi Konsep Surat zin )lf_ J —
Praktik Tenaga Teknis ]
Kefarmasian
7 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Prfktik > ‘ 60 menit
Tenaga Teknis Kefarmasian
8 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi s.urat izin Praktik > ] 50 mienit
Tenaga Teknis Kefarmaslan L j
9 |Menandatangani Surat lzin
60 menit
10 |Mencetak & Meregister Surat s | :
. f 60 menit
lzin
11 |Surat lzin Praktik Tenaga Teknis Surat lzin Praktik
Kefarmasian B Tenaga Teknis
Kefarmasian
Keterangan :
(] start/Akhir Proses
[ proses

<> Pengambilan Keputusan
[] Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
- > Alur proses kembali
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP

1 074

Tanggal Pembuatan
b

3 Juni 2024

Tanggal Revisi

: 4 Juni 2024

Tanggal Efekti

Disahkan oleh

1 a_Dinas Penanaman Modal
D. “E‘ —\_."I\ﬁr @ du Satu Pintu Kab paten Batang
/

L— T _
&

_ SANTOSO, S.$os., M.M
2 A T Ppgfibina Utama Muda

S0P, 19701017 199003 1002

Nama SOP

. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

1. Alat tulis kantor

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang, perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

2, Perangkal komputer

isimpan sebagai data manua
Disimpan sebagai data manual

3. Buku Register Monitoring,




NO

AKTIVITAS

Pelaksana

MUTU BAKU

Pemohon

FO/BO

Dinas
Kesehatan

Penata
Perizinan

Muda

Pengajuan berkas permohonan
dan persyaratan perizinan
Melalui SIPUAS

Penata
Perizinan

SE G

Sekretaris | Kepala Dinas

Persyaratan

Waktu

Output

KETERANGAN

1. KTP Pemohon
2. STR (Surat Tanda Register) asli

4. SKP (jika perpanjangan)

3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan
|kesehatan sebagai tempat praktik

60 menit

Meneliti Kelengkapan berkas &
Mengirim Permohonan
Rekomendasi ke Dinkes

60 menit

Verifikasi Dinas Kesehatan

LENGRAP ¥
BENAR

v

2 Hari Kerja

Rekomendasi
Dinas Teknis

Memverifikasl permohonan &
Mengkonsep Surat Izin Praktik
Ahli Teknologi Laboratorium
Medik

L

60 menit

Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat Izin
Praktik Ahli Teknologi
Laboratorium Medik

=
L |

60 menit

Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Praktik
Ahli Teknologi Laboratorium
Medik

6O menit

[Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Praktik
Ahli Teknologi Laboratorium
Medik

60 menit

Menandatangani Surat lzin

T

60 menit

10

Mencetak & Meregister Surat
lzin

I

60 menit

11 |Surat lzin Praktik Ahli Teknologi
Laboratorium Medik

Surat |zin Praktik
Ahli Teknologi

Laboratorium

Keterangan :
[: Start/Akhir Proses
[ proses
<> Pengambilan Keputusan
D Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
- -3 Alur proses kembali
U Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

. 075
¢ 3 Juni 2024

: 4 Juni 2024

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

NTP. 19701017 199003 1 002

Nama SOP " 1zin Praktek Refraksionis Optisien /Izin Praktik

Optametris

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang undangan tentang, perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

3. Buku Register Monitoring

1. Alat tulis kantor

2. Perangkat komputer

W_

isimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
Penata Penata KETERANGAN
e AeTITAS Pemohon FO/BO KeEeI::stan Perizinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
Muda
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. KTP Pemohon
dan persyaratan perizinan 2. STR (Surat Tanda Register) asli
Melalui SIPUAS 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
kesehatan sebagai tempat praktik
4, SKP (jika perpanjangan)
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & ! 60 menit
Mengirim Permohonan s
Rekomendasi ke Dinkes 7\
S
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan g E 5 Hari Kerja |Rekomendasi
4 ,]‘J B Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan & —
Mengkonsep Surat lzin Praktik ._II 60 menit
Refraksionis Optisien
6 |Memverifikasi Permohonan & X |
Mengoreksi Konsep Surat Izin > )
Praktik Refraksionis Optisien —— 0 menit
7 |Memverifikasi Persyaratan dan N—
mengoreksi surat izin praktik 5 ‘ 60 menit
Refraksionis Optisien I
8 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin praktik e 60 rienit
Refraksionis Optisien
9 |Menandatangani Surat Izin _»{_T—_J =
meny
10 |[Mencetak & Meregister Surat T L | D viEit
Izin I
11 [Surat lzin Praktik Refraksionis | Surat Izin Praktik
Optisien [_—_TIé Refraksionis
Optisien
Keterangan :
:l Start/Akhir Proses

I:l Proses
<> Pengambilan Keputusan
[ 1 Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
-~ Alur proses kembali
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP 076

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ' 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

//,/‘Eggm as Penanaman Modal

fpatly Satu Pintu Kabupaten Batang

i fina Utama Muda
NIP. 19701017 199003 1 002

Nama SOP . Izin Praktek Tenaga Gizi

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pekerjaan Praktik Tenaga Gizi

Keterkaitan SOP

- SOP Rekomendasi Teknis

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Disimpan sebagai data manual




MUTU BAKU

fzin

N

P
::::::m Penata 5 " KETERANGAN
utpu
= el pemohon | FO/BO Kez:‘:’un Perizinan | Perizinan | Sekretaris |Kepala Dinas Persyaratan Bsey
ohon
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. KTP Pem —
dan persyaratan perizinan | |-f- -y 2. STR (Surat Tanda Regis A )
Melalui SIPUAS : 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
] atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
! kesehatan sebagai tempat praktik
4. SKP (jika perpan]'iﬂsi"’
- 60 menit
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & !
Mengirim Permohanan L ,/\\
| Rekomendasi ke Dinkes it /
g = v :
- - 5 Hari Kerja |Rekomendasi
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan g § 0 Dinas Teknis
e
5 |[Memverifikasi permohonan & |
Mengkonsep Surat lzin Praktik | r{ 60 menit
Tenaga Gizi
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat lzin )Jl_ 60 menit
Praktik Tenaga Gizi =
7 |Memverifikasi Persyaratan dan 50 menit
mengoreksi surat izin praktik
Tenaga Gizi
8 |Memverifikasi Persyaratan dan _ 60 menit
mengoreksi surat izin praktik 1 _
Tenaga Gizi
9 |Menandatangani Surat lzin l 60 menit
10 |Mencetak & Meregister Surat _I 60 menit

11

Surat lzin Praktik Tenaga Gizi

Surat lzin Praktik
Tenaga Gizi

Keterangan :
[:} Start/Akhir Proses
I proses
<> Pengambilan Keputusan
[] Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
- -% Alur proses kembali

Gant halaman



1.

N

w

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Keterkaitan SOP

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- SOP Rekomendasi Teknis

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor

2. Perangkat komputer

Pencatatan & Pendataan

Nomor SOP : 077
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi . 4 Juni 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
P a Dinas Penanaman Modal
D Ii&h i ﬁa‘%_ adu Satu Pintu Kapupaten Batang
/ ,:\/ 2\
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG { :l “1;‘-1
.'\ \ 1S ; : Wi Y
ol
N\ W JUL SANTOSO, §.Sos.. M.M
\;}_:j_ﬂ i § 'tls_, ribina Utama Muda
SRR, 19701017 199003 1002
Nama SOP : Izin Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3, Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4, Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

3. Buku Register Monitoring

4. Jaringan Internet/ WiFi

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
FOfED Penata Penata
e PRI Pemohon s Dh}as Perizinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Qutput .
Perizinan Pendidikan Muda Madya
Pertama)
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. Surat permohonan
dan persyaratan perizinan l }( - 2, Surat keabsahan dokumen
' 3. Fc KTP penanggung jJawab
! 4. Fc NPWP Lembaga
! 5. Fc akta pendirian + pengesahan 60 menit
Z Kemenkumham
: 6. Buku rekening lembaga
= 7. Bukti kepemilikan lahan/ sertifikat
8. SPPTPBB
9. Data siswa
2 |Menelitl Kelengkapan berkas & ! 10. Data guru
Mengirim Permohonan / 2 11, Struktur oraganisasi
Rekomendas ke Dinas - > 12. Jadwal pembelajaran/ kurikulum
Pendidikan 13, Foto gedung dan sarana prasarana 50 menit
g 14. Foto kegiatan
o 15, Proposal (Hanya bab 1,2 dan 3)
3 16, NIB Lembaga
E:
4 |Verifikasi Dinas Pendidikan B . T ——
Teknis
5 ﬂemueriﬂkasi permohonan & —1
engkonsep SK Izin Pendirian, €
Perubahan, Penggabungan dan ]
Penutupan Satuan Pendidikan 2 Hari Kerja
Anak Usia Dini
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep SK lzin \J,|_ 1
Pendirian, Perubahan,
Penggabungan dan Penutupan
Satuan Pendidikan Anak Usia 60 menit
Dini
7 |Memverifikasi Permohonan
> | 60 menit




Pelaksana MUTU BAKU
el Penata Penata
A AS i KETERANGAN
e il Pemaohon {Pavig Qinas Perlzinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
Perizinan Pendidikan i Madya
Pertama)
8 |Memverifikasi Permohonan |
|_‘>{ 60 menit
9 |Menandatangani Surat lzin
‘_ ’I:l 30 menit
10 [Mencetak & Meregister Surat ’_—\, | )
\zin < 30 menit
11 |SK Izin Pendirian, Perubahan,
Penggabungan dan Penutupan l I[“ SK Izin Pendirian,
Satuan Pendidikan Anak Usia Perubahan,
Dini
Hraiie Penggabungan dan
Penutupan Satuan
Pendidikan Anak Usia
Dini
Keterangan :
C:l Start/Akhir Proses
[Jrroses

<> Pengambilan Keputusan

-

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

-

J

Alur proses kembali
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 078

Tanggal Pembuatan @ 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ¢ 4 Juni 2024

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal

- N\
fl/
{.. ‘
ﬁ‘\‘\\\ ;:.'*‘\K‘{-'@yﬂa Utama Mhda

SSEENTPT19701017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar

Dasar Hukum

1. |Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang

i

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

W

. |Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

-

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Rekomendasi Teknis

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ WiFi

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
FO/BO — -
NO AKTIVITAS — (Penata Dinas ey i , : KETERANGAN
emohon Perizinan Pendidikan Peritinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Qutput
pertama) Muda Madya
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. Surat permohonan
dan persyaratan perizinan | '4 2, Surat keabsahan dokumen
3. Fc KTP penanggung jawab
4. Fc NPWP Lembaga
5. Fc akta pendirian + pengesahan 60 menit
Kemenkumham
z 6. Buku rekening lembaga
- 7. Bukti kepemilikan lahan/ sertifikat
8. 5PPT PBB
— 9. Data siswa
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & .
60 menit
Mengirim Permohonan L. 10. Data guru
Rekomendasi ke Dinas “ 11. Struktur oraganisasi
Pendidikan 12. Jadwal pembelajaran/ kurikulum
13. Foto gedung dan sarana prasarana
g 14. Foto kegiatan
E 15. Proposal (Hanya bab 1,2 dan 3)
é 16. NIB Lembaga
4 |Verifikasi Dinas Pendidikan ’__' 5 Harl Kerja |Rekomendas| Dinas
=4 I Teknis
5 |Memverifikasl permohonan &
Mengkonsep SK Izin Pendirian, JL\
Perubahan, Penggabungan dan S (A
Penutupan Satuan Pendidikan 2 HaF KB
Dasar :
6 |Memverifikasi Permohonan & -
Mengoreksi Konsep 5K Izin ;I— _I
Pendirian, Perubahan, L
Penggabungan dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar 60 menit
7 |Memverifikasi Permohonan
> 60 menit
& |Memverifikasi Permohonan
,E 60 menit
9 |Menandatangani Surat lzin i
i 30 menit
10 |Mencetak & Meregister Surat - |
™ 30 menit

lzin




Pelaksana MUTU BAKU
OO Penata Penat
NO AKTIVITAS (Penata Dinas eng S a ) ) KETERANGAN
Pemohon Lo : Perizinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
Perizinan Pendidikan
Muda Madya
Pertama)
11 |SK lzin Pendirian, Perubahan, [ SK lzin Pendirian,
Penggabungan dan Penutupan D‘ Perubahan,
Satuan Pendidikan Dasar Penggabungan dan
a0 . |Penutupan Satuan
MeNt | pendidikan Dasar
Keterangan :
: Start/Akhir Proses
[Jrroses

<> Pengambilan Keputusan
[ Dpokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
- > Alur proses kemball
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor 50P ;079

Tanggal Pembuatan ¢ 3 Juni 2024
Tanggal Revisi 1 4 Juni 2024
Tanggal Fifektif
Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal

2 Pembina Utama Nil{‘da
. 8ATP ]
\{:-iJ’s/ IP. 19701017 199003% 002

Nama SOP : Izin Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Non Formal

Dasar Hukum

1. |Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang

[

. |Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

]

. |Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. |Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

- SOP Rekomendasi Teknis

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
£

. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data manual




MUTU BAKU

Pelaksana
FO/BO
Penata KETERANGAN
0 »
i AFTNEAS Pemohon (Pgn.ata lems ket Perizinan sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
Perizinan Pendidikan | Perizinan Muda
Madya
Pertama)
1 :&ngajuan berkas pefmohonan 1, Surat permohonan
Ny paksparEtay ponsineh [ ] 2, Surat keabsahan dokumen
; 3, Fc KTP penanggung Jawab
i 4, Fc NPWP Lembaga
b 5, Fc akta pendirian + pengesahan Kemenkumham 60 menit
* 6. Buku rekening lembaga
ki 7, Bukti kepemilikan lahan/ sertifikat
8. SPPT PBB
| = 9, Data siswa
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & ! 10. Data guru
Mengirim Permchonan 11, Struktur oraganisasi
Rekomendasi ke Dinas = 12, Jadwal pembelajaran/ kurikulum
pendidikan 13. Foto gedung dan sarana prasarana 60 menit
g 14, Foto kegiatan
4 15. Proposal (Hanya bab 1,2 dan 3)
E 16. NIB Lembaga
4 |Verifikasi Dinas Pendidikan 5 Rekomendasi Dinas
>‘———j 5 Hari Kerja Teknis
5 |Memverifikasl permohonan & P——
Mengkonsep SK Izin Pendirian, 'rc’
Perubahan, Penggabungan dan =
Penutupan Satuan Pendidikan 2 Hari Kerja
Non Formal
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep SK lzin 5
Pendirian, Perubahan, sy
Penggabungan dan Penutupan 60 menit
Satuan Pendidikan Non Formal
7 |Memverifikasi Permohonan
5 60 menit

1




Pelaksana MUTU BAKU
HOfBQ Penata
KT i KETERANGAN
i Gl Pemohon {P‘?'Tata i F-_‘enata Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
Perizinan Pendidikan | Perizinan Muda .
Madya
Pertama)
8 |Memverifikasi Permohanan
l——)l 60 menit
e
9 |Menandatangani Surat Izin |
30 menit
10 |Mencetak & Meregister Surat |
I2in " 30 menit
11 |SK Izin Pendirian, Perubahan, SK Izin Pendirian,
Penggabungan dan Penutupan l I“' Perubahan,
Satuan Pendidikan Non Farmal Penggabungan dan
Penutupan Satuan
30 menit |pendidikan Non
Formal
Keterangan :
(] start/Akhir Proses
[ JProses

<>> Pengambilan Keputusan
[] pokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

- > Alur proses kembali
§_/ Ganti halaman




Nomar SOP : 080
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi ! 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

WAl ! [ SANTOSO, $fSos., M.M
\ B A ‘Bgribina Utama Muaa

g =
“NIP. 19701017 199003 1 002
Nama SOP : Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisis
1. Perature anteri Kesahal: = : - .
L uran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Praturs snberi Kesehat: - .
eraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha & Produk pada 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

Penyelenggarac e e ; .
yelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keschatan 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4, Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

- SOP Pelayanan Pengadu: aEvURral: -
elayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Pencqtatan & Pendataan

Jika SOP tidak dilaks : . m |
4 idak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
Penata Penata KETERANGAN
NOD AKTIVITAS FO/80 Dinas Peridnan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Cutput
Kesehatan : I
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. KTP Pemohon
dan persyaratan perizinan 2. STR (Surat Tenda Register) asli
Melalui SIPUAS 3, Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
atau surat ketesangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
kesehatan sebagai tempat praktik
Z 4. SKP (jika perpanjangan)
7 |Meneliti Kelengkapan berkas & ’ 60 menit
Mengirim Permohonan A\>
Rekomendasi ke Dinkes i
<
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan 2 él — 5 Hari kerja |Rekomendasi
] -_).l | Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan & T ’
Mengkonsep Surat lzin l __n{i 60 menit
Penyelenggaraan Unit
Pelayanan Hemaodialisis
6 |Memverifikasi Permohonan & .
; [
Mengoreksi Konsep ':?l.lrat lzin ‘;-l_ 60 menit
Penyelenggaraan Unit
Pelayanan Hemodialisis
7 |Memverifikasi Persyaratan dan ‘ —
mengoreksi surat izin = 60 menit
Penyelenggaraan Unit —
pelayanan Hemodialisis
8 |Memverifikasi Persyaratan dan )
mengoreksi surat izin ] 60 menit
Penyelenggaraan Unit -
Pelayanan Hemodialisls
Menandata i Surat lzin [
9 enandatangani Surat Izi : 60 mriit
10 Mencetak & Meregister Surat ‘ » __] 60 menit
lzin
11 |Surat lzin Penyelenggaraan ! Surat lzin
Unit Pelayanan Hemodialisis Penyelenggaraan
Unit Pel an
Keterangan :
("] start/Akhir Proses
[ proses

<> Pengambilan Keputusan
] Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan

>

Alur proses kembali
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 081
Tanggal Pembuatan ~ : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal

A > : :
Dan. ’ _fwgmuﬁ adu Satu Pintu Kabupaten Batang

Q g,

e

o “?““ =

H_YU ANTOSO,/S.Sos., M.M

‘9__A TN ina Utama M'llda
“SSATP. 19701017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Praktik Elektromedis

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin

Penyelenggaraan Praktik Elektromedis

- SOP Rekomendasi Teknis

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
. Penata Penata
NO AKTIVITAS KETERANGAN
Pemchon FO/BO Ke:;:::an Perizinan Perizinan Sekretaris  |Kepala Dinas Persyaratan Walkty Qutput
Muda Madya
1 |Pengajuan berkas 1. KTP Pemohon
permohonan dan persyaratan }’ — 2. STR (Surat Tanda Register) asli
perizinan Melalui SIPUAS 3. Surat pernyataan mempunyai tempait
praktik atau surat keterangan dari fasilitas 60 menit
< pelayanan kesehatan sebagai tempat praktik
4. SKP (jika perpanjangan)
2 |Meneliti Kelengkapan berkas , 60 menit
& Mengirim Permohonan s
Rekomendasi ke Dinkes ’\
fik h g z 5 Hari Kerja |Rek dasi
4 |Veri i Di Kesehata b ari Kerja [Rekomendasi
erifikasi Dinas Kesehatan ﬁ e "_j j by :
N inas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat Izin Praktik _." 60 menit
Elektromedis
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat zin = .
60 t
Praktik Elektromedis =i men
7 |Memverifikasi Persyaratan |
dan mengoreksi surat izin = 60 mepit
praktik Elektromedis
8 |Memverifikasi Persyaratan R
dan mengoreksi surat izin %‘L J 60 menit
praktik Elektromedis
9 |Menandatangani Surat lzin ] ;
= | 60 menit
10 |Mencetak & M ister Surat f
‘enc a eregister Sura : | < | —
Izin |
11 [Surat lzin Praktik Elektromedis Surat lzin Praktik
} = Elektromedis
Keterangan :
[:] Start/Akhir Proses
[ proses

<> Pengambilan Keputusan
[ ] Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

-~ > Alur proses kembali

Ganti halaman




Nomer SOP : 082
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

inas Penanaman Modal

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

1 HANTOSO, S.S0f., M.M
el na Utama Mude

“SSRAP, 19701017 199003 1002

Nama SOP : Izin Kerja Fisioterapis/ Izin Praktik Fisioterapis

Kualifikasi Pelaksana -

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
b b 8
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik [ndonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis
}')?‘) ]
4. Memiliki |-<s-|‘m’1m[.1l,|an untuk I'I'Il"na;“]\"rd.‘iitUT"ldlkrin km‘npult‘r

Keterkaitan SOP | ' |

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat -SOP Re

1. Ala: tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

komendasi Teknis

Disimpan sebagai data manual

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat




Pelaksana MUTU BAKU
) Penata Penata KETERANGAN
" S Pemohaon FO/BO Kez::ian Perizinan Perizinan Sekvetaris |Kepala Dinas Persyaratan Waktu Dutput
Muda, Madva__
1 |Pengajuan berkas 1. KTP Pemohon .
permohonan dan persyaratan F‘- - 2. STR (Surat Tanda Register) asli
perizinan Melalui SIPUAS 3. Surat pernyataan mempunyai tempt
praktik atau surat keterangan dari fasilitas 60 menit
pelayanzn kesehatan sebagai tempat praktik
4. SKP (jika perpanjangan)
2 |Meneliti Kelengkapan berkas ! 60 mepit
& Mengirim Permohonan "A ~
Rekomendasi ke Dinkes i 3
: i Kerja [Rek dasi
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan 28 . 5 Hari Kerja : omenda
+" ;Ir: Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat lzin Praktik 3 60 menit
Fisioterapis [
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat Izin ;-, 60 menit
Praktik Fisioterapis T
7 |Memverifikasi Persyaratan J )
dan mengoreksi surat izin . (I— 60 menit
praktik Fisioterapis
8 |Memverifikasi Persyaratan _f .
dan mengoreksi surat izin > | 60 menit
praktik Fisioterapis
9 |Menandatangani Surat lzin Dt
10 |Mencetak & Meregister Surat le | 60 menit
lzin |
ik
11 |Surat Izin Praktik Fisioterapis Surat tin Prakt
l |L-. Fisioterapis
Keterangan :
{:l Start/Akhir Proses
[ proses

Q Pengambilan Keputusan
D Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan

- -3 Alur proses kembali

v

Ganti halaman




Nomor SOP : 083
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif '

Disahkan oleh

Dan
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG ﬂ::

\

\ *

\ ! A
N 4 T A Pembina Utama Muda
<<=RHP. 19701017 199003 1 002
Nama SOP : Izin Kerja Okupasi Terapis/ Izin Praktik Okupasi Terapis

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring
2. Perangkat komputer

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




NO

AKTIVITAS

Pelaksana

MUTU BAKU

Pemohon

Kesehatan

Perizinan

Penata
Perizinan

Moulia

Sekretaris

Kepala Dinas

Persyaratan

Output

KETERANGAN

Pengajuan berkas permohonan
dan persyaratan perizinan
Melalui SIPUAS

TIDAK
LENGKAP

1. KTP Pemohon
2. STR (Surat Tanda Register) asli

4. SKP (jika perpanjangan)

3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan
\kesehatan sebagai tempat praktik

60 menit

Meneliti Kelengkapan berkas &
Mengirim Permohonan
Rekomendasi ke Dinkes

W

60 menit

Verifikasi Dinas Kesehatan

5 Hari Kerja

Rekomendasi
Dinas Teknis

|Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat |zin Praktik
Okupasi Terapis

iln%

60 menit

Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat Izin
Praktik Okupasi Terapis

60 menit

Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin praktik

Okupasi Terapis

60 menit

Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin praktik

Okupasi Terapis

60 menit

Menandatangani Surat Izin

60 menit

10

Mencetak & Meregister Surat
Izin

60 menit

11

Surat lzin Praktik Okupasi
Terapis

Surat Izin Praktik
Okupasi Terapis

Keterangan :
[(start/Akhir Proses
[proses

<> Pengambilan Keputusan
[ Dpokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan

- » Alur proses kembali

J

Ganti halaman




Nomor SOP : 084
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
langgal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nama SOP : Izin Kerja Penata Anestesi/ Izin Praktik Penata Anestesi

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
penyelengaraan Praktik Penata Anestesi

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Pencatalan & Pendalaan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




MUTU BAKU

Pelaksana KETERANGAN
Penata
N Output
o AKTIVITAS Perizinan Perizinan Persyaratan
Muds
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. KTP Pemahon )
dan persyaratan perizinan Z.STR {Surat Tanda Register) asli Ktik
Melalui SIPUAS S ST pONN IempTN TP s
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
kesehatan sebagai tempat praktik
4. SKP (jika perpanjangan)
60 menit
2 |Meneliti Kelengkapan berkas &
Mengirim Permohonan N
Rekomendasi ke Dinkes <z
E 5 Hari Kerja |Rekomendasi
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan g Dinas Teknis
5  |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat Izin Praktik I _II{
Penata Anestesi
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat Izin N| ’
Praktik Penata Anestesi
7 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksl surat izin praktik 1 ]
Penata Anestesi
8 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin praktik
Penata Anestesi
9  |Menandatangani Surat Izin
10 |Mencetak & Meregister Surat
i Surat lzin Praktik
11 |Surat lzin Praktik Penata Penata Anestesi
Anestesi
Keterangan :
DStan/Akhir Proses
[JProses

<> Pengambilan Keputusan

L

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

- -3

v

Alur proses kembali
Ganti halaman




Nomor SOP : 085
Tanggal Pembuatan  : 3 juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh
a Dinas Penanaman Modal

Danl_:"".:..

Wi

;nan“.gg u Satu Pintu Kabfipaten Batang
{ N .

4

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

/ %,? (3 T :
\ UB TOSO, S5o0s., MMM
8

H?‘ﬁ% pfsiha Utama Mudla
S=aNEP-19701017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Praktik Perekam Medis

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis
4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan SOP
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
- Penata Penata
ND AKTIVITAS
Pemohan FO/BO Kez::an Perizinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waltu Output o
Mty Mariva
1 |Pengajuan berkas permahonan 1. KTP Pemohon
dan persyaratan perizinan | l< i 2_STR (Surat Tanda Register) asli
Melalui SIPUAS ] 3. Surat pernyataan mempunyal tempat praktik
! atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
- kesehatan sebagai tempat praktik
5
= 4. SKP [jika perpanjangan)
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & 60 menit
Mengirim Permohonan -
Rekomendasi ke Dinkes "\
S
4 v i Kerj
erifikasi Dinas Kesehatan g 5 J 2 Hari Kerja Ru.ekamendasi
Y [ | Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat Izin Kerja <
| = menit
Perekam Medis —l 60 men
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat Izin N| | .
Kerja Perekam Medis 60 menit
7 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Kerja ;!_I 60 menit
Perekam Medis
8 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Kerja ‘7] I 60 menit
Perekam Medis
9 |Menandatangani Surat Izin
L] —
10 |Mencetak & Meregister Surat l_—" |
Itin s 60 menit
11 |Surat Izin Kerja Perekam Medis Surat Izin Kerja
| I< Perekam Medis
Keterangan :
([ start/Akhir Proses
[Jproses

<> Pengambilan Keputusan
[ pokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
=+ Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP . 086

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

Pombma Utama Mudji
‘NIP 19701017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Kerja Radoigrafer

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor

3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
ND AKTIVITAS Di Penata Penata KETERANGAN
Pemohon FO/BO Km::an Perizinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Woaktu OCutput
Murda Madua
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. KTP Pemohon
dan persyaratan perizinan I I( : 2. STR (Surat Tanda Register] asli
Melalui SIPUAS : 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
i atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
x & kesehatan sebagai tempat praktik
g fi 4. SKP (jika perpanjangan)
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & i 60 menit
Mengirim Permohonan
Rekomendasi ke Dinkes >\
35
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan i Kerj
g g 5 Hari Kerja :Tknn:r;?si
= S | nas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat lzin Kerja
Radiograter . &0 menit
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat Izin N |
Kerja Radiografer = G0 menk:
7 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Kerja ‘;L | 60 menit
Radiografer
8 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Kerja >L | 60 menit
Radiografer
9 |Menandatangani Surat Izin
)II | 60 menit
10 |Mencetak & Meregister Surat I
1zin | I{ 60 menit
11 |Surat Izin Kerja Radiografer Surat Izin Kerja
Radiografer
Keterangan :
()start/Akhir Proses
[JProses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
> Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 087

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal

Nama SOP : Izin Kerja Tenaga Sanitarian

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Rekomendasi Teknis

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring
2. Perangkat komputer

Pencatalan & Pendataan

Disimpan sebagai data manual




NO

AKTIVITAS

Pelaksana

MUTU BAKU

Pemohon

FO/BO

Dinas
Kesehatan

Penata
Perizinan

Penata
Perizinan

Sekretaris

| Kepala Dinas

Persyaratan

Output

KETERANGAN

Pengajuan berkas permohonan
dan persyaratan perizinan
Melalui SIPUAS

TIOAK
LENGKAP

1. KTP Pemohan
2. STR {Surat Tanda Register) asli

3. Surat pernyataan mempunyal tempat praktik

atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan

kesehatan sebagai tempat praktik
4_SKP (jika perpanjangan)

Meneliti Kelengkapan berkas &
Mengirim Permohonan
Rekomendasi ke Dinkes

60 menit

Verifikasi Dinas Kesehatan

LENG|
BE!

S Hari Kerja

Rekomendasi
Dinas Teknis

Memverifikasi permohonan &

Mengkonsep Surat izin Kerja
Tenaga Sanitarian

i

Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat lzin
Kerja Tenaga Sanitarian

Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Kerja
Tenaga Sanitarian

60 menit

Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Kerja
Tenaga Sanitarian

60 menit

Menandatangani Surat Izin

60 menit

10

Mencetak & Meregister Surat
Izin

60 menit

1

Surat  lzin Kerja
Sanitarian

Tenaga

Surat Izin Kerja
Tenaga Sanitarian

Keterangan :
(start/Akhir Proses

[ IProses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

3

Alur proses kembali
Ganti halaman




Nomor SOP : 088

Tanggal Pembuatan : 3 Juni 2024
langgal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

L NTOSD 5.S0s.,, M.M
fina Utama Mlda
. 19701017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang lzin dan 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut; 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




MUTU BAKU

Pelaksana o i
Penata Penata RANGA
" ARTIVITAS Pemohon FO/BO Kei:::an Perizinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
Muda |__Madvg
1 [Pengajuan berkas permohonan 1. KTP Pemohon _
dan persyaratan perizinan |< ----- 2. STR (Surat Tanda Register) as!l "
Melalui SIPUAS —] 3. Surat pernyataan mempunva.a tempat prakti
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
L2 kesehatan sebagai tempat praktik
g0 4. SKP (jika perpanjangan)
60 menit
2 |Meneliti Kelengkapan berkas &
Mengirim Permohonan :
Rekomendasi ke Dinkes P /
3% 5 Hari Kerja |Rekomendasi
4  |Verifikasi Dinas Kesehatan g g . Dinas Teknis
"Ml ’
5 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat Praktik ‘ }< 60 menit
Terapis Gigi dan Mulut .
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat Izin > 60 menit
Praktik Terapis Gigi dan Mulut e
7 |Memverifikasi Persyaratan dan ‘I—j 60 menit
mengoreksi surat izin Kerja “1
Entomolog Kesehatan
8 |Memverifikasi Persyaratan dan J——:I 60 menit
mengoreksi surat izin Kerja s
Entomolog Kesehatan
9 |Menandatangani Surat lzin 60 menit
i -
10 |Mencetak & Meregister Surat i 60 menit
izin =24 -
Surat Izin Praktik
11 |[Surat lzin Praktik Terapis Gigi Dé_ Terapi Gigi dan
dan Mulut Mulut
Keterangan :
E Start/Akhir Proses
[ Proses

<> Pengambilan Keputusan
[C] bokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
---> Alur proses kembali
C_,.J Ganti halaman




Nomor SOP : 089
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

ala Dinas Penanaman Modal
Dz AYaRAR adu Satu Pintu Kgbupaten Batang
\1_\\‘\ Ok_:,

e"'/f"
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG / Q:f =
PPMRINET 7
* *
AHY SANTOSG\S.S0s., M.M

ATaAN bina Utama Muda
IP. 19701017 199003 1 002
Nama SOP : Izin Praktik Terapis Wicara/ Izin Kerja Terapis Wicara

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan SOP
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring
2. Perangkat komputer

Pt
Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU

NO AKTIVITAS Binis Penata Penata KETERANGAN
Pemohon FO/BO Kesehatan | Perizinan Perizinan Sekretaris  |Kepala Dinas Persyaratan Walktu Qutput
' Muda Maca
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. KTP Pemohon
dan persyaratan perizinan 2. STR (Surat Tanda Register) asli
Melalui SIPUAS 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik

atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
kesehatan sebagai tempat praktik
4. SKP (jika perpanjangan)

2 |Meneliti Kelengkapan berkas & 60 menit

Mengirim Permohonan
Rekomendasi ke Dinkes

5 Hari Kerja |Rekomendasi
Dinas Teknis

4 |Verifikasi Dinas Kesehatan

LENGKAP

i

5 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat lzin Praktik &

| 60 menit
Terapis Wicara [ Kerja Terapis —
Wicara

6 |Memverifikasi Permohonan &

Mengoreksi Konsep Surat Izin 5 i
Praktik Terapis Wicara / Kerja Lj Smenst

Terapis Wicara

7  |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin praktik i

60 it
Terapis Wicara / Kerja Terapis men
Wicara

8 |Memverifikasi Persyaratan dan
|mengoreksi surat izin praktik .

> 60 t
Terapis Wicara / Kerja Terapis S
Wicara

9 |Menandatangani Surat Izin
)1] l 60 menit

10 |Mencetak & Meregister Surat [ i
i | I: 60 menit

Wicara [/ Kerja Terapis Wicara

11 |Surat lzin Praktik Terapis ] Surat Izin Praktik
C]‘ Terapis Wicara /

Kerja Terapis
Wicara

Keterangan :

[:Startjnkhir Proses
[ IProses
<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
- .5 Alur proses kembal
Ganti halaman



Nomor SOP : 090
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

ala Dinas Penanaman Modal
adu Satu Pintu Kabupaten Batang

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NIP. 19701017 199003 1 002
Nama SOP : Izin Praktik Psikologi Klinik

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang, Kesehatan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




NO

AKTIVITAS

Pelaksana

MUTU BAKU

Pemohon

FO/BO

Kesehatan

Penata
Perizinan

Penata
Perizinan

Sekretaris

Kepala Dinas

Persyaratan

KETERANGAN

Pengajuan berkas permohonan
dan persyaratan perizinan
Melalui SIPUAS

TIDAK
LENGKAP

1. KTP Pemohon
2. STR (Surat Tanda Register) asli

4. SKP (jika perpanjangan)

3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
atau surat keterangan darl fasilitas pelayanan
|kesehatan sebagai tempat praktik

60 menit

Meneliti Kelengkapan berkas &
Mengirim Permohonan
Rekomendasi ke Dinkes

60 menit

Verifikasi Dinas Kesehatan

5 Hari Kerja

Rekomendasi
Dinas Teknis

Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat |zin Praktik
|psi|w|o¢i Klinik

60 menit

Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat Izin
Praktik Psikologi Klinik

60 menit

Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin praktik

i =

60 menit

9

Psikolog) Kink
Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin praktik

|Psikologi Klinik

B0 menit

Menandatangani Surat Izin

60 menit

10

Mencetak & Meregister Surat
Izin

60 menit

11

Surat
Klinik

lzin Praktik Psikologi

Surat Izin Praktik
Psikologi Klinik

Keterangan :
(Cstart/Akhir Proses
[—_Jproses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
_ 5 Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 091

Tanggal Pembuatan : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif ;

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal
du Satu Pintu Kabupaten Batang

i SANTOSO, S.$0s., M.M
bina Utama Mud#

[P. 19701017 199003 1 002

Nama SOP ¢ Izin Kerja Kesehatan Masyarakat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

I. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Dinas Ren it _ , KETERANGAN
Pemohon FO/BO Perizinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
Kesehatan
__Muda Madya
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. KTP Pemohon
dan persyaratan perizinan | I- 2. STR (Surat Tanda Register) asli
Melalui SIPUAS 3. Surat pernyataan mempunyal tempat praktik
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
kesehatan sebagai tempat praktik
4., SKP (jika perpanjangan)
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & i 60 menit
Mengirim Permohonan ’,./lx
Rekomendasi ke Dinkes R A
S
4  |Verifikasi Dinas Kesehatan 2& 5 Hari Kerja |Rekomendasi
= i D— Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat Izin Kerja | 60 menit
Kesehatan Masyarakat
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat 1zin —‘-Jl )
Kerja Kesehatan Masyarakat —_— 60 menit
7 |Memverifikasi Persyaratan dan |
mengoreksi surat izin Kerja | 60 menit
Entomolog Kesehatan 1
8 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Kerja < | 60 menit
Entomolog Kesehatan
9 |Menandatangani Surat lzin >E ——
10 [Mencetak & Meregister Surat .
1zin L 60 menit
11 |Surat lzin Kerja Kesehatan Surat Izin Kerja
Masyarakat B_'_ Kesehatan
Masayarakat
Keterangan :
:] Start/Akhir Proses
:l Proses

<> Pengambilan Keputusan
[] Dokumentasi
—= Alur Proses Kegiatan

-~ Alur proses kembali

\/

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 092
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
[Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

01017 199003 1 002
Nama SOP : Izin Praktik Akupuntur Terapis

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis

Keterkaitan SOP

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

!. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Pencatalan & Pendataan

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Dinas Panita Penata . ) KETERANGAN
Pemohon FO/BO Kssshoatan Perizinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
Muira Madua
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. KTP Pemohon
dan persyaratan perizinan l I. } 2. STR (Surat Tanda Register} asli
Melalui SIPUAS H 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
i atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
' « 3 kesehatan sebagai tempat praktik
8y 4. SKP {jika perpanjangan)
2 [Meneliti Kelengkapan berkas & i 60 menit
Mengirim Permohonan L.
Rekomendasi ke Dinkes ’\\
5 -4
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan ] 5 Hari Kerja |Rekomendasi
i ‘-I,] | Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat Izin Praktik | le
= it
Akupuntur Terapis Wmen
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat lzin N | |
Praktik Akupuntur Terapis - GRS e
7 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Praktik 7I‘I 60 menit
Akupuntur Terapis
8 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Praktik >]|_ | 60 menit
Akupuntur Terapis
9 |Menandatangani Surat Izin
)I'I l 60 menit
10 |Mencetak & Meregister Surat I:__I [
Izi 60 menit
zin
11 |Surat lzin Praktik Akupuntur Surat Izin Praktik
Terapis | lp Akupuntur Terapis
Keterangan :
[:)aanjmn Proses
[—JProses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—=> Alur Proses Kegiatan
- Alur proses kembali
(] Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 093
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal

Nama SOP : Izin Kerja Entomolog Kesehatan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Rekomendasi Teknis

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Disimpan sebagai data manual




NO

AKTIVITAS

Pelaksana

MUTU BAKU

Pemohon

FO/BO

Kesehatan

Penata
Perizinan

Sekretaris

Kepala Dinas

Persyaratan

Output

KETERANGAN

Pengajuan berkas permohonan
dan persyaratan perizinan
Melalui SIPUAS

TIDAK
LENGKAP

1. KTP Pemahon
2. STR (Surat Tanda Register) asli

3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan

kesehatan sebagai tempat praktik
4. SKP (jika perpanjangan)

60 menit

Meneliti Kelengkapan berkas &
Mengirim Permohonan
Rekomendasi ke Dinkes

60 menit

Verifikasi Dinas Kesehatan

‘m'<>

5 Hari Kerja

Rekomendasi
Dinas Teknis

Memverifikasi permohonan &

Mengkonsep Surat Izin Kerja
Entomolog Kesehatan

]

60 menit

Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat lzin
Kerja Entomolog Kesehatan

60 menit

Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Kerja
Entomolog Kesehatan

60 menit

mengoreksi surat izin Kerja

IMmriﬁtas} Persyaratan dan
Entomolog Kesehatan

60 menit

IMenlndatauganl Surat lzin

60 menit

10

Mencetak & Meregister Surat
lzin

60 menit

11

Surat Izin Kerja Entomolog
Ilcesehatan

Surat Izin Kerja

Keterangan :
(_Jstant/akhir Proses
[—JProses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—= Alur Proses Kegiatan
- - » Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 094
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal
Dan Pe, S{gﬁlﬁ(@@g Satu Pintu Kabupaten Batang

o

.’f;-_’? o r_ :
| w
“\D

* T —
UB SANTOSO, §S0s., MMM
A TP a Utama Muda
~NIP. 19701017 199003 1 002

Nama SOP - Izin Kerja Ortotik Prostetik

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

dan Praktik Ortotis Prosetetis

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pekerjaan

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Disimpan sebagai data manual




NO

Pelaksana

MUTU BAKU

AKTIVITAS

Pemohon

Dinas
Kesehatan

Penata
Perizinan

Penata
Perizinan

Sekretaris

Kepala Dinas

Persyaratan

Waltu

KETERANGAN

Pengajuan berkas permohonan

dan persyaratan perizinan
Melalui SIPUAS

1. KTP Pemohon

2. STR (Surat Tanda Register) asli

3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan

kesehatan sebagal tempat praktik

4, SKP (jika perpanjangan)

60 menit

Meneliti Kelengkapan berkas &
Mengirim Permohonan
Rekomendasi ke Dinkes

60 menit

Verifikasi Dinas Kesehatan

5 Hari Kerja

Rekomendasi
Dinas Teknis

Memverifikasi permohonan &

Mengkonsep Surat Izin Kerja
Ortotik Prosetik

60 menit

Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Kansep Surat Izin
Kerja Ortotik Prosetik

60 menit

Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Kerja
Ortotik Prosetik

&0 menit

Memverifikasi Persyaratan dan

mengoreksi surat izin Kerja
Ortotik Prosetik

Menandatangani Surat lzin

60 menit

10

Mencetak B Meregister Surat
Izin

60 menit

11

Surat lzin Kerja  Ortotik
Prosetik

Surat |zin Kerja
Ortotik Prosetik

Keterangan :

(" )start/Akhir Proses

[ IProses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan
- -5 Alur proses kembali

Ganti halaman




Nomor SOP : 095
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif -

Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

U

N Are _bma Utama Mida
"NIP. 19701017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Kerja Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Disimpan sebagai data manual

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat




Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
_ = Alur proses kembali
U Ganti halaman

Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Dinas Penata Penata
FO/BO Kesehatan | Perizinan Perizinan Sekretaris |Kepala Dinas Persyaratan Wilido o KETERANGAN
Muiria Marlva
1 |Pengajuan berkas perrl.'lahonan 1. KTP Pemohon
dan pe‘lrsyaratan perizinan l |< — 2. STR (Surat Tanda Register) asli
Melalui SIPUAS ! 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
' atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
t kesehatan sebagai tempat praktik
4, SKP (jika perpanjangan)
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & .
Mengirim Permohonan 60 menit
|Rekomendasi ke Dinkes ’\
b [
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan (o} g -
2 5 Hari Kerja |Rekomendasi
> Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat |zin Kerja | le
Promosi Kesehatan dan limu — 60 menit
Perilaku
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat lzin J_j
Kerja Promosi Kesehatan dan = 60 menit
limu Perilaku
7  |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Kerja
Promosi Kesehatan dan limu i 60 menit
Perilaku
8 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Kerja N
Promosi Kesehatan dan limu 60 menit
Perilaku
9 |Menandatangani Surat zin ,‘_I_'—]
60 menit
10 |Mencetak & Meregister Surat ) ]
Izin E 60 menit
11 |Surat lzin Kerja Promosi I
Kesehatan dan limu Perilaku D‘ Surat Izin Kerja
Promosi
Keterangan : Kesehatan dan
|_-__]Star:lNchir Proses
[__Proses
<> Pengambilan Keputusan



Nomor SOP : 096

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

ATIYU BYDYS/
\ * \-—-— na Utama Muﬁa
LB A 9701017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Kerja Epidemologi Kesehatan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring
2. Perangkat komputer

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS i Penata Penata
Pemohon | FO/BO Uirias )
Kesehatan | Perizinan |  Perizinan Sekretaris |Kepala Dinas Persyaratan Waktu Sinut KETERANGAN
_%-M
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. KTP Pemohon
::;ar;r;y::::n parities | ] ; 2. STR (Surat Tanda Register) asli
3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
s atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan 60 menit
1% 3 kesehatan sebagai tempat praktik
(= : 4. SKP (jika perpanjangan)
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & )
Mengirim Permohonan 5 60 menit
Rekomendasi ke Dinkes
a
@«
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan 2 = X
& x lj Hari @ |Rekomendasi
Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat izin Kerja €
Epidemolog Kesehatan — 60 menit
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat Izin I l
Jxeria Epidemolog Kesehatan S L 60 menit
7 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengareksi surat izin Kerja .
Epidemolog Kesehatan 60 menit
8 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Kerja
Epidemolog Kesehatan > 60 menit
9 |Menandatangani Surat lzin
D 60 menit
10 |Mencetak & Meregister Surat |
sk 60 menit
11 |Surat Izin Kerja Epidemolog
Kesehatan Surat Izin KRI‘P
Epidemolog
Keterangan : n
[ Jstart/Akhir Proses
[IProses

<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

- -5 Alur proses kemball
(J Ganti halaman




Nomor SOP : 097
Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi ¢ 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan k YI\K‘ = rpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
L, x‘\ S -
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG ,ff;:?‘/

= £
s
AHYU DI SANTOSO, $.Sos., M.M
Wina Utama Mulda
—— . 19701017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Kerja Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga

1. ang- ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

- SOP Pel:
ayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana

MUTU BAKU

AKTIVITAS

Pemohon FO/BO

Kesehatan

Penata
Perizinan

Pengajuan berkas permohonan
dan persyaratan perizinan
Melalui SIPUAS

Muda |

Penata
Perizinan
Madva

Sekretaris

Kepala Dinas

Persyaratan

Output

KETERANGAN

1. KTP Pemchon
2. STR (Surat Tanda Register) asli

kesehatan sebagai tempat praktik
4, SKP (jika perpanjangan)

3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan

60 menit

Meneliti Kelengkapan berkas &
Mengirim Permochonan
Rekomendasi ke Dinkes

&0 menit

Verifikasi Dinas Kesehatan

LENG
BE

5 Hari Kerja |Rekomendasi

Dinas Teknis

Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat Izin Kerja
Tenaga Kesehatan Reproduksi
dan Keluarga

i

60 menit

Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat lzin
Kerja Tenaga Kesehatan
Reproduksi dan Keluarga

60 menit

Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Kerja
Tenaga Kesehatan Reproduksi
dan Keluarga

]

60 menit

Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi surat izin Kerja
Tenaga Kesehatan Reproduksi
dan Keluarga

60 menit

Menandatangani Surat lzin

60 menit

10

Mencetak & Meregister Surat
Izin

60 menit

11

Surat  lzin
Kesehatan

Kerja Tenaga
Reproduksi  dan

Keluarga

xt

Surat izin Kerja
Tenaga Kesehatan

Keterangan :
[ start/Akhir Proses

[proses
<> Pengambilan Keputusan

Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

>

Alur proses kembali
Ganti halaman

Reproduksi dan




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP

: 098

Tanggal Pembuatan

¢ 3 Juni 2024

Tanggal Revisi

: 4 Juni 2024

Tanggul Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal

ddu Satu Pintu Kahupaten Batang

_ & 2 :.":l‘f“cyfrfﬁ'ina Utama Muda
NIP. 19701¢17 199003 1 002

Nama SOF

. Izin Praktik Psikologi Klinik

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Keschatan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang lzin dan

Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat - SOP Rekomendasi Teknis

1. Alat tulis kantor

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang, baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan peruridang-undangan tentang, perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peraldtan/ Perlengkapan

]

|
3. Buku Register Monitoring

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayara kat terhambat

2. Perangkat komputer

Penc .1r.uan & Pendataan

Disimpan sebagai data manual
I b




Pelaksana MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Dinas Perta Pentia KETERANGAN
Pemohan FO/BO Risdhatas Perizinan Perizinan Sekretaris |Kepala Dinas Persyaratan Waktu Qutput
Muda Madvs .
1 |Pengajuan berkas 1. KTP Pemahon
permohonan dan persyaratan [ ey 2. STR (Surat Tanda Register) asli
perizinan Melalui SIPUAS | 3. Surat pernyataan mempunyai tempat
: praktik atau surat keterangan dari fasilitas 60 menit
E = g pelayanzn kesehatan sebagai tempat praktik
12 ' 4. SKP (jika perpanjangan)
2 |Meneliti Kelengkapan berkas ' 60 menit
& Mengirim Permohonan ,__//\\>
Rekomendasi ke Dinkes N
2
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan 28 S 5 Hari Kerja |Rekomendasi
4% > Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan & —
Mengkonsep Surat Izin Praktik .__< B0 et
Psikologi Klinik d
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat lzin ﬂ .
Praktik Psikologi Klinik | ! 60 menit
7 |Memverifikasi Persyaratan .
dan mengoreksi surat izin | 60 menit
praktik Psikologi Klinik
8 |Memverifikasi Persyaratan e
dan mengoreksi surat izin }'L_._J 60 menit
praktik Psikologi Klinik
9 |Menandatangani Surat lzin _’)I: 60 meit
10 :‘::ncetak & Meregister Surat j 4§ | S
11 |Surat |zin Praktlk Psikologi Surat lzin Praktik
Kiinik | 3"- Psikologi Klinik
Keterangan :
:l Start/Akhir Proses
[ proses
<> Pengambllan Keputusan
[_] Dokumentasi

=2 Alur Proses Kegiatan
-~ > Alur proses kemball
Gantl halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP

: 099

l'anggal Pembuatan

: 3 Juni 2024

Tanggal Revisi

: 4 Juni 2024

langgal Efektif

Disahkan oleh

¥
X L B ) , 8.50s., M.M
\‘*_1 ;’\_%na Utama Mudla

“NIP. 19701017 199003 1 002

Nama SOP

¢ Izin Kerja Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Keterkaitan SOP

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Rekomendasi Teknis

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

1. Alat tulis kantor

2, Perangkat komputer

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

3. Buku Register Monitoring

4. Jaringan Internet/ WiFi

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
FO/BO
NO AKTIVITAS [Ft:ma Dinas Penata Penata
v | | ot ri:::.:n Perizinan | Sskretaris |Kepala Dinas Persyaratan Wakty Output KETERANGAN
Pertama) et
b ;‘enga]uan berkas per;r:wohonan 1. KTP Pemohon
an persyaratan perizinan &l - -~ 2, 5TR [Surat Tanda Regist
| |' ! : er) asli
: 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
; atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan _
[ kesehatan sebagai tempat praktik 0 misnit l
! 4 NPWP |
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & i
Mengirim Permohonan /\
Fiekomendasi ke Dinkes i ol &0 menit
% > ’
3 |verifikas’ Dinas Kesehatan 2 &
o
L J 5 Harl Kerja | Rekomendasi
i Dinas Teknis
4 |Memverifikasi permohanan & |
Mengkorsep Surat |zin Kerja I: - |
Administrasi dan Kebijakan T |
Kesahatan
5 |Memverifikasi Permohonan & [
Mengoreksi Konsep Surat lzin Sl _—‘ |
Kerja Adrinistrasi dan i =5 :
Kebijakan Kesehatan |
6 |Memverifikasl Permohoran &
Mengoreksi Konsep Surat lzin £ Harikera
Kerja Administrasi dan
Kebijakan Kesehatan J
7 |Memverifikasi Permohonan = ‘ |
S
8 M dat i Surat Izi - |
enandatangani Surat Izin )I_!
|
—
9 |Mencetak & Mersgister Surat 2 |
Izin . 1_;‘
10 |Surat lzin Kerja Administrasi| ——— | =
dan Kebijakan Kesehatan | I" ::Irat Jz: Keirf
SR, | Administrasi dan
iKebIjakan
| Kesehatan
|
Keterangan :

| Start/Akhir Proses

Proses

<> Pengambilan Keputusan

]

—>

v

Dokumertasi

Alur Proses Kegiatan
Alur proses kembali
Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 100

Tanggal Pembuatan © 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

—

—— __--_

mb:na Utama Muda
NIP. 19701017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Kerja Pembimbing Kesehatan Kerja

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Rekomendasi Teknis

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor

3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ WiFi

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
FO/B2
NO AKTIVITAS {Penats Dinas "Elﬂifa Penata KETERANGAN
Pemohan Parisi Perizinan Parizinan Sekretans | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Dutput
rizinan Kesehatan Mg Mad
Pertama) : va
1 |Pengajuar berkas permohonan 1. KTP Pemaheon
dan persyaratan parizinan [: I(__ . 2. 5TR {Surat Tanda Register) asli
=] | 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
‘ t i fasili
atau surat keteraﬂgan dari fasi Fas pelayanan 60 menit
kesehatan sebagai tempat praktik
4. NPWp
1 |Meneliti Kelengkapan berkes &
hengirim Permohonan
Rekomendasi ke Dinkes ”L\\ 60 menit
- &=
4 |Verifikas| Dinas Kesehatan ]
@
N | Rekomendasi
L 5 Harl Ker
AR | pinas Teknis
5 [Memverifikasi perimohonan & )
Mengkonsep Surat lzin Kerja | wr
Pembimbing Kesehatan Kerja =
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat lzin )
Kerja Pembimbing Kesehatan Sl
Kerja
7 |Memverifkasi Permohonan & ’
2 Hari Ker
Mengoreksi Konsep Surat [zin Ll
Kerja Pembimbing Kesehatan 5
Kerja -
8  |Memverifikasi Permohonan ™ i
of ]
]
9  |Menandatangani Surat lzin | j
L I_
10 |Mencetak & Meregister Surat 1 |
tzin = ]
11 |urat lzin Kerja Pembimbing _l
Kesehatar Kerja [j“
Surat [zin Kerja
Pembimbing
Kesehatan Kerja
Keterangan:
5 Start/Akhir Proses
Proses
<> Pengambilan Keputusan
[] Dokumentasi

-
z=3

Alur Proses Keglatan
Alur proses kernbali
Ganti halaman




Nomor SOP 1 101

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
e inas Penanaman Modal
Ap, " = ‘
/ \SW PR Satu Pintu Kabupaten Batang
X/
el S
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG | = r’_,.-r;"" ! C
( ﬂ}? iy £ Mo
*
\ ANTOSO, S.Sas., M.M
:\‘Q;H ATE ina Utama Muda

TSNP 19701017 199003 1 00
Nama SOP : Izin Kerja Radioterapis

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang . Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

1

2

Penyelenggaraan Pekerjaan Radiogafer 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
-

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

- SOP Rekomendasi Teknis 2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ WiFi

Peringatan Pencalatan & Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
FO/BO
Penata Penata
NO AKTIVITAS DI KETERANGAN
Pemohen {Peeta o Perizinan Perizinan Sekretarls | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output ©
Perizinan Kesehatan s Madya
Pertama) - *
1 |Pengajuan berkas permohonan
dan persyaratan perizinan ' |<.’ -==y 1. KTP Pemohon
J 2. 5TR (Surat Tanda Register) asli
i 3. Surat pernyataan mempunyal tempat praktik
i fi 60 menit
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan
kesehatan sebagai tempat praktik
4, NPWP
2 |Meneliti Kelengkapan berkas &
Mengirim Permohonan
Rekemendas| ke Dinkes 60 menit
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan
Rekomendasi
Hari j
S e Dinas Teknis
S |Memverifikasi permohonan & —
Mengkonsep Surat (zin Kerja [\’
Radioterapls ]
6 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat lzin >
Kerja Radioterapls =
7 |Memverifikasi Permohonan & 2 Hari Kerja
Mengoreksi Konsep Surat Izin
Kerja Radioterapis — J
8 |Memverifikasi Permohonan ‘1:;‘
9 |Menandatangani Surat Izin |
10 |Mencetak & Meregister Surat = ] i
Izin
11 |Surat Izin Kerja Radioterapis Dﬁ I
Surat lzin Kerja
Radloterapls
Keterangan :
() start/akhir Proses
I proses

<> Pengambilan Keputusan
[ Dokumentasi
—2 Alur Proses Kegiatan

> Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 102

Tanggal Pembuatan @ 3 Juni 2024
‘Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

A ‘
\\ a btama Muc ;

NIP. 19701017 199003 1 002

Nama SOP : Tzin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang [zin dan
Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental

Keterkaitan SOP
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Rekomendasi Teknis

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2, Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring,

2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ WiFi

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
NO ARTIVITAS Dinas Perara Penata KETERANGAN
datahatan Perizinan Perizinan Persyaratan Waktu Cutput
Muda Madya
1 |Pengajuan berkas permohonan
dan persyaratan perizinan 1. KTP Pemohon
2.STR (Surat Tanda Register) asli
3. Surat taan r fai rakrik
il bl P%e 60 menit
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan
kesehatan sebagal tempat praktik
4. NPWP
2 |Meneliti Kelengkapan berkas &
Mengirim Permohonan
Rekomendasi ke Dinkes 60 menit
2=
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan ¥ E
4 Rekomendasi
] i«
=heriin Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permoh &
Mengkonsep Surat lzin Praktek <
Tenaga Kesehatan Tradisional
Ramuan
6 |Memverifikasi Permohonan & ——
Mengoreksi Konsep Surat [zin =
Praktek Tenaga Kesehatan -1
Tradisional Ramuan
7 |Memverifikasi Permohonan & 2 Harl Kerja
Mengoreksi Konsep Surat lzin
Praktek Tenaga Kesehatan gre=
Tradisional Ramuan ,]_j
8 |Memverifikasl Permahonan
9 |Menandatangani Surat lzin
10 [Mencetak & Meregister Surat
Izin
11 |[Surat lzin Praktek Tenaga
Kesehatan Tradisional Ramuan Surat |zin Praktek
Tenaga Kesehatan
Tradisional
Ramuan
Keterangan :
[ start/Akhir Proses
[ proses

<> Pengambilan Keputusan
[] pokumentasi

—

Alur Proses Keglatan

- > Alur proses kemball
LJ Ganti halaman




Nomor SOP . 103

Tanggal Pembuatan : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi : 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
— .
Da}l’-%@y’ﬁﬂ‘%&b adu Satu Pintu Kabupaten Batang

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

8.
& 77 Pephina Utama Muda
i NP, 19701017 199003 1002

Nama SOP : Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Izin dan 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4, Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan
- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring
- S0P Rekomendasi Teknis 2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ WiFi

I S
Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat D

isimpan sebagai data manual




F MUTU BAKU
FO/BO
no AKTIVITAS pemohon | (Penate Dinas P:::'“' et )
Peslzivian i inan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output RETERANGAN
Pertama Muda Madya
1 |Pengajuan berkas permohonan

dan persyaratan perizinan < 1. KTP Pemnahon

2. STR (Surat Tanda Register) asli
3. Surat pernyataan mempunyal tempat praktik .
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan B0 it
kesehatan sebagal tempat praktik
4. NPWP
2 |Meneliti Kelengkapan berkas &
|Mengirim Permohonan
Rekomendasi ke Dinkes 60 menit
g
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan oK = =
o
5 Hari Kerja Rekomendasi
Dinas Teknis
5 |Memverifikasi permohonan & ) —
Mengkonsep Surat lzin Praktek 53
Tenaga Kesehatan Tradisional |_'
Keterampilan

6 |Memverifikasi Permohonan &

Mengoreksi Konsep Surat Izin [ ]
Praktek Tenaga Kesehatan  S—
Tradisional Keterampilan

7 |Memverifikasi Permehonan & 2 Harl Kerja
Mengoreksi Konsep Surat lzin
Praktek Tenaga Kesehatan

Tradisional Keterampilan —

8 |Memverifikasi Parmohanan

8 |Menandatangani Surat izin

F
1]

10 |Mencetak & Meregister Surat 1
1zin e
11 |Surat lzin Praktek Tenaga J
Kesehatan Tradisional D Surat Izin Praktek
Keterarmpilan Tenaga Kesehatan
Tradisional
Keterampilan
Keterangan :
:] Start/Akhir Proses
[ rroses

<> pengambilan Keputusan
[:j Dokumentasi

— Alur Proses Kegiatan

-- 2 Alur prases kemball
\/] Gant| halaman



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP 1 104

Tanggal Pembuatan 3 Juni 2024
Tanggal Revisi © 4 Juni 2024
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

a Dinas Penanaman Modal

NIP 197U1017 199003 1 002

Nama SOP : Izin Praktek Fisika Medik

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Rekomendasi Teknis

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2.

3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

'.}
4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ WiFi

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
FO/BO
NO AKTIVITAS {Penata Dinas Periata Fenats _ KETERANGAN
Pemohon = Perizinan Perizinan Sekretaris | Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
Perizinan Kesehatan
Muda Madya
Eertama)
1 |Pengajuan berkas permohonan
dan persyaratan perizinan | |-< --- 1.KTP Pemohon
2.5TR (Surat Tanda Register) asli
3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik :
60 menit
atau surat keterangan dari fasllitas pelayanan
kesehatan sebagal tempat praktik
4. NPWP
2 |Meneliti Kelengkapan berkas &
Mengirim Permohonan L
Rekomendasi ke Dinkes Y 60 menit
S=
4 |Verifikasi Dinas Kesehatan 25
o & I
g 5 Hari Kerja R’.Ekomend.aﬂ
Dinas Teknis
5  |Memverifikasl permohonan &
Mengkonsep Surat lzin Praktek -
Fisika Medik =
6 |Memverifikasi Permohanan &
Mengoreksi Konsep Surat lzin )
Praktek Fisika Medik itide
7 |Memverifikasi Permohonan & 2 Hari Kerja
Mengoreksi Konsep Surat Izin
Praktek Fisika Medik ,——l
B [Memverifikasi Permohonan '“I—J
9  |Menandatangani Surat |zin | . |
10 |Mencetak & Meregister Surat L, |
Izin B
11 |Surat Izin Praktek Fisika Medik D
Surat |zin Praktek
Fisika Medik
Keterangan :
[:] Start/Akhir Proses
[ proses

<> pengambilan Keputusan
[] Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan

=2

Alur proses kembali
Gantl halaman




Nomor SOP : 105

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi : 4 Juni 2024

Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayaman Tesgadu Satu Pintu Kabupaten Batang
~ ‘_\/\L ”.;“"'_E_"_"_"k‘-;? ¢
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG ,“'.-’!=‘f-?$"/ = 3

: RTtD
DRI
* AHYU BUDPI TOSO, S.90s., M.M

P ibifta Utama Muda
A TNEP. 39701017 199003 1 002
Aot

Nama SOP : Sertifikat Standar (Izin Penyelenggaraan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Dalam Trayek/ Angkutan Pedesaan)

T O S
1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat 1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

- SOP Rekomendasi Teknis 2. Perangkat komputer 4. Jaringan Interner/ WiFi

I
Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat Disimpan sebagai data manual




No. KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemaoheon

0ss

DPMFTSP

Dishub

Persyaratan

Waktu

Output

Keterangan

1 |Masukakun OS5

2 |Mengajukan Permohonan Sertifikat Standar

1. Menyusun rencana bisnis {ousiness plan) Perusahaan
Angkutan Umum;

2. Kesesualan dengan perencanaan kebutuhan kendaraan
(kuota) yang ditetapkan;

3. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan
secara elektronik.

4. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang

3 |Pemenuhan Persyaratan

dalam trayek;

5, Memillki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang
mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan
bermotor;

&, Memiliki dan/atau menguasal tempat penyimpanan;

7. Memiliki paling sedikit 5 {lima) kendaraan yang dibuktikan
dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti
lulus uji berkala dan foto kendaraan;

8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;

9. Menyiapkan dok Sistam M Keselamatan,

Yiay el

5 menit

30 menit

30 menit

4 |verifikasi Persyaratan

ditolak

3 Hari Kerja

5 |Penerbitan Rekomendas]

1 Hari Kerja

6 |Notifikasi dan Validasi

1 Harl Kerja

7 |Sertifikat Standar terbit

Sertifikat Standar (lzin
Penyelenggaraan Orang dengan
Kendaraan Bermator Umum
dalam Trayek/ Angkulan
Pedesaan)

E Start/Akhir Proses
Proses
<>

Pengambilan Keputusan
Dokumentasi
—> Alur Proses Kegiatan
~~ 7 Alur proses kembali
[ Gantihalaman
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Nomor SOP
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Tanggal Pembuatan

: 3 Juni 2024

l'anggal Revisi

© 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal

i1 n/ Jtama Muda
3701017 199003 1 002

Nama SOP

: Sertifikat Standar (Izin Penyelenggaraan Orang dengan Kendaraan

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek)

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Rekomendasi Teknis

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

Kualifikasi Pelaksana

Peralatan/ Perléngkapan

1. Alat tulis kantor

2. Perangkat komputer

Pencatatan & Pendataan

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelavanan dan prinsip pelavanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

3. Buku Register Monitoring

4. Jaringan Interner/ WiFi

Disimpan sebagai data manual




No, KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

0ss

DPMPTSP

Dishub

Persyaratan

Waktu

Output

Keterangan

1 |Masuk akun 0SS

Standar

Mengajukan Permohaonan Sertifikat

3 |Pemenuhan Persyaratan

1. Menyusun rencana bisnis (business plan)
Perusahaan Angkutan Umum;

2. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan
kendaraan (kuota) yang ditetapkan;

3. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan
secara elektronik.

4, Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan
orang dalam trayek;

5. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain
yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan
kendaraan bermotor;

6. Memiliki dan/atau menguasai tempat penylmpanan;
7. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang
dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT {untuk
kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto
kendaraan;

8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
9. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen
Keselamatan;

5 menit

30 menit

30 menit

4 |Verifikasi Persyaratan

ditalak

3 Hari Kerja

5 |Penerbitan Rekomendasi

1 Hari Kerja

6 |Notifikasi dan Validasi

1 Hari Kerja

7 |Sertifikat Standar terbit

Sertifikat Standar (lzin
Penyelenggaraan Orang
dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek)

Keterangan
Start/Akhir Proses
Proses

<> Pengambilan Keputusan
Dokumentasi

—> Alur Proses Kegiatan

~ 7 Alur proses kembali
[’ Gantihalaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nomor SOP : 107

Tanggal Pembuatan  : 3 Juni 2024
Tanggal Revisi © 4 Juni 2024
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

Nama SOP : Izin Khusus Jam Operasional Toko Modern

1, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan,
Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Derah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat

dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Rekomendasi Teknis

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2, Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ WiFi

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
Penata KETERANGAN
NO AKTIVITAS — Sekretatis Persyaratan Waktu Output
Muda
1 |Pengajuan berkas permohonan 1. kP Pen‘:r.;hon;‘ [;.:Irektur
dan persyaratan perizinan | |< ! Z:Proppsal Farmononan
e | 3. Ilzin Toko Modern yang masih berlaku 60 menit
]
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & '
Mengirim Permoheonan |
Rekomendasi ke 60 menit
DisperindagkopUKM g
&
% P
dasi
4 |Verifikasi DisperindagkopUKM § RDIekor\';::nis
g 5 Hari Kerja |P'Nas
5 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat Izin Khusus
Jam Operasional Toko Modern 2 Hari Kerja
6 |Memverifikasi Permohonan & s
Mengoreksi Konsep Surat |zin >
Khusus Jam Operasional Toko == 60 menit
Modern
7 |Memverifikasi Permohonan 60 menit
Memverifikasi Permohonan > J 60 menit
——
8 |Menandatangani Surat Izin 30 menit
9 |Mencetak & Meregister Surat lzin le 30 menit
t 1zin Khusus
10 |Surat lzin Khusus lam | Js:r;ao;::]rasI:nLaII
Operasional Toko Modern 30 menit  |7ok0 Modern
Keterangan :
("] start/akhir Proses
Proses
<> Pengambilan Keputusan
D Dokumentasi

>

Alur Proses Kegiatan

- = > Alur proses kembali

Ganti halaman




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
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Tanggal Pembuatan : 3 Juni 2024

Tanggal Revisi 4 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal
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Nama SOP : Surat Keterangan Penelitian (SKP)

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan

Penelitian

- SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat

- SOP Rekomendasi Teknis

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan perijinan masayarakat terhambat

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha

4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Peralatan/ Perlengkapan

1. Alat tulis kantor 3. Buku Register Monitoring

2. Perangkat komputer 4. Jaringan Internet/ WiFi

T N S SN SO B

Disimpan sebagai data manual




Pelaksana MUTU BAKU
FO/BO o b
NO AKTIVITAS (Penata ) enats ety KETERANGAN
Pemohon Perizinan Keshangpai Perizinan Perizinan Sekretaris |Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
S Muda Madya
Pertama)
1 |Pengajuan berkas permohonan 1, Surat Permohonan
dan persyaratan perizinan | |- ——e-s 2. Proposal Penelitian
Melalui SIPUAS ! 3. Surat Pernyataan Tidak Melanggar Hukum
4, Surat Keabsahan Dokumen 60 menit
v R S, Foto KTP
I LENGHAR
bt 6. Pas Foto Berwarna 4X6
7. Pengesahan Badan Hukum
2 |Meneliti Kelengkapan berkas & 8. Penunjukan Penanggungjawab Lokal & 60 menit
Mengirim Permohonan Pimpinan
Rekomendasi ke Kesbangpol 9. Foto KTP Penunjukan Penanggungjawab Lokal
s . & Pimpinan
3 |Verifikasi Kesbangpol ox 10, Surat Kesanlggupan (Baru) 5 Hari Kerja |Rekomendasi
9 J 11. Surat Penelitian Sebelumnya (Perpanjangan) Dinas Teknis
; 12. Foto KTP Koordinator Area
13. Surat Kuasa Penunjukan Koordinator Area
4 |Memverifikasi permohonan &
Mengkonsep Surat Keterangan L‘[ )
Penelitian 60 menit
5 |Memverifikasi Permohonan &
Mengoreksi Konsep Surat | :
Keterangan Penelitian L 60 menit
6 |Memverifikasi Persyaratan dan
mengoreksi Surat Keterangan ] ,
Penelitian 60 menit
7 |Pengajuan berkas permohonan
dan persyaratan perizinan .
Melalui SIPUAS 60 menit
8 |Menandatangani Surat :
Keterangan Penelitian 60 menit
9 |Mencetak & Meregister Surat r\ |
|Keterangan Penelitian =] 60 menit
10 |Surat Keterangan Penelitian Surat Keterangan
lﬁ Penelitian
Keterangan :
D Start/Akhir Proses
[ proses

<> Pengambilan Keputusan
[:j Dokumentasi
—= Alur Proses Kegiatan

s
NS

Alur proses kembali
Ganti halaman

Salinan disampaikan kepada yth :
Sekretaris Daerah Kabupaten Batang:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang: dan

1.
¥
3

Penghimpun Keputusan.

Pj. BUPATI BATANG,
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